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Dalam kasus yang penulis analisis bahwa telah teijadi persengketaan antara I.C.I 
Omicron B.V. dan PT Dwi Satrya Utama yang mana keduanya selaku pemegang 
saham dalam PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut PT ICI) perihal 
penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS kedua yang diselenggarakan oleh Direksi 
PT ICI dengan agenda pembebasan tugas Direksi lama dan pengangkatan Direktur 
yang baru. Yang menjadi permasalahan adalah persyaratan dan prosedur apa sajakah 
yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua 
tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang 
Perseroan Terbatas? Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua 
yang telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh pengadilan? Apakah pertimbangan- 
pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara se
hingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder 
sebagai sumber datanya. Persyaratan dan prosedur untuk memenuhi sah atau 
tidaknya suatu keputusan RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS 
yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan kuorum pengambilan 
keputusan, dalam kasus ini semua persyaratan dan prosedur telah memenuhi tiga hal 
tersebut sehingga pelaksanaan maupun keputusan RUPS yang diambil adalah sah 
dan mengikat para pemegang saham Perseroan, tidak dianggap cacat hukum atau 
batal demi hukum. Penafsiran secara yuridis yang keliru perihal materi pembahasan 
dalam agenda RUPS kedua sebagai dasar permohonan pembatalan keputusan RUPS 
tersebut dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana 
ternyata dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No 
235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel menetapkan tidak sah dan batal demi hukum, sehingga 
diajukan gugatan kembali melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang 
memutuskan dalam Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel bahwa Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum tetap yang kemudian dikuatkan lagi dengan Putusan Pengadilan 
Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI. Pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim 
dalam memutuskan perkara tersebut adalah bahwa penggantian anggota Direksi 
bukan bagian dari materi hukum perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar 
dan perlu persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan 
materi perubahan lain yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI 
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS.
Kata Kunci: Penetapan Pengadilan Tinggi No. 50/PDT/2003/PT. DKI.
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and PT Daya Satrya Utama which both are shareholders in PT I.C.I Paints Indonesia 
(hereinafter referred to as PT ICI) subject of the quorum existence stipulating in the 
second General Meeting of Shareholders arranged by the Board of Directors of PT 
ICI which agenda is to release and discharge of Board of Directors and to appoint the 
new Director. The problems is which requirements and procedures that must be 
fulfilled to arranger the second General Meeting of Shareholders considering the 
prevailing regulations related to the Limited Liability Company Regulation (Undang- 
Undang Perseroan Terbatas)? Do the decision of the second General Meeting of 
Shareholders that has been executed can be canceled by the Court? What is the law 
consideration taken by the judge to decide the case which result is the Supreme Court 
Decision No. 50/PDT/2003/PT.DKI? The research uses the method of bibliography 
research with secondaiy data as the data source. Requirement and procedures to 
fulfill the validity of the General Meeting of Shareholders Decision shall base on 
three matters, which are the invitation of meeting, the quorum existence of 
shareholders, and the quorum to reach the decision, in this case the three 
requirements should be fulfilled therefore the execution and decision taken in the 
meeting shall be legal and binding to the company shareholders, not consider as null 
and void according to the prevailing law. The wrong legal interpretation considering 
the agenda of meeting become subject of the application for the cancellation of 
General Meeting of Shareholders decision brought by PT DSU and granted by the 
District Court of South Jakarta as mention in the “Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel specifies illegal and cancellation by 
the law, therefore ICI Omicron bring a lawsuit to the District Court of Jakarta Selatan 
which decide in Putusan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel that Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel shall be withdraw become 
null and void. The decision strengthened by the Supreme Court Decision No. 
50/PDT/2003/PT.DKI. The law consideration taken by the judge to deliver the 
decision is the replacement of the member of Board of Directors shall not reconsider 
as the basic matter of the changing of Articles of Association which require the 
Minister of Law and Human Right approval, otherwise it is consider as other change 
which shall be reported to Minister of Law and Human Right at least 14 (fourteen) 
days commencing the decision to be taken by General Meeting of Shareholders.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Manusia selaku pendukung hak yang mempunyai kepentingan perseorangan 

(individual) dapat pula mempunyai kepentingan bersama dengan manusia lainnya. 

Mereka memperjuangkan suatu kepentingan tertentu, berkumpul dan 

mempersatukan diri, menciptakan suatu organisasi, memilih pengurus-pengurusnya 

yang akan mewakili mereka, memasukkan dan mengumpulkan harta kekayaan 

dalam organisasi yang dibentuknya tersebut yang terpisah dari harta mereka masing- 

masing dan akhirnya menetapkan peraturan-peraturan tingkah laku untuk mereka 

dalam hubungannya satu sama lain. Perkumpulan manusia yang mempunyai 

kepentingan bersama dan terbentuk dalam organisasi ini merupakan suatu kesatuan 

yang mempunyai hak-hak sendiri, terpisah dari hak-hak para anggotanya dan 

mempunyai kewajiban sendiri yang terpisah dari kewajiban para anggotanya dan 

dapat melakukan perbuatan hukum sendiri di dalam maupun di luar hukum. Dengan 

demikian perkumpulan yang terbentuk itu mampu menjadi pendukung hak dan 

kewajiban sebagaimana subyek hukum terlepas dari manusia-manusia yang menjadi 

anggota kesatuan itu. Subyek hukum yang baru dan berdiri sendiri inilah yang 

dimaksudkan dengan badan hukum.1

Terhadap badan hukum tersebut terdapat teori-teori mengenai badan hukum 

mencoba untuk menerangkan suatu gejala hukum, yaitu adanya suatu organisasi 

yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana subyek hukum orang. Di satu 

pihak, hanya oranglah yang dapat menyatakan kehendaknya, tetapi di lain pihak

1 Ali Ridho, Badan Hukum Dan Kedudukan Hukum Badan Hukum Perseroan, 
Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : PT Alumni, 1986), hal. 5.
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dibutuhkan suatu kerja sama yang mempunyai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh 

orang.

Dengan demikian dari teori-teori badan hukum tersebut dapat dibagi menjadi 

dua kelompok teori sebagai berikut:

1. Pertama, mereka yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud 

yang nyata, dianggap mempunyai ’’panca indera” sendiri seperti manusia, 

akibatnya badan hukum itu disamakan dengan orang atau manusia.

2. Kedua, mereka yang menganggap badan hukum itu tidak sebagai wujud yang 

nyata. Di belakang badan hukum itu sebenarnya berdiri manusia. Akibatnya, 

kalau badan hukum itu membuat kesalahan maka kesalahan itu, adalah kesalahan 

manusia yang berdiri di belakang badan hukum itu secara bersama-sama.

Perbedaan teori mengenai badan hukum ini mempunyai implikasi yang besar 

terhadap pemisahan pertanggungjawaban antara badan hukum dan orang-orang yang 

berada dibelakang badan hukum tersebut.

Salak satu bentuk badan hukum menurut hukum Indonesia adalah perseroan 

terbatas (selanjutnya disebut PT) yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

mempunyai konsekuensi, yaitu merupakan lembaga yang mandiri pendukung hak 

dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di 

luar pengadilan serta mempunyai harta yang terpisah dari para pengurusnya maupun 

para pendirinya. Para pendiri yang juga pemegang saham tidak dapat dibebani 

tanggung jawab yang melebihi nominal saham yang dimilikinya.

Definisi mengenai PT ini memang tidak dijumpai dalam peraturan lama yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (wetboek vcrn Koophandel voor 

Nederlandsch Indie). Namun demikian dari pasal-pasal 36, 40, 42 dan 45 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dapat disimpulkan bahwa suatu PT mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut:

2 Chidir Ali, Badan Hukum, Cet. I, (Bandung : PT Alumni, 1987), hal. 42.
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a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero 

(pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai 

jaminan bagi semua perikatan perseroan.

b. Adanya pesero (pemegang saham) yang tanggung jawabnya terbatas pada 

jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam 
rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi di dalam 

organisasi perseroan, yang berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi 

dan komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan 

perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum menetapkan hal-hal yang belum 

ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain-lain.

c. Adanya pengurus (direksi) dan pengawas (dewan komisaris) perseroan dan 

tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran 

dasar atau keputusan RUPS.3

Demikian pula setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 

tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan mulai 

berlaku pada tanggal 1 Maret 1996 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1995)4, kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku sejak tanggal 16 

Agustus 2007 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)5, 

ditegaskan pengertian tentang PT sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang- 

Undang No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

’’Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum 
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan peijanjian, 
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam 
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini 
serta peraturan pelaksanaannya.”

3 R. Hadikusuma Sutantyo dan Soemantoro, Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk- 
bentuk Perusahaan Yang berlaku di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), hal. 40.

4 Indonesia (a), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN No. 13 
Tahun 1995, TLNNo. 3587.

5 Indonesia (b), Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 
Tahun 2007, TLN No. 4756.
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Seringkali dengan beijalannya waktu teijadi ketidakcocokan antara kedua belah 

pihak yang telah beijanji untuk membentuk PT tersebut dalam menjalankan kegiatan 

usaha yang selanjutnya salah satu pemegang saham mengajukan permohonan 

penyelesaian masalah tersebut kepada Pengadilan Negeri setempat. Undang-Undang 

Perseroan Terbatas telah memberikan alas yuridis bila teijadi ketidakcocokan antar 

dua pemegang saham perseroan dengan presentase kepemilikan berimbang.

Sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang 

menjelaskan

’’Organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan 
Komisaris.”

Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) merupakan 

organ perseroan yang kedudukannya adalah sebagai organ yang memegang 

kekuasaan tertinggi dalam perseroan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 4 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yaitu :

”Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ 
perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau 
Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini 
dan/atau anggaran dasar”

Dalam hal ini dapat diartikan kekuasaan RUPS adalah tidak mutlak, maksudnya 

kekuasaan tertinggi yang diberikan oleh undang-undang kepada RUPS tidak berarti 

bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan 

undang-undang dan anggaran dasar kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Kekuasan 

tertinggi yang dimiliki oleh RUPS hanya mengenai wewenang yang tidak diserahkan 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan pula 

bahwa Direksi dan Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat

dipengaruhi oleh RUPS.
Dalam RUPS seringkali kita temukan kuorum tidak tercapai karena tidak 

hadirnya sebagian pemegang saham meskipun para pemegang saham telah dipanggil 

untuk menghadiri RUPS secara sah. Ketidakhadiran pemegang saham yang 

bersangkutan dapat disebabkan oleh ketidaksepakatan terhadap agenda RUPS.
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Dalam hal teijadi demikian, Direksi atau Dewan Komisaris dapat melakukan 

pemanggilan RUPS kedua.

Dengan memperhatikan bahwa RUPS adalah organ yang mewakili kepentingan 

para pemegang saham, maka sudah sewajarnya bahwa semua keputusan yang 

berkaitan dengan struktur organisasi Perseroan dan kepentingan para pemegang 

saham, misalnya perubahan anggaran dasar, permohonan agar Perseroan dinyatakan 

pailit, pembubaran Perseroan, penambahan modal Perseroan dan pengeluaran saham 

baru dan penggunaan laba Perseroan adalah wewenang RUPS.

Selanjutnya apabila kuorum RUPS kedua tetap tidak tercapai, menurut Undang- 

Undang No. 40 Tahun 2007, perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan 

negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan atas 

permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Undang-Undang 

mengatur hal ini untuk menghindari kebuntuan pengambilan keputusan yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya kegiatan perseroan.

Dalam kasus yang akan dianalisis dalam tesis ini adalah menyangkut masalah 

kuorum kehadiran untuk memutuskan pergantian Direksi PT I.C.I Paints Indonesia 

(selanjutnya disebut “Perseroan”), dimana dalam kasus tersebut RUPS pertama yang 

diselenggarakan oleh Direksi Perseroan tidak dapat dilaksanakan karena kuorum 

kehadiran sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah 

dikeluarkan Perseroan tidak terpenuhi,6 selanjutnya Direksi Perseroan mengadakan 

panggilan RUPS kedua dengan kuorum 1/3 (satu per tiga) dari seluruh pemegang 

saham hadir dan terwakili sehingga RUPS Kedua dapat mengambil keputusan sah.7 

Namun dalam peijalanannya salah satu pemegang saham yang tidak hadir dalam 

RUPS Kedua tersebut mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena RUPS 

Kedua tersebut tidak memenuhi kuorum dengan alasan bahwa perubahan Direksi

6 Pasal 14 ayat (5) Akta Pendirian PT I.C.I Paints Indonesia tanggal 11 Agustus 1971 No. 21 
yang dibuat dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Anggaran Dasar 
Perseroan).

7 Indonesia (a), Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5).
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Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar sehingga harus tetap dipenuhi 

kuorum 3/4 (tiga per empat) pemegang saham harus hadir dan terwakili.8

Berkenaan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut perihal apakah 

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat 

dibatalkan oleh Hakim? Kemudian Persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus 
dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas? Selanjutnya apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Hal ini menarik untuk diteliti 

karena para pemegang saham yang tidak dapat menemukan titik tengah dalam 

pengambilan keputusan dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagai 

salah satu persyaratan dalam RUPS. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis 

suatu kasus yang melibatkan I.C.I Omicron B. V. sebagai pemegang 55% (lima puluh 

lima persen) saham dalam Perseroan dan PT Dwi Satiya Utama sebagai pemegang 

45% (empat puluh lima persen) saham dalam Perseroan yang mana keduanya selaku 

pemegang saham dalam Perseroan perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS 

kedua yang diadakan oleh Direksi Perseroan dengan agenda pembebasan tugas 

Direktur lama dan pengangkatan Direktur yang baru tertanggal 13 Agustus 2001. 

Setelah sebelumnya diadakan RUPS pertama pada tanggal 24 Juli 2001 yang 

kemudian dibatalkan dengan alasan kuorum tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar PT ICI karena PT Dwi Satrya Utama selaku 

pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) tidak 

hadir. Selanjutnya Direksi PT ICI mengadakan RUPS kedua pada tanggal 13 

Agustus 2001 dengan pengumuman surat undangannya melalui harian Pos Kota dan 

The Jakarta Post tertanggal 16 Juli 2001 dengan agenda RUPS mengenai 

pembahasan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi yang 
lama.

8 O p .c itPasal 18 ayat (1).
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RUPS kedua tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh I.C.I Omicron B.V. selaku 

pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dan telah 

mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur perseroan yang baru dan 

pembebasan tugas Direksi yang lama berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang- 

Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, walaupun dengan PT Dwi 

Satrya Utama tidak hadir dalam RUPS kedua tersebut. PT Dwi Satrya Utama 

menganggap agenda RUPS kedua yaitu penggantian Direksi merupakan materi 

hukum perubahan anggaran dasar sehingga dasar penentuan kuorum dan 

pengambilan keputusan seharusnya adalah ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 

ayat (2) Anggaran dasar Perseroan jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. 

PT Dwi Satrya Utama kemudian mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan keputusan RUPS kedua tanggal 13 

Agustus 2001 tidak sah dan batal demi hukum.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tertanggal

4 Oktober 2001 dengan pertimbangan bahwa RUPS kedua Perseroan bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar dan Pasal 75 

Undang-Undang No.l Tahun 1995 maka Keputusan RUPS kedua Perseroan tanggal 

13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum sehingga dianggap tidak sah dan oleh 

karenanya batal demi hukum.

I.C.I Omicron B.V. yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Penetapan 

Nomor 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel mengajukan gugatan secara perdata pada 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan alasan RUPS kedua dalam proses 

penyelenggaraan dan pelaksanaannya telah memenuhi ketentuan dalam Anggaran 

Dasar Perseroan dan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga 

berhak mengambil keputusan karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 

paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 

yang sah. Gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel yang 

menyatakan Penetapan Nomor 235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 

batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan
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penyelenggaraan RUPS kedua Perseroan berikut penentuan jumlah kuorum dalam 

pengambilan keputusan telah sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar 

Perseroan Pasal 18 jo Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Putusan tersebut 

dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 50/PDT/2003/PT.DKI tertanggal 10 Juli 

2003. Demikianlah uraian singkat mengenai latar belakang masalah dalam penulisan 

tesis ini.

B. POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini dibatasi sesuai dengan judul 

tesis tersebut diatas, hal ini dimaksudkan agar pembahasan tesis ini tidak terlalu 

menyimpang dari materi penulisan. Pokok permasalahan ini berdasarkan pada latar 

belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah persyaratan dan prosedur ^ ] ) j j } u (Ja |am penyelenggaraan

§fl/iatn ¿edua berdasarkan ketentuan yang berlaku 

dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas?

2. Apakah hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut yang 

telah dilaksanakan dapat dibatalkan oleh Pengadilan?

3. Apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam 

memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No. 50/PDT/2003/PT.DKI?

C. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Hukum Normatif, yaitu metode yang khusus mencerminkan 

identitas disiplin hukum sebagai ilmu hukum, dimana pengolahan data adalah 

kegiatan untuk mengadakan sistimatisasi terhadap bahan-bahan hukum tertu lis.9 

Dalam hal ini, penelitian kepustakaan akan lebih diutamakan. Metode penelitian 

normatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti akan melakukan analisis

9 Sri Mamudji, et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum , (Jakarta : Badan Penerbit 
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 68.
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terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis yang mengatur tentang 

perseroan terbatas dan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.

Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat 

eksplanatoris. Tipologi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 

mendalam dalam menjawab permasalahan yang dikemukakan.

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan jenis data sekunder, 

yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Alat pengumpulan data dalam penelitian 

ini adalah studi dokumen. Studi dokumen ini menggunakan sumber primer berupa 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan 

peraturan pelaksanaannya. Tujuan penggunaan sumber primer adalah untuk mencari 

landasan hukum dalam membuat analisis penelitian ini. Peneliti juga menggunakan 

sumber sekunder berupa buku-buku, artikel maupun tulisan-tulisan ilmiah yang 

terkait dengan topik pembahasan penelitian ini. Tujuan penggunaan sumber sekunder 

ini adalah untuk mencari landasan teoritis dan mencari acuan dalam membuat 

analisis serta memperkuat data. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber tersier 

berupa abstrak, bibliografi, kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk 

menunjang sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran secara deskriptif analitis mengenai 

permasalahan yang ada dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan 
dan implikasinya pada perseroan terbatas.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I, berisi tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang

Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, berisi tentang pengertian perseroan terbatas, organ perseroan

terbatas, bagaimana persyaratan dan prosedur suatu perseroan terbatas yang akan 

melakukan rapat umum pemegang saham (RUPS) kedua dan keabsahan hasil 

keputusannya berdasarkan peraturan perundangan tentang perseroan terbatas berikut 

tindak lanjut yang dilakukan oleh direksi perseroan terbatas atas hasil keputusan 

tersebut pada instansi yang berwenang. Selanjutnya dibahas kewenangan pengadilan
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dalam proses pemeriksaan perkara pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut 

berikut pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasarinya.

Studi kasus atas perkara pembatalan hasil keputusan rapat umum pemegang 

saham perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi 

Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKL Bab ini juga memuat analisa penulis terhadap 

kasus, antara lain mengenai keabsahan proses penyelengaraan RUPS PT ICI dan 

mengenai perubahan Direksi PT termasuk perubahan anggaran dasar atau tidak 

menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1995.

Bab III, berisi tentang Kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dari 

hasil uraian atau pembahasan dari seluruh tesis dan saran untuk menyelesaikan 

masalah yang dihadapi.
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BAB n
PEMBATALAN HASIL KEPUTUSAN 

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS 

(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI JAKARTA NOMOR
50/PDT/2003/PT.DKI)

A. TINJAUAN UMUM PERSEROAN TERBATAS

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) adalah entitas bisnis yang penting 

dan terdapat di dunia ini, termasuk Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu 

kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan 

manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan 

ekonomi dan sosial.10 Perseroan Terbatas adalah salah satu badan usaha yang relatif 

dominan dalam kegiatan ekonomi Indonesia dan banyak diminati oleh para pelaku 

usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang ada di Indonesia.11 Dengan 

dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa 
Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) sehingga PT merupakan salah satu pilar perekonomian 

nasional.

10 R.I. Bob Tricker, Makalah disampaikan pada National Workshop ort Good Govemance, 
Seoul, 1998.

11 Norman S Pakpahan, “Perseroan Terbatas Sebagai Instrumen Kegiatan Ekonomi”, Jumal 
Hukum Bisnis, Tahun 1996, hal. 73.
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Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi 

usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha 

atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.

Bentuk-bentuk badan usaha yang dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia 

adalah Perseroan Firma (Fa), Perseroan Komanditer (CV yaitu Commanditaire 

Vennootschap), dan Perseroan Terbatas (PT). Masing-masing badan usaha tersebut 

mempunyai karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, khususnya dalam 

masalah pnnsip tanggung jawabnya. Bentuk-bentuk ini diatur dalam Buku Kesatu 

Bab III Bagian ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut 

KUHD). Selain itu masih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitab Undang- 

Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang disebut Maatschap 

atau persekutuan perdata. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang 

Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau Naamloze Venoolschap, yang 

singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan 

PT.

ivpabv\a ¡olS “perseroan”, pokok katanya adalah sero yang

artinya saham atau andil (aandeel) sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham 

atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau 

yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham.

PT tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih di antara para pemegang 

sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan sa ja 13. Baik 

KUHPerdata maupun KUHD secara formal belum pernah diganti melalui undang- 

undang. Undang-undang tersebut telah berlaku sejak lama berdasarkan Staatsblad 

1847 Nomor 23. Akhirnya untuk menggantikan undang-undang peninggalan 

Belanda setelah melalui proses yang cukup lama, pada tanggal 7 M aret 1995 

diundangkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas yang kemudian diperbaharui lagi dengan Undang-Undang N om or

12 T „ n t* j • „  , n , Perseroan Terbatas, Cet. II, (Bekasi : K esaint Blanc,121.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan perseruun
1995), hal. 1.

13 Lihat Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
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40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan dan mulai berlaku 

sejak tanggal 16 Agustus 2007.14

PT sebagai bentuk perusahaan yang banyak dipilih dibandingkan dengan bentuk 

yang lain dikarenakan oleh dua hal:

1. PT merupakan asosiasi modal, dimana ada kemudahan bagi pemegang saham PT 

untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain;

2. PT merupakan badan hukum yang mandiri berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang- 

Undang Nomor 40 Tahun 2007 :

’’Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas 
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggungjawab atas 
kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.

Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT 

tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan 

para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT.15

Ciri-ciri suatu Perseroan adalah: 16

a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggungj awab secara pribadi atas perikatan 

yang dibuat atas nama perseroan, dan

b. Pemegang saham tidak bertanggungj awab atas kerugian perseroan melebihi nilai 

saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Dengan perkataan lain bahwa suatu perseroan merupakan badan hukum mandiri 

yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :17

a. Sebagai asosiasi modal;

14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bersama-
sama selanjutnya disebut UUPT.

13 Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Winston : “...generally, people prefer to 
choose lim ited lianility company as a corporate body for their new established company since they 
confide that shareholders have not personally hold responsibilities for the company's financial loss, 
except what are stated in their nominal shared. Lihat Kenny Winston, “Piercing The Corporate 
Veil”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15, Tahun 2001, hal. 53.

17 Ibid
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b. Kekayaan dan utang perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang 

pemegang saham;

c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada yang disetorkan;

d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/Direksi;

e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;

f. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau yang biasa 

disingkat dengan RUPS.

Dalam hal-hal tertentu tidak menutup kemungkinan bahwa tanggung jawab 

terbatas pemegang saham tersebut bisa hapus. Yang dimaksud “hal-hal tertentu” 

antara lain apabila terbukti bahwa teijadi pembauran harta kekayaan pribadi 

pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan 

semata-mata sebagai alat yang dipergunakan oleh pemegang saham untuk memenuhi 

tujuan pribadinya. Atau dengan perkataan lain bahwa ketentuan atau ciri perseroan 

tersebut di atas yaitu pertanggungjawaban terbatas pemegang saham, tidak berlaku 
apabila: 18

a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;

b. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, 

dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan 

pribadi;

c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh perseroan; atau
d. Pemegang saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung, 

secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan 
kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.19

18 Ibid.

19 Pertanggungjawaban terbatas menurut Prof. Dr. Rudhi Prasetya, SH„ dalam pengertian, bila 
teijadi hutang atau kerugian-kerugian maka hutang itu akan semata-mata dibayar secukupnya dari 
harta kekayaan yang tersedia PT Sebaliknya mereka yang menanarkan modalnya dalam PT 
(baca : pemegang saham) secara pasti tidak akan memikul kerugian hutang ita lebih dan bagian harta 
kekayaannya yang tertanam dalam PT Jadi makna “te rb a ta J 'm  sekaligus mengandung arti 
keterbatasan baik dari sudut PT maunun dari sudut si penanam modal Oleh karena itu tanggung jawab 
terbatas itu mempunyai arti penting sebagai umpan pendorong; ap r  bersedia itart serta menanamkan 
modal. Dengan pertanggun^awabln terbatas itu, terlebih dahulu sudah dapat diramalkan terlebih
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Hal tersebut dikenal dengan istilah “piercing the corporate veiP’ atau “lifting the 

ve/7”, yang artinya menembus cadar perusahaan.

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Masyarakat, pengusaha khususnya telah mengetahui bahwa PT adalah suatu 

badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban seperti layaknya seorang 

manusia, mempunyai harta kekayaan sendiri yang terpisah secara tegas dengan harta 

kekayaan pribadi para pemiliknya, dapat membuat peijanjian dengan pihak lain dan 

dapat bertindak sebagai pihak dalam suatu proses di depan pengadilan.

Dalam konteks komersial, dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di 

Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan sebagainya, bentuk 

perusahaan PT merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa 

PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Lebih dipilihnya PT sebagai 

bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua 

hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal dan kedua, PT merupakan badan hukum 
yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham 

untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum 

yang mandiri pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas nilai saham 

yang dimiliki dalam PT.
Ilmu hukum mengenal ada dua subyek hukum, yaitu orang dan badan hukum. 

Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black’s Law 
Dictionary dinyatakan bahwa:

“legal entity adalah legal existence, an entity other than a natural person, who 

has sufficient exixtence in legal contemplation that it can function legally, sue or 

to be sued, and make decisions through agents as in the case of corporations

dahulu berapa besar maksimal resiko kerugian yang mungkin diderita. Lihat Rudhi Prasetya, 
Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. I Tahun 1995 
Tentang Perseroan Terbatas, Cet. I, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 13.

20 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, (St. Paul Minn: West 
Publishing Co, 1990).
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Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan 

dengan suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, hak serta kewajiban 

seperti orang-orang pribadi.21

Pengaturan dasar dari badan hukum terdapat dalam pasal 1654 KUHPerdata yang 

menyatakan:

Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang 
preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak 
mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah 
diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acara-acara tertentu.

Yang dimaksud dengan “perkumpulan” disini adalah perkumpulan dalam arti 

luas, termasuk didalamnya persekutuan, koperasi dan perkumpulan saling 

menanggung.22 Perkumpulan ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak 
berbadan hukum.

Perkumpulan yang tidak berbadan hukum ialah :

a. persekutuan perdata;

b. persekutuan firma;

c. persekutuan komanditer.

Adapun perkumpulan yang berbadan hukum antara lain :23

a. koperasi, dan

21 Kamushukum.com yang bersumber dari Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, 
Rochmat Soemitro, (Bandung: Eresco, 1990).

22 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Pengetahuan Dasar 
Hukum Dagang, Jilid 1, Cet. V, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1985).

23 Chidir Ali, Badan Hukum, Cet. I, (Bandung: PT Alumni, 1987), hal. 113.
Perkumpulan jenis ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Staatsblad 1870 No. 64 (berdasarkan 
Keputusan Raja tanggal 28 Maret 1870), yaitu perkumpulan yang akta pendiriannya disahkan oleh 
pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jendral (pada waktu itu Directeur van Justitie - kini Menteri 
Hukum & HAM RI). Perihal anggaran dasar dan syarat-syarat pendiriannya sebenarnya tidak/belum 
ada ketentuan baku yang mengatur mengenai bentuk/format standar anggaran dasar Perkumpulan 
yang berbadan hukum sebagaimana halnya yayasan dan PT. Namun, karena harus melalui proses 
pengesahan dari Menteri, maka tentu saja harus melalui proses yang hampir mirip dengan pendirian 
yayasan. Bisa dikatakan serupa tapi tak sama. Karena dari sisi prosesnya memang hampir sama, juga 
untuk anggaran dasarnya harus mencantumkan ketentuan mengenai:
- Jangka waktu,
- modal yang dipisahkan
- maksud dan tujuan
- organ Perkumpulan yang terdiri dari pendiri, pembina, pengurus dan pengawas
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b. perkumpulan saling menanggung.

Perbedaan keduanya tampak sekali pada prosedur mendirikan badan-badan tersebut. 

Untuk mendirikan suatu badan hukum mutlak diperlukan pengesahan Pemerintah.

Berdasarkan pasal 1654 KUHPerdata tersebut di atas terdapat empat jenis badan 

hukum, yaitu :24
(1) badan hukum yang diadakan (didirikan) oleh kekuasaan umum 

(pemerintah/negara), contohnya propinsi, kotapraja, bank-bank yang didirikan 

oleh negara;

(2) badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum, contohnya perseroan, subak di 

Bali;

(3) badan hukum yang diperkenankan (diperbolehkan) karena diizinkan;

(4) badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud atau tujuan tertentu yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan.

Badan hukum jenis ke-3 dan ke-4 tersebut dinamakan pula badan hukum dengan 

konstruksi keperdataan, contohnya seperti yang diadakan oleh orang-orang untuk 

membentuk partai politik, perseroan terbatas.25

Badan hukum (rechtpersoon) adalah suatu badan (entity) yang keberadaannya 

terjadi karena hukum atau undang-undang.26 Suatu badan hukum (legal entity) lahir 

karena diciptakan oleh undang-undang, karena diperlukan oleh masyarakat dan 

pemerintah. Yang jelas badan hukum dianggap sama dengan manusia, yaitu sebagai 

“manusia buatan/tiruan” atau “artificialperson” yang merupakan “orang tiruan” atau 

orang yang diciptakan oleh hukum. Namun secara hukum dapat berfungsi seperti 

manusia biasa {natural person atau natuurlijke persoon\ dia bisa menggugat

24 Ibid., hal. 56.

25 Ibid. hal. 57.

26 Pumadi Purbacaraka dan Soeijono Soekanto berpendapat berbeda tentang istilah badan 
hukum (rechtpersoon), yaitu pengertiannya sinonim dengan teijemahan pribadi hukum. Istilah ini 
dipergunakan dalam bukunya berjudul Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional (suatu orientasi), 
Edisi I, (Jakarta : CV Rajawali, 1983).
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maupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, 

utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia biasa.27

Meskipun perseroan bukan manusia secara alamiah, badan hukum itu bisa 

bertindak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diperlukan, akan 

tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. 

Dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara 

pengurus-pengurus. Untuk itu ada yang disebut “agenF yaitu orang yang mewakili 

perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Orang tersebut adalah 

Direksi yang terdiri atas natural persons. Berbeda halnya dengan natural persons 

atau orang, yang setiap saat bisa meninggal, badan hukum tidak bisa mati, kecuali 

memang dimatikan atau diakhiri keberadaannya oleh hukum atau undang-undang

Dalam hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai 

suatu subyek hukum mandiri, persona standi in judicio) dapat melakukan perbuatan 

hukum (onrechmatig handelen; tort). Penafsiran ini dilakukan melalui asas kepatutan 

(doelmatigheid) dan keadilan (bilijkhe/d). Oleh karena itu dalam hukum perdata, 

suatu korporasi penofi) dapat dianggap bersalah melakukan perbuatan

meJawan hukum, disamping para anggota direksi sebagai natural persons. Dikatakan 

bahwa karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan 

manusia (direksi, manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen 

(manusia; natural person) menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; legal person) 

dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku 

sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang ‘pelaku 

fungsional’ (functionele dader). Pada perkembangannya korporasi juga dapat 

dimintakan pertanggungjawaban secara hukum.

27 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. VI, (Intermasa, 1979). Sedangkan W irjono Prodjodikoro 
mengemukakan pengertian badan hukum, yaitu badan di samping manusia perseorangan ju g a  
dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kew ajiban-kew ajiban dan 
perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain.
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3. Modal Perseroan Terbatas

Ilmu ekonomi perusahaan modal diartikan sebagai suatu perwujudan persatuan 

benda yang dapat berupa, barang, uang dan hal-hal yang dipergunakan oleh suatu 

badan usaha untuk mendapatkan keuntungan. Pengertian modal di sini berbeda 

dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara 

milik badan usaha itu yang dinilai dengan uang dengan hutang-hutang badan usaha 

yang bersangkutan. Dengan demikian, berarti modal merupakan bagian atau salah 

satu komponen harta kekayaan suatu perusahaan, yang nanti akan diperhitungkan 

bersama-sama dengan hutang yang dimiliki suatu perusahaan.28

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang telah 

dikutip sebelumnya bahwa modal dasar perseroan seluruhnya terbagi dalam saham.

Hal ini merupakan konsekuensi terhadap syarat pendirian perseroan yang harus 

didirikan berdasarkan pada peijanjian, dalam hal ini harus melibatkan paling sedikit 

dua orang. Undang-undang mengharuskan para pihak yang terlibat dalam peijanjian 

pendirian suatu perseroan terbatas mengambil bagian sahamnya pada saat perseroan 

didirikan yang merupakan modal setor perseroan. Modal dasar yang telah disetor 

tersebut merupakan kekayaan pertama dan kekayaan sendiri yang riil milik perseroan 

yang awalnya berasal dari para pendiri yang dibuktikan dengan saham yang telah 

diambilnya. Kekayaan dari perseroan ini di samping merupakan kekayaan realitas 

juga merupakan jaminan hutang bagi para kreditur perseroan.

Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan 
bahwa setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan 

didirikan merupakan wujud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat 

peijanjian pendirian perseroan terbatas.

Kata perseroan menunjuk pada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau 

saham. Sedangkan kata terbatas menunjuk pada tanggung jawab terbatas dari sekutu 

pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.29 Suatu 

perseroan dapat berfungsi dengan baik apabila memiliki sejumlah kekayaan sendiri.

28 Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Ed. I, (Bandung: PT. 
Alumni, 2004), hal. 81.

29 Ibid.
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Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil 

bagian saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilai saham 

yang telah diambilnya itu. Oleh karena itu pada setiap saham dicantumkan jumlah 

uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari jum lah nilai 

saham tersebut merupakan modal dasar.

Soemitro menyebutkan sebagai modal saham atau modal sero (maaschappelijk 

kaapital atau statutaire kaapital) yaitu jumlah modal yang disebut dalam akta 

pendirian, merupakan jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan
30surat-surat saham. Sedangkan Kansil menyebut modal perseroan sebagai modal 

masyarakat karena jumlah modal yang disebut di dalam akta pendiriran PT 

merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana dapat dikeluarkan surat- 

surat saham.31 Menurut Prasetyo bahwa apa yang disebut dengan modal perseroan 

(maaschappelijk kaapital atau gemeenschappelijk kaapital) tiada lain adalah 

keseluruhan nilai nominal dari saham yang ada dalam PT.32

Modal perseroan dibedakan dalam :33

1. Modal Dasar (A uthorized Capital atau Equity)

Modal dasar (authorized capital atau equity) adalah jumlah saham maksimum 

yang dapat dikeluarkan oleh perseroan sehingga modal dasar terdiri atas seluruh 

nominal saham. Modal dasar inilah yang sering dipakai sebagai kriteria agar 

suatu perseroan dapat digolongkan ke dalam kategori tertentu, yaitu apakah 

perseroan tersebut tergolong ke dalam perusahaan kecil, menengah atau besar.

2. Modal Ditempatkan ('Issued Capital)

Modal yang ditempatkan (issued capital) atau dikeluarkan adalah saham yang 

telah diambil dan sebenarnya telah teijual, baik kepada para pendiri maupun

30 Rochmat Soemitro, Penuntun Perseroan Terbatas dengan Undang-Undang Pajak  
Perseroan, (Bandung: Eresco, 1979), hal. 99.

31 C.S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 
1985) hal. 99.

32 Rudhi Prasetyo, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban Terbatas dari Perseroan  
Terbatas, (Surabaya: Airlangga University Pers, 1983), hal. 110.

33 Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Cet. 1, (Bandung : PT 
Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 55-56.
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pemegang saham perseroan. Para pendiri telah menyanggupi untuk mengambil 

bagian saham sebesar atau sejumlah tertentu dari saham perseroan dan karena itu, 

dia mempunyai kewajiban untuk membayar atau melakukan penyetoran kepada 

perseroan.

3. Modal yang Disetor (Paid Up Capital)

Modal yang disetor (paid up capital) adalah saham yang telah dibayar penuh 

kepada perseroan yang menjadi pemyatan atau penyetoran saham riil yang telah 

dilakukan, baik oleh pendiri maupun para pemegang saham perseroan.

Adakalanya dalam berbagai referensi penggunaan istilah capital sering 

dipertajam dengan istilah stock, untuk mempertegas dalam penamaan tersebut di atas 

khusus diperuntukkan bagi perseroan terbatas (dengan saham). Saham dimaksud, 

baik atas nama maupun saham atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang 

mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya, sedangkan saham atas tunjuk 

adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.34

Secara tegas pasal 32 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan bahwa 

modal dasar PT minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Namun undang- 

undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat 

menentukan jumlah minimum modal PT beserta perubahannya ditetapkan dengan 

peraturan pemerintah (PP).

Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ditentukan pentahapan 

pemenuhan modal perseroan terbatas. Pada saat pendirian perseroan terbatas, modal 
yang harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar (yaitu 25% x 50 juta rupiah = Rp. 12.500.000,-) 

sebagaimana diatur dalam pasal 33 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. 

Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal 

yang ditempatkan harus disetor penuh. Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak 

dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur.

34 Rachmadi Usman, op. cit, hal. 82.

35 Indonesia (b), Lihat Penjelasan Pasal 33 ayat (3).
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Permodalan tersebut harus pula sesuai dengan jenis dan besar usahanya. Di 

samping itu, secara praktis ada pengkategorian dari perusahaan yang semata-mata 

melihat kepada permodalannya, misalnya untuk bisa dikatakan perusahaan kecil, 

sehingga dapat menjadi kontraktor untuk proyek pemerintah untuk kategori tertentu, 

juga dapat melihat kepada jumlah modal perseroan.36

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan permodalan PT yang diatur dalam 

KUHD. Dalam KUHD, modal PT walaupun dibagi ke dalam beberapa saham, baik 

atas nama maupun atas tunjuk, tetapi tidak ada ketentuan mengenai jumlah modal 

minimal.37 Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, intinya menyebutkan bahwa 

saham dikeluarkan atas nama pemiliknya dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan 

saham atas tunjuk.38

Mengenai penyetoran modal PT terbagi atas Penyetoran atas Modal Saham dan 

Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham.

a. Penyetoran Atas Modal Saham

Penyetoran atas modal saham dalam bentuk lain sebagaimana tercantum dalam 

pasal 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 :

(1) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau 

dalam bentuk lainnya.
(2) Dalam hal penyetoran modal saham, dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan 
nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak 

terafiliasi dengan perseroan.
(3) Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 

1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah

36Munir Fuady, Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis, (Bandung : PT Citra 
Aditya Bakti, 1999), hal. 17.

37 Rachmadi Usman, op. cit, hal. 83.

38 Indonesia (b). Lihat Pasal 48 jo Penjelasannya.
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akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran 

saham tersebut.

Pada umumnya, penyetoran saham dalam bentuk uang tetapi tidak ditutup 

kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau 

benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian, 

penyetoran saham dapat berbentuk uang tunai atau benda-benda lainnya yang dapat 

dinilai dengan uang. Artinya, bentuk setoran saham PT tidak harus dalam bentuk 

uang, tetapi benda-benda lainnya yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai 

dengan uang.

Penyetoran saham PT yang dilakukan dalam bentuk lain selain uang, penilaian 

harga ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar 

atau oleh ahli yang tidak terafiliasi40 dengan Perseroan.41 Nilai wajar setoran modal 

saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar 

ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik 

setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik.
Khusus untuk penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus 

diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih. Maksudnya agar diketahui oleh 

umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat 

mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran 
saham. Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak 

bergerak harus dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan 
peredaran nasional. Dalam pengumuman tersebut, selain memuat jumlah penyetoran 

saham dalam bentuk benda tidak bergerak, juga memuat rincian yang menerangkan

39 Indonesia (b). Lihat pasal 34.

40 Yang dimaksud dengan “ahli yang tidak terafiliasi” adalah ahli yang tidak mempunyai:
a. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal 

maupun vertikal dengan pegawai, anggota direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham dari 
perseroan;

b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan 
komisaris;

c. Hubungan pengendalian dengan perseroan, baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau
d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.

41 Op. cit.y Lihat pasal 34 ayat (2).
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mengenai identifikasi bentuk benda tidak bergerak yang dijadikan setoran saham. 

Kemudian penyetoran saham dalam bentuk lain tersebut dicatat pula dalam Daftar 

Pemegang Saham.

Ketentuan mengenai inbreng memungkinkan dilakukan suatu quasi inbreng, yaitu 

semacam inbreng dengan mana seorang calon pemegang saham memasukkan benda 

tidak bergeraknya kepada perseroan sebagai setoran memasukkan modal. Dalam hal 

harus melakukan pengumuman dalam surat kabar yang mungkin dapat merugikan 

pihak ketiga karena tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan atas 

penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. 42 Maksud 

diumumkannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam surat 

kabar adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang 

berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut 

sebagai setoran modal saham, misalnya, ternyata diketahui benda tersebut bukan 

milik penyetor.

b. Kompensasi Hak Tagih dengan Setoran Saham

Secara tegas Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 melarang pemegang saham 

mengkompensasikan piutangnya kepada PT dengan kewajiban penyetoran harga 

sahamnya. Pasal 35 menegaskan sebagai berikut:

(1) Pemegang saham dan kreditor lainnya yang mempunyai tagihan terhadap 

perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi 

kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui 

oleh RUPS.

(2) Hak tagih terhadap perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dapat 

dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap 

perseroan yang timbul karena :

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
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b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah 

membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau

c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan 

perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat 

dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah 

diterima perseroan.

(3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dilakukan 

sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum, dan jumlah suara 

untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam undang-undang ini 

dan/atau anggaran dasar.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemegang saham yang juga 

merupakan kreditor PT secara sepihak, tanpa sepakat dari PT menggunakan hak 

kompensasi sehingga menempatkan dirinya dalam kedudukan yang menguntungkan 

berkenaan dengan kewajiban penyetoran harga sahamnya.43

Ketentuan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya PT yang setoran 

modalnya fiktif. Karena itu, dalam tata cara kompensasi bentuk-bentuk tagihan 

tertentu sebagai setoran saham diperlukan pengaturan yang jelas. Bentuk-bentuk 

tagihan tertentu itu antara lain “convertible bonds”, sedangkan bentuk-bentuk tagihan 

lain sesuai dengan perkembangan dunia usaha akan diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah. Ketentuan ini telah memberi landasan dan kepastian hukum 

terhadap bentuk-bentuk tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan sebagai setoran 
saham.

Bentuk tagihan tertentu tersebut dapat dikompensasikan oleh PT tersebut dengan 

kewajiban penyetoran atas harga saham PT yang diambil oleh pihak yang 

mempunyai tagihan kepada PT. Pihak-pihak yang mempunyai tagihan disini adalah 

pihak-pihak tertentu yang mempunyai tagihan kepada perseroan, baik pemegang 

saham perseroan terbatas maupun bukan pemegang saham perseroan terbatas. 

Kompensasi atas bentuk tagihan tertentu dimaksud hanya dapat dilakukan 

berdasarkan kompensasi yang telah dipeijanjikan sebelumnya dengan persetujuan
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RUPS atau kompensasi tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS. 

Keputusan RUPS tersebut sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 88 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Bagi perseroan terbatas yang berbentuk 

perseroan terbuka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Ketentuan sebelumnya perihal tagihan tertentu yang dapat dikompensasikan 
sebagai setoran saham diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999. 

Oleh karena itu dalam ketentuan ini tidak perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan 

pemerintah dan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 

1999 ini telah ditempatkan dalam pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 ini, 

kecuali yang belum diatur masih tetap berlaku, yaitu:

a. Dalam anggaran dasar dapat ditentukan bahwa pengeluaran saham yang 

dilakukan oleh perseroan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu, 

tidak harus ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham perseroan (pasal

5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999) dan

b. Penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat dari kompensasi bentuk 

tagihan tertentu harus diumumkan dalam dua surat kabar harian (pasal 6 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1999).

4. Saham Perseroan

Perihal saham perseroan terbagi atas Pengertian Saham, Kepemilikan Saham, 

Klasifikasi Saham, Daftar Pemegang Saham dan Perlindungan atas Saham Minoritas.

a. Pengertian Saham

Saham merupakan modal perseroan yang memiliki nilai nominal, setiap 

pemegang saham diberi bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. 

Pengaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai 

dengan kebutuhan.

Saham adalah bukti surat tanda bukti ikut sertanya dalam PT. Saham itu 

menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan 

PT dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang
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dimiliki dalam modal PT itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta atau 
surat persero.

Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak. Kalau 

saham itu dikeluarkan, saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau 

pemegang saham. Kalau tidak, daftar persero yang biasanya ada di kantor perseroan 

dapat dipakai sebagai alat pembuktian bagi persero. Kutipan dari daftar persero yang 

ditandatangani oleh Direksi dapat pula dipakai sebagai bukti turut sertanya seseorang 

dalam perseroan. Kalau saham itu dikeluarkan atas nama, nama pembeli ditulis 

dalam surat saham, yang merupakan bukti bagi pemegangnya. Dalam saham yang 

dikeluarkan kepada pembawa ini hanyalah mengesahkan atau melegitimasi 

pemegangnya sebagai pemilik kecuali bila ada yang membuktikan sebaliknya.44

Dengan demikian, setidaknya saham mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

a. Saham sebagai bagian dari modal. Pada dasarnya, saham itu merupakan modal 
sebagai yang sering dibaca dalam akta pendirian perseroan terbatas. Karena itu, 

dapat dikatakan bahwa tiap saham merupakan bagian dari modal yang menjelma 

dalam harga saham;

b. Saham sebagai tanda anggota. Setiap orang yang akan ikut serta sebagai anggota 

dalam keija sama perseroan terbatas diwajibkan untuk memberikan pemasukan 

sejumlah uang sebagai inbreng ke dalam perseroan terbatas. Pemasukan inilah 
yang diperhitungkan dalam bentuk saham. Nominal uang pemasukan itu 

tercantum sama dalam saham. Dengan dimilikinya saham menunjukkan bahwa 
orang tersebut adalah anggota yang disebut persero dari perseroan terbatas dan 

sebagai bukti diberikanlah saham sebagai tanda anggotanya;

c. Saham sebagai alat legitimasi, artinya saham merupakan suatu surat yang 

menunjuk kepada pemegangnya sebagai orang yang berhak.45

Ketentuan Umum mengenai saham sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang- 

Undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

44 H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Hukum Dagang Indonesia, Seri ke-76, (Jakarta : 
Djambatan, 1984), hal. 107.

45 Rachmadi Usman. op. cit., hal 102.
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a. Saham dikeluarkan atas nama pemiliknya.

Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan 

perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

b. Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan 

memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang46 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada huruf b, 

telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham 

tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut 

tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan 

undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.47

b. Kepemilikan Saham

Setiap orang yang menjadi pendiri suatu PT merupakan pemegang saham PT. 

Yang dimaksud dengan para pendiri ini adalah mereka yang hadir dihadapan notaris 

pada saat Akta Pendirian PT para pemegang saham pada saat PT memperoleh status 

sebagai badan hukum, yaitu pada saat Akta Pendirian perseroan terbatas tersebut 

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian berarti, 

pada saat yang bersamaan juga, yaitu pada saat PT memperoleh status badan hukum, 

saham perseroan sebagai bukti pemilikan pemegang saham dalam PT memperoleh 

kedudukannya dalam hukum.48
Secara umum, mereka yang dianggap mampu untuk hadir dan bertindak sebagai 

pendiri adalah mereka yang sudah diperlakukan sebagai pihak yang cakap untuk

46 Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan 
undang-undang berwenang mengawasi perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang 
tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi perseroan di bidang perbankan, Menteri 
Energi dan Sumber Daya Mineral mengawasi perseroan di bidang energi dan pertambangan.

47 Indonesia (b), Lihat Pasal 48. Yang dimaksud dengan “tidak dapat menjalankan hak selaku 
pemegang saham”, misalnya hak untuk dicatat dalam daftar pemegang saham, hak untuk menghadiri 
dan mengeluarkan suara dalam RUPS, atau hak untuk menerima dividen yang dibagikan.

48 Gunawan Widjaja, Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham, Cet. 1, (Jakarta : 
Forum Sahabat, 2008), hal. 39.
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bertindak dalam membuat peijanjian. Ini adalah konsekuensi logis dari PT yang 

didirikan berdasarkan peijanjian.49 Dengan demikian setiap orang yang cakap untuk 

membuat peijanjian, yaitu semua orang dewasa, kecuali yang berada di bawah 

pengampuan atau karena undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk melakukan 

tindakan hukum dapat menjadi pendiri dan pemegang saham PT.50 Demikian juga 

kiranya semua badan hukum yang telah dinyatakan sah sebagai badan hukum oleh 

Negara Republik Indonesia, dan atau oleh negara lainnya, dengan memperhatikan 

ketentuan hukum khusus yang berlaku.

c. Klasifikasi Saham

Dalam perseroan terbatas dimungkinkan adanya berbagai klasifikasi saham, salah 

satu diantaranya harus ditetapkan sebagai klasifikasi saham biasa. Hal ini dinyatakan 

dalam pasal 53 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa ctdalam hal 

terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu 

diantaranya sebagai “saham biasa”. Yang dimaksud dengan “klasifikasi saham” 
adalah pengelompokan saham berdasarkan karakteristik yang sama. Sedangkan 

maksud dari “saham biasa” adalah saham yang mempunyai hak suara untuk 

mengambil keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, mempunyai hak untuk 

menerima deviden yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi. Hak 

suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang
51saham klasifikasi lain. Saham biasa ini sering juga disebut sebagai common stock.

49 Indonesia (b). Lihat Pasal 1.

50 Yang dinamakan kedewasaan adalah anak-anak yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan 
orang tua (Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau walinya (Pasal 
50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Anak-anak dianggap tidak lagi berada di 
bawah kekuasaan orang tua atau walinya adalah pada saat anak-anak telah mencapai usia 18 (delapan 
belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tapi sudah menikah. Ini berarti anak- 
anak yang belum menikah dan belaum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak boleh mendirikan 
perseroan atau menjadi pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas.

51 “Common stock, also referred to as common or ordinary shares, are, as the name implies, 
the most usual and commonly heldform of stock in a corporation. Common stock typically has voting 
rights in corporate decision matters, though perhaps different rights from preferred stock. In order o f 
priority in a  liquidation o f a corporation, the owners of common stock are near the last. Dividends
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Pengaturan ini menurut Pemerintah didasarkan pada pertimbangan bahwa saham 

biasa mengandung tiga hak, yaitu income atau dividen, kontrol dan asset kalau teijadi 

likuidasi bila masih ada harta lebih diberikan kepada pemegang saham. Kemudian 

ada saham yang mempunyai kelebihan di kontrol atau di voting, yaitu yang 

mempunyai hak bicara khusus lebih dari yang lain, misalnya saham prioritas yang 

biasanya diberikan kepada pendiri PT. Dialah yang berhak mengusulkan pada waktu 

RUPS, sedangkan pemegang saham yang lain hanya menyetujui saja. Saham 

preferent biasanya tujuannya di income atau asset, sedangkan pada kontrol tidak 

terlalu berperan, mendapat lebih dahulu juga. Sebetulnya klasifikasi atau 

penggolongan saham itu bergantung kepada peran masing-masing orang.52 Karena 

itu haknya juga tidak sama. Masing-masing orang mempunyai kepentingan dan itu 

disetujui oleh para pendiri atau pemegang saham. Oleh karena itu, dalam anggaran 

dasar suatu perusahaan pemilikan klasifikasi saham diserahkan kepada pemegang 
saham sendiri.

Kita mengenal beberapa klasifikasi saham dalam Perseroan sebagaimana 
dimaksud di atas, antara lain:

a. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;

b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota 

dewan komisaris;

c. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan 

klasifikasi saham lain;
d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen 

lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara 

kumulatif atau non kumulatif; dan

e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu 

dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan 

dalam likuidasi (Pasal 53 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007).

paid to the stockholders must be paid to preferred shares before being pa id  to common stock  
shareholders” (wikipedia.org)
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Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi 

tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat 

merupakan gabungan dari dua klasifikasi atau lebih.

Adanya klasifikasi tersebut menurut Fred Tumbuan, menimbulkan pengaturan 

oligarkis, seperti pada pembagian saham prioritas dan saham biasa.53 Yang diartikan 

dengan saham prioritas adalah saham yang lazimnya memberi kepada pemegangnya 

kekuasaan tertentu berkenaan dengan hal ikhwal perseroan. Biasanya, saham ini 

diberikan kepada para pendiri atau dewan komisaris. Misalnya, pemberian veto 

kepada perubahan anggaran dasar, pemberian rekomendasi sehubungan dengan 

pengangkatan atau pemberhentian direksi.

Saham preferen merupakan saham yang memberikan hak terlebih dahulu bagi 

pemiliknya untuk menerima pembagian laba perseroan dan hak untuk mendapatkan 

sisa harta perseroan dalam hal likuidasi. Meskipun begitu dalam hal voting, terhadap 

saham ini biasanya tidak diberikan kekhususan apa-apa. Jadi, dalam hal tersebut, 

diperlakukan sama dengan saham biasa.54 Keistimewaan dari kepemilikan saham ini 

tidak boleh menjadikan pemiliknya menentukan bahwa direksi atau anggota dewan 

komisaris hanya bisa diberhentikan atas pemilik saham prioritas tersebut. Pemberian 

hak veto kepada pemilik saham tertentu untuk melakukan tindakan tersebut, tentu 

bertentangan dengan hak pemegang saham lainnya dalam RUPS karena ketentuan 

dalam RUPS, dapat memberikan direksi atau anggota dewan komisaris sewaktu- 

waktu atas keputusan RUPS sesuai ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan.

53 Jamin Ginting, op. tit, hal. 76.

54 “A preferred stock, also known as a preferred share or simply a preferred, is a type o f stock 
It typically gives the owner the right to collect a fixed dividendfrom the firm when funds are avalaible 
fo r  distribution, with higher priority than regular stock owners, hence the "preferred” name. 
However, it generally does not give the owners any voting power in the decisions of the firm. In that 
sense it has a  lower ranking them regular stock, nad hence is more similar to debt. Also, the dividend 
ow ed to preferred shareholders is generally fixed and therefore they do not benefit from large 
dividend payouts, as a  regular stockholders do. " (wikipedia.org)
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d. Daftar Pemegang Saham

UUPT juga mewajibkan PT mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang 

Saham. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya transaksi yang mempunyai 

benturan kepentingan yang mungkin teijadi dari setiap transaksi perseroan agar 

pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak dikenakan 

tanggung jawab pribadi sehingga penting bagi pemegang saham, Direksi dan Dewan 

Komisaris perseroan untuk secara terbuka (disclosure) menyampaikan kepada 

perseroan mengenai kepemilikan saham mereka pada perusahaan-perusahaan lain, 

termasuk juga keluarganya.55 Untuk keperluan itu, maka dibuat, diselenggarakan dan 

dipelihara dan disimpanlah Daftar Pemegang Saham oleh Direksi Perseroan, yaitu 

dokumen yang berisi sekurang-kurangnya keterangan tentang:
a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan 

klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

Yang dimaksud dengan “jumlah yang disetor” adalah paling sedikit sama dengan 
jumlah nilai nominal saham.

d. Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai 

gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal 

perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; dan

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 34 ayat (2).

Selain daftar pemegang saham dimaksud pada point tersebut di atas, Direksi 

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat 

keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta 

keluarganya dalam perseroan dan/atau perseroan lain serta tanggal saham itu 

diperoleh. Yang dimaksud dengan “daftar khusus” adalah salah satu sumber 

informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris Perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain
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sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil 

mungkin ketika Direksi maupun Dewan Komisaris menjalankan kewajiban dan 

tugasnya. Yang dimaksud dengan “keluarganya” adalah istri atau suami dan anak- 

anaknya.

Hal-hal yang dimuat dalam Daftar Khusus tersebut adalah :56

a. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta keluarganya 

(bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan;

b. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota direksi beserta keluarganya 

(bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT lain;

c. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta 

keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT yang bersangkutan;

d. Keterangan mengenai kepemilikan saham anggota dewan komisaris beserta 

keluarganya (bisa isteri/suami atau anak-anaknya) pada PT lain;

e. Jika PT mengeluarkan saham atas tunjuk yang dimiliki direksi, dewan komisaris, 

atau keluarganya, harus pula disebutkan tanggal, jumlah, dan nomor saham atas 

tunjuk yang dikeluarkan tersebut;

f  Harus pula dicatat setiap perubahan kepemilikan saham anggota direksi, dewan 

komisaris, atau keluarganya pada PT yang bersangkutan atau perseroan terbatas 

lain.

Daftar pemegang saham dan daftar khusus tersebut disediakan di tempat kedudukan 

perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham, demikian juga halnya 
seluruh anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan.

Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur 

lain, ketentuan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga bagi perseroan terbuka. 

Yang dimaksud dengan “tidak mengatur lain” adalah bukan berarti tidak diadakan 

kewajiban untuk menyusun daftar pemegang saham dan daftar khusus bagi perseroan 

terbuka, tapi peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dapat
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menentukan kriteria data yang harus dimasukkan dalam daftar pemegang saham dan 

daftar khusus.57

5. Perlindungan Atas Saham Minoritas

Dalam suatu perseroan apabila terdapat perbedaan pemilikan saham perseroan 

dengan selisih jumlah yang begitu besar, maka akan dijumpai adanya pemegang 

saham mayoritas di pihak yang satu dan di pihak yang lain adalah pemegang saham 

minoritas, juga dengan perbedaan jumlah hak suara yang mencolok.

Perlindungan hukum yang memadai kepada pemegang saham minoritas dalam 

PT dapat ditemukan dalam pasal-pasal UUPT. Perlindungan hukum tersebut 

diberikan oleh UUPT dalam rangka untuk melindungi kepentingan pribadi pemegang 

saham dan sekaligus melindungi pemegang saham dari perbuatan yang merugikan 

PT yang dilakukan oleh organ PT.

Pengalaman dimasa lampau menunjukkan bahwa prinsip mayoritas 

menyebabkan pemegang saham minoritas berada pada posisi yang tidak berdaya dan 

kurang menguntungkan dalam menegakkan kepentingannya. Kedudukan hukum para 

pem.e%axvg, saham minoritas yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menghadapi 

tindakan direksi dan dewan komisaris yang merugikan perseroan, justru disebabkan 

oleh kedudukan pemegang saham mayoritas yang identik dengan kedua organ 

perseroan tersebut, baik secara fisik maupun kepentingan.58

Hal lain yang juga menghambat pemegang saham minoritas untuk mewakili 

kepentingan perseroan adalah prinsip “persona standi in judicio*’ atau capacity 

standing in court or in judgement, yaitu hak untuk mewakili perseroan, baik di dalam 

maupun di luar pengadilan dilakukan oleh organ perseroan. Jadi tampak suatu 

diskriminasi yang jelas antara yang “kuat” dan yang “lemah”, walaupun masing- 

masing mempunyai hak dan kewajiban namun tanpa adanya suatu instrumen bagi 

pihak yang lemah untuk mempertahankan haknya apalagi hendak menuntut 

pelaksanaan haknya sebagaimana mestinya menurut hukum.

57 Indonesia (b). Lihat Pasal 50.

581.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Cet. 7, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2007), hal. 202.
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Dalam KUHPerdata pasal 511 ayat (4) pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No. 40 

Tahun 2007, juga dinyatakan bahwa saham merupakan benda bergerak dan 

memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 59 kepada 

pemegangnya.dinyatakan bahwa surat saham dipandang sebagai barang bergerak. 

Pemegang saham yang memiliki saham mempunyai hak kebendaan terhadap saham 
tersebut. Sebagai subyek hukum, pemegang saham mempunyai hak dan kewajiban 

yang timbul atas saham tersebut. Selaku pemegang hak, pemegang saham berhak 

mempertahankan haknya terhadap setiap orang.

Hak dan kewajiban pemegang saham baik terhadap perseroan maupun terhadap 

pemegang saham lainnya berada dalam hubungan perikatan, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan. Dijelaskan bahwa 

kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada 

pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.

a. Hak Perseorangan

Pemegang saham selaku subyek hukum mempunyai hak perseorangan {personal 

right) yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Hak 

perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh pemegang saham (minoritas) untuk 

menuntut perseroan apabila pemegang saham tersebut dirugikan akibat tindak atau 

perbuatan perseroan. Dalam hal ini pemegang saham minoritas dapat bertindak atas 

namanya sendiri untuk membela kepetingannya apabila tindakan perseroan 
merugikan pemegang saham tersebut. Hak ini lahir dari perikatan.60 Demikian juga 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa setiap pemegang saham 

berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan melalui Pengadilan Negeri yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.61

59 Indonesia (b). Pasal 52 ayat (1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividend dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang ini.

60 Chatamarraasjid. Menyingkap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) : Kapita 
Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 15.

61 Indonesia (b). Lihat Pasal 61.
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Gugatan terhadap perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan 

karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan 

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan 

yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar perseroan 

menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk 

mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa di 

kemudian hari.

Di sini jelas tampak bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 

dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Namun 

demikian yang lebih memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan tersebut 

adalah pemegang saham minoritas, karena pemegang saham minoritas bisa menolak 

suatu tindakan yang hendak dilakukan oleh perseroan meskipun hal tersebut telah 
diputuskan oleh RUPS.

Bila menurut ketentuan sebelum berlakunya UUPT, pemegang saham minoritas 

tidak mempunyai pilihan lain kecuali harus menerima dan patuh. Namun menurut 

ketentuan UUPT pemegang saham minoritas bahkan dapat melakukan gugatan 

terhadap perseroan melalui pengadilan. Sehingga dalam hal ini pemegang saham 

mayoritas ataupun RUPS yang merupakan kepanjangan tangan dari mereka, tidak 

lagi leluasa melakukan keputusan dengan orientasi sepihak.

b. Hak mewakili Perseroan

Lebih lanjut undang-undang memberikan hak suara khusus kepada pemegang 
saham minoritas untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau bertindak selaku 
wakil perseroan dalam memperjuangkan kepentingan perseroan terhadap tindakan 

perseroan yang merugikan. Pada umumnya, pemegang saham minoritas akan 

memperoleh kendala untuk mewakili kepentingan PT, pertama oleh prinsip 

mayoritas dan kedua oleh konsep locus standi atau hak untuk mewakili PT di muka 

pengadilan. Pemegang saham minoritas tidak dapat mengontrol PT. RUPS dalam 

mengendalikan PT bertolak dari prinsip mayoritas, sedang Direksi yang berhak 
mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan dipilih oleh RUPS, yang 

dikuasai oleh pemegang saham mayoritas. Untuk mengatasi kendala ini,
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diciptakanlah apa yang disebut dengan hak derivatif, yaitu hak yang diberikan atau 

dimiliki oleh pemegang saham minoritas agar dapat melakukan tindakan tertentu 

dalam menjaga atau mewakili perseroan terhadap tindakan organ lainnya dalam PT 

bila kepentingan PT dirugikan.62

Dengan demikian, hak derivatif (derivative rights) ini merupakan hak secara 

eksklusif hanya diberikan kepada pemegang saham minoritas untuk menggugat PT 

dengan melakukan tindakan tertentu yang kesemuanya itu dalam rangka menjaga 

atau mewakili kepentingan perseroan. Hak derivatif ini diberikan kepada pemegang 

saham yang mewakili minimal 1/10 (sepersepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara yang sah.

Adapun tindakan tertentu dimaksud meliputi:
1. hak untuk meminta penyelenggaran RUPS (Pasal 79 ayat (2) dan pasal 80 

UUPT);

2. hak untuk menggugat Direksi atau Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau 

kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan (Pasal 97 ayat (6) jo Pasal 

114 ayat (6));

3. hak untuk meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan (Pasal 138 ayat 

(3);
4. hak untuk meminta dilakukan pembubaran perseroan kepada Pengadilan Negeri 

yang berwenang (Pasal 146 ayat (1) huruf c).

B. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas sebagai subyek hukum adalah artiflcial person, sesuatu yang 

fiksi, yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam 

berusaha dan bertransaksi. Perseroan terbatas tidak mungkin memiliki kehendak, dan 

karenanya tidak dapat melakukan tindakannya sendiri untuk membantu perseroan 

terbatas dalam melaksanakan tugasnya dibentuklah organ-organ, yang secara teoritis 

ini disebut dengan organ theory. Untuk itu maka dikenal adanya tiga organ perseroan 

terbatas, yaitu :
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1. Direksi {Board o f Directors)\

2. Dewan Komisaris {Board o f Commissioners); dan

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang terdiri d a ri:

a. RUPS Tahunan (RUPST/RUT); dan

b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB/RULB).

Organ Perseroan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang N. 40 Tahun 2007 

adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan 

Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran
¿n , _

dasar. Perumusan kalimat tersebut sebenarnya kekuasaan RUPS tidak m utlak 

Artinya kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 kepada 

RUPS tidak berarti bahwa RUPS dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang 

yang telah diberikan undang-undang dan a^garan dasar kepada Direksi dan Dewan 

Kom\sasi\&. atau Dewan Komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat

dipengaruhi oleh RUPS. Ketiga organ tersebut dalam Perseroan tidak ada yang 

paling tinggi, masing-masing melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai yang 

diperintahkan oleh undang-undang, dalam hal ini Undang-undang No. 40 Tahun 
2007.64

Tugas dan kewajiban dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara 

mandiri (otonom) di dalam UUPT. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal 

semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan PT. Instruksi dari organ lain, 

dapat saja tidak dipenuhi oleh Direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab 

pengangkatan Direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki 

Direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari 

RUPS kepada Direksi, melainkan wewenang yang ada pada Direksi bersumber dari 

undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri

63 Indonesia (b). Lihat Pasal 75 ayat (1).

64 Gunawan Widjaja, op. cit., hal. 80.
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tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan Direksi sebab tindakan 

Direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Masing- 

masing organ PT harus berada dalam koridor kekuasaan dan kewenangan masing- 

masing organ PT itu, tidak dapat dilakukan dilakukan oleh organ PT lainnya.

Dari ketiga organ tersebut, Direksi merupakan satu-satunya organ dalam 

perseroan yang melaksanakan fungsi pengurusan perseroan di bawah pengawasan 

Dewan Komisaris. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan 

untuk kepentingan, dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam 

maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada Direksi, dimana perlu.

a. Hak dan Wewenang RUPS

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mewakili 
kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut. RUPS adalah organ 

perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan 

Dewan Komisaris. 65 RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara 

keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil 

pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang 

Perseroan Terbatas dan atau Anggaran Dasar. Dalam hal keputusan tersebut 

kemudian disetujui oleh/diberitahukan kepada menteri Hukum dan HAM, 

didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita Negara, maka 
putusan tersebut diketahui pihak ketiga/masyarakat luas, berlaku asas publisitas.

Jadi RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih 

pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham PT. Pemegang saham adalah 

subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan 

oleh Perseroan. Pemegang saham bukanlah organ Perseroan dan karenanya setiap 

tindakan pemegang saham, yang dilakukan secara individual tidaklah mengikat para 

pemegang saham lainnya.
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Dalam setiap forum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dalam hal yang demikian, maka pemegang saham berhak 

memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau 

Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan Perseroan.66 Hal tersebut secara tidak langsung 

membawa konsekuensi hukum bahwa RUPS tidak berhak untuk membicarakan 

apalagi mengambil putusan dalam mata cara lain-lain, kecuali semua pemgang 

saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata 

acara rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang 

ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Wewenang RUPS yang ditetapkan dalam UUPT terwujud dalam bentuk jum lah 

suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan 

untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui, menolak atau 

abstain:

a. rencana perubahan anggaran dasar;

b. rencana penjualan asset dan pemberian jaminan hutang;

c. pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Komisaris;

d. laporan keuangan yang disampaikan oleh Direksi;

e. pertanggungjawaban Direksi;

f. rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;

g. rencana pembubaran perseroan 67

b. Macam-macam RUPS

Terdapat dua jenis RUPS yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu Rapat Umum 

Tahunan dan Rapat Umum Luar Biasa.

1) Rapat Umum Tahunan Perseroan

66 Inilah yang dinamakan dengan wewenang eksklusif (exclusive authorities) RUPS. Lihat 
Rachmadi Usman, op. cit., hal. 129.

61 Ibid., hal. 131.
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Rapat Umum Tahunan adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang 

dilaksanakan setiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya 

setiap tahun buku. Jadi Rapat Umum Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun 

dan sebaliknya RUPS lainnya diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan atau 

keperluan PT yang bersangkutan. Adapun tujuan pelaksanaan atau tujuan 

penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan 

PT, yang isinya adalah :68

a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku 

yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan 

laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan 

perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c. laporan pelaksanaan tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan 

usaha Perseroan;

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan 

Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang 
baru lampau.

Laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. 
Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang 

wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya proses penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan mengikuti 

proses penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

a. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 

(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak 

memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS
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dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. 

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara 

rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS 

tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai 

dengan tanggal RUPS diadakan.
b. RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu 

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, 

kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang 

lebih besar,

c. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua;

d. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak 

mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 

anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

e. Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerahnya meliputi tempat kedudukan 

Perseroan atas permohonan Perseroan agar dapat ditetapkan kuorum untuk 
RUPS ketiga;

f. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum; dan

g. RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh 

Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum 

RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS 

kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) 

hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang 

mendahuluinya dilangsungkan.
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2) Rapat Umum Luar Biasa Perseroan

R UPS Luar Biasa (RULB) adalah RUPS disamping Rapat Umum Tahunan, yang 

dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. 

RULB harus mencantumkan agenda yang jelas.
Proses penyelenggaraan RULB sama dengan proses penyelenggaraan RUPS 

pada umumnya :69

a. Untuk RULB yang diselenggarakan guna melakukan perubahan Anggaran Dasar

Perseroan :

(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam 

rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham 

dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah 

jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau 

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran kedua tersebut tidak tercapai, dapat 

diselenggarakan RUPS kedua.

(3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat 

paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika 

disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang 

dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau 
ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum 

untuk RUPS ketiga.

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan
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Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. 

RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS 

yang mendahuluinya dilangsungkan.

b. Untuk RULB yang diselenggarakan dengan tujuan untuk melakukan :

(1) pemberian jaminan perusahaan;

(2) penjaminan kebendaan/pemberian agunan, atau penjualan/pengalihan 

seluruh atau lebih dari 1/2 (setengah) dari harta kekayaan bersih PT;

(3) penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;

(4) permohonan kepailitan dan pembubaran PT;
maka:

(1) RUPS untuk menyetujui hal-hal tersebut di atas, hanya dapat dilangsungkan 
jika dalam rapat hadir paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan 

keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan 

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS yang lebih besar.
(2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan RUPS 

kedua.
(3) RUPS kedua hanya sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat 

paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika 

disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara 

yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran 

dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang 

lebih besar.
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(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum 

untuk RUPS ketiga.

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.

c. Untuk RULB lainnya, diluar dari point a dan b tersebut di atas:

(1) RULB lainnya dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu 

perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili, kecuali UUPT ini dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah 

kuorum yang lebih besar.

(2) Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua.

(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama 

telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan 

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu 

pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau 

diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih 
besar.

(4) Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum 
untuk RUPS ketiga.

(5) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan 

dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan 

Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS 

bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

(6) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS 

kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang 

mendahuluinya dilangsungkan.

3) Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan 

melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran 

dasar. RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa dimana 

saham i^rseroan dicatatkan. Tempat RUPS harus terletak di wilayah Negara 

Republik Indonesia. Apabila dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang 

saham dan semua pemegang saham tersebut menyetujui diadakannya RUPS dengan 

agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di mana pun dengan ketentuan masih dalam 

wilayah Negara Republik Indonesia. Mengenai hal ini, yaitu RUPS dengan agenda 

tertentu harus disetujui dengan suara bulat.70

a) Pemanggilan RUPS

Pelaksanaan RUPS harus didahului dengan pemanggilan RUPS. 71 Direksi 

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan melakukan 

pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum 

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 

tanggal RUPS. 72 Dalam hal tertentu, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh 

Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan 

Negeri.

Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan :73

a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali 

anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

70 Indonesia (b). Lihat Pasal 76.

71 Ibid.

72 Indonesia (b). Lihat Pasal 82 ayat (1).

73 Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (2).
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b. Dewan Komisaris.

Yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal 

permintaan datang dari pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya 

disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Jika diminta, Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 

paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaaan 

penyelenggaraan RUPS diterima.74 Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan 

RUPS, maka :75

a. dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS dilakukan oleh pemegang saham, 

maka harus diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau

b. dalam hal permintaan dilakukan oleh Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris 

melakukan pemanggilan sendiri RUPS.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan 

penyelenggaraan RUPS diterima.76

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS 

dalam jangka waktu tersebut di atas, pemegang saham yang meminta 

penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan 

Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk 
menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS 

tersebut. Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, 

Direksi dan/atau Dewan Komisaris menetapkan pemberian izin untuk 

menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa 

persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk

74 Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (5).

75 Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (6).

76 Ibid., Lihat Pasal 79 ayat (7).
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diselenggarakannya RUPS.77 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri memuat juga 
ketentuan mengenai :78

a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai permohonan pemegang saham, jangka 

waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang 

persyaratan pengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai 
dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas atau 

anggaran dasar perseroan; dan/atau

b. perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadir dalam 

RUPS.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut bersifat final 

dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat 

membuktikan secara sumir, bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon 

mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Dalam hal 

penetapan Ketua Pengadilan Negeri menolak pemohon, upaya hukum yang dapat 

diajukan hanya kasasi.79

Perseroan wajib memberikan salinan kepada pemegang saham secara cuma- 

cuma jika diminta dalam hal pemanggilan tidak dilakukan dalam jangka waktu yang 

ditentukan dan panggilan tidak dilakukan melalui surat tercatat atau melalui iklan 

surat kabar, maka keputusan yang diambil RUPS tetap sah jika semua pemegang 

saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut 

disetujui dengan suara bulat.

RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPS dapat 

membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan permintaan oleh pemegang 

saham dan atau Dewan Komisaris dan mata acara lainnya yang dipandang perlu oleh 

Direksi sesuai dengan panggilan RUPS. Sedangkan RUPS yang diselenggarakan

77 Indonesia (b). Lihat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007

78 Ibid., Lihat Pasal 80 ayat (3).

79 Ibid., Lihat Pasal 80 ayat (4).
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oleh Dewan Komisaris membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan 

dimintanya RUPS. Selanjutnya RUPS yang diselenggarakan berdasarkan Penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana 

ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua 

pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS 

dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan bahwa tempat atau lokasi 

penyelenggaraannya harus masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 

RUPS ini dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara 

bulat.

b) RUPS dengan Media Elektronik

Penyelenggaran RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video 
konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta 

RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam 

rapat. Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dalam hal RUPS

melalui media elektronik ini adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-
80undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta 

RUPS melalui sarana media elektronik tersebut. Setiap penyelenggaraan RUPS 

tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua 

peserta RUPS. Ditandatangani adalah, baik secara fisik maupun secara elektronik.81 

Perkembangan teknologi dewasa ini sangat memungkinkan untuk melakukan 

penandatanganan dengan elektronik sehingga setiap peserta RUPS dengan jasa 

elektronik dapat melakukan penandatanganan hasil RUPS dengan menggunakan 

teknologi elektronik tersebut.

80 IbicL, Lihat Pasal 77 ayat (1).

81 Ib id , Pasal 77.
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4) Hak Suara Dalam RUPS

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap saham dengan nilai 

nominal terkecil yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar 
menentukan lain.82 Hak suara tersebut tidak berlaku untuk :83

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung 

atau tidak langsung; atau

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara 

langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan.

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak 

menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang 

dimilikinya, kecuali bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam 

pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk 

seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan 

kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang 

dimilikinya dengan suara yang berbeda. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, 

anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang 

bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam hal pemegang saham hadir 

sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat 
tersebut. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS 

dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan anggaran 

dasar Perseroan.

5) Kuorum untuk RUPS

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian 

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-

82 Ibid., Lihat Pasal 84 ayat (1).

83 Ibid., Lihat Pasal 84 ayat (2).
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undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.84 

Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum 

yang ditentukan oleh Undang-undang PT.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diadakan 

pemanggilan RUPS kedua. Dalam hal kuorum RUPS pertama tidak tercapai, rapat 

harus tetap dibuka dan dan kemudian ditutup dengan membuat notulen rapat yang 

menerangkan bahwa RUPS pertama tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak 

tercapai dan selanjutnya dapat diadakan pemanggilan RUPS yang kedua. Dalam 

pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah 
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sebagaimana sah dan 

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) 

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali 

anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.85

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 

perseroan atas permohonan perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. 

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, RUPS harus tetap dibuka dan 

kemudian ditutup dengan membuat notulen RUPS yang menerangkan bahwa RUPS 

kedua tidak dapat dilanjutkan karena kuorum tidak tercapai dan selanjutnya dapat 
diajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan kuorum 

RUPS ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah 

dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan 

dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan 

Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ini bersifat final dan mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, 

penetapan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili ketua. Yang dimaksud dengan

84 Ibid  Lihat Pasal 86 ayat (1).

83 Ibid. Lihat Pasal 86 ayat (4).
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“bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap” adalah bahwa atas penetapan 

tersebut tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling 

lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua 

dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya 

dilangsungkan.86

6) Keputusan RUPS

a) Pengambilan Putusan

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 

keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak 

tercapai, keputusan adalah sah apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian 

dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar 

menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara yang setuju 

yang lebih besar.87 Yang dimaksud dengan “musyawarah untuk mufakat” dalam 

mengambil keputusan dalam RUPS adalah hasil kesepakatan yang disetujui oleh 

pemegang saham yang hadir atau diwakili dalam RUPS.88

Yang dimaksud dengan “disetujui lebih dari 1/2 (seperdua) bagian” adalah 
bahwa usul dalam mata acara rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah 

suara yang dikeluarkan. Jika terdapat 3 (tiga) usul atau calon dan tidak ada yang 

memperoleh suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian, pemungutan suara atas 2 (dua) 

usul atau calon yang mendapatkan suara terbanyak harus diulang sehingga salah satu
89usul atau calon mendapatkan suara lebih dari 1/2 (seperdua) bagian.

86 IbicL, Lihat Pasal 86 ayat (9).

87 Ibid., Lihat Pasal 87.

88 Ibid., Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (1).

89 Ibid. Lihat Penjelasan Pasal 87 ayat (2).
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b) RUPS untuk Perubahan Anggaran Dasar

Sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung pada tiga hal, yaitu 

pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran pemegang saham dan 

kuorum pengambilan keputusan.90 RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat 

dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan 

adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara 

yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau 

ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dalam hal 

kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud tidak tercapai, dapat diselenggarakan 

RUPS kedua.91

RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling 

sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir 
atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 

(dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar 

menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan 

RUPS yang lebih besar.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 secara mutatis mutandis berlaku bagi RUPS 
untuk mengubah anggaran dasar ini. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas, yaitu 
mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan 

keputusan RUPS berlaku juga bagi perseroan terbuka sepanjang tidak diatur lain 

dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.92

90 Rachmadi Usman, o p .c ithal. 146.

91 Ib id , Lihat Pasal 88 ayat (1) dan (2).

92 Ibid., Lihat Pasal 88.
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2. Direksi
a. Kedudukan Hukum Direksi

Direksi merupakan salah satu organ PT yang tugas dan fungsinya melakukan 

kepengurusan PT serta mewakili badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum 

dalam rangka hubungan hukum tertentu. Badan hukum PT mewakilkan 
kepengurusan PT kepada Direksi selaku salah satu organ PT.93 Keberadaan Direksi 

dalam suatu perseroan merupakan suatu keharusan atau dengan kata lain perseroan 

wajib memiliki Direksi karena perseroan sebagai “artificial person ’ tidak dapat 

berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan dari anggota Direksi sebagai “natural
„  94person .

Pada hakikatnya, hanya Direksi yang diberi kekuasaan untuk “mengurusi dan 

mewakili” PT baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam mengurusi dan 

mewakili PT, hendaknya Direksi memperhatikan kepentingan dan tujuan PT. oleh 

karena itu Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap perseroan. Tugas 

dan tanggung jawab serta wewenangnya ditetapkan oleh undang-Uttd&ttg,. Dengan 

denikian keberadaan Direksi undang-undang.

b. TUgas dan Wewenang Direksi

Direksi selain bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk 

kepentingan dan tujuan perseroan, juga menjalankan wewenang dan tugas pewakilan 
perseroan, yakni mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk 
kepentingan dan tujuan perseroan. Kewenangan pengurusan meliputi semua 

perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Hal ini pula yang menjadi 

sumber kewenangan Direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan- 

perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili perseroan di 

dalam maupun di luar pengadilan. Kepengurusan oleh Direksi ini tidak terbatas pada 

memimpin dan dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari. Direksi berwenang dan

93 Ibid., Lihat Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5).
94 I.G. Rai Widjaya, op. cit., hal. 208.
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wajib mengambil inisiatif dan membuat rencana masa depan perseroan dalam rangka 

mewujudkan maksud dan tujuan perseroan.

Pengertian kepengurusan mencakup pula pengelolaan kekayaan perseroan, 

karena UUPT mengatur mekanisme yang memungkinkan terlaksananya prinsip 

“fiduciary duty”95 yang mencakup juga duty of skill and care96 oleh Direksi. Hal ini 

tampak pada pengaturan tugas masing-masing anggota Direksi. Bahkan, apabila 

anggota Direksi yang bersangkutan salah atau lalai melaksanakan tugasnya dengan 

baik, sehingga perseroan dirugikan, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi 

dan pemegang saham dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.97

Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 menentukan jika anggota 

Direksi lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap 

anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Berdasarkan 

ketentuan ini, UUPT memilih sistem perwakilan kolegial, tetapi untuk kepentingan 
praktis masing-masing anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Selanjutnya 

anggaran dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi yang 
dimaksud, berhubung perbedaan kepentingan antara perseroan dan anggota Direksi 

yang bersangkutan. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta 

besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS atau Dewan Komisaris 

atas nama RUPS. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila 

terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota perseroan yang 

bersangkutan mempunyai benturan kepentingan yang bertentangan dengan 
kepentingan perseroan.98 Apabila tedapat hal yang demikian, yang berhak mewakili 

perseroan adalah:

a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan;

95 Fiduciary Duty adalah tugas yang dijalankan oleh direktur dengan penuh tanggung jawab 
untuk kepentingan (benefit) orang atau pihak lain (perseroan).

96 Maksud dari “duty o f skill and care” adalah Direksi menjalankan tugas dan kewajiban atau 
tindakan hukum berdasarkan kemauan serta kehati-hatian yang diperlukan untuk mewujudkan 
kepentingan dan tujuan perseroan.

97 Abdulkadir Muhammad, op.cit., hal. 167.

98 Indonesia (b). Lihat Pasal 99 ayat (1).
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b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan 
kepentingan dengan Perseroan; atau

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan 
atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan 

perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. 99 

Pemberian kuasa berdasarkan isi dan surat kuasa di luar sehingga kuasa harus 

bersifat khusus, yaitu melakukan tindakan hukum tertentu, tidak dapat melakukan 

semua tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan 

RUPS.

c. Hubungan Hukum Antara RUPS dan Direksi

Dalam praktek terdapat pemegang saham yang sekaligus menjadi Direksi, 

namun fungsi pemegang saham dan fungsi Direksi dipisah secara tegas oleh undang- 

undang. Dengan demikian diharapkan kontinuitas jalannya perseroan menjadi 

terjamin. Direksi ataupun pemegang saham masing-masing mempunyai 

kewenangannya sendiri-sendiri yang dapat mereka lakukan secara mandiri dan untuk 

itu mereka juga mempuyai tanggung jawab sendiri-sendiri pula. Kemandirian Direksi 

tidak menjadikan kekuasaan Direksi dijalankan dengan tanpa batas. Direksi tidak 

boleh melakukan perbuatan sekehendaknya sendiri walaupun itu dengan alasan untuk 

kepentingan Perseroan.

Otonomi Direksi ini dibatasi oleh asas kepantasan. Sepanjang Direksi telah 

menjalankan kepengurusan secara pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan 

atau melanggar otonomi yang diberikan.100 Perihal kepantasan ini dapat disimpulkan 

bahwa ukuran pantas secara yuridis adalah tidak bertentangan dengan ketertiban 

umum dan kesusilaan, tidak melanggar asas itikad baik dan asas kepatutan, kebiasaan 

atau undang-undang serta tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

99 Ibid, Pasal 103.

100 Rudhi Prasetyo, op.cit., hal. 9.
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Selama ini orang berpendapat bahwa pemegang saham yang dimanifestasikan di 

dalam RUPS adalah merupakan organ pemegang kekuasaan tertinggi di dalam 

perseroan. Namun dalam perkembangannya orang tidak lagi mempertahankan 

anggapan tersebut sebab dewasa ini para anggota Direksi mengklaim bahwa mereka 

mempunyai tugas mandiri pada bidang yang oleh undang-undang dan anggaran dasar 
diserahkan kepadanya.

Kebebasan bergerak ini dirasakan sangat penting guna memanfaatkan peluang 

ekonomi sedapat mungkin demi keuntungan perusahaan.101 Seperti yang telah 

diuraikan sebelumnya, sepanjang Direksi telah menjalankan kepengurusan secara 

pantas, maka ia dikatakan tidak menyalahgunakan atau melanggar otonomi yang 

diberikan. Di sini dalam menilai pekeijaan Direksi digunakan pendekatan yuridis, 
akan tetapi seyogyanya dipergunakan ukuran manajemen.102 Ini berarti untuk menilai 

keberhasilan pekeijaan Direksi, apakah perbuatan yang dilakukan Direki pantas atau 
tidak harus diukur dari ukuran manajemen atau ukuran ekonomis, jadi diukur dari 

ilmu ekonomi. Sejauh mana keberhasilan Perseroan mencapai tujuannya akan 

bergantung pada manajernya atau Direksi dalam menjalankan kepengurusan 

perusahaan. Apabila ukuran ini benar-benar diterapkan pada perseroan maka Direksi 

akan dituntut untuk benar-benar professional, bahkan Komisaris pun dituntut harus 

profesional pula, sebab ia akan berhadapan dengan prinsip-prinsip manajemen untuk 

dapat menilai apakah Direksi telah menjalankan kepengurusannya dengan pantas.

Kedudukan RUPS dalam hubungannya dengan kedudukan Direksi betapa 
pentingnya kedudukan RUPS ini dalam struktur PT, sebab seperti telah diuraikan 

sebelumnya bahwa Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Ketentuan pada 

Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jelas membuktikan bahwa Direksi 

diangkat oleh RUPS. Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 

secara tegas dinyatakan bahwa:

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ
Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

101 Ali Ridho, op. cit.y hal. 339.

102 Ibid., hal. 10.
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Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini
dan/atau anggaran dasar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kewenangan RUPS adalah semua 

kewenangan yang berdasar undang-undang atau anggaran dasar yang tidak 

diperuntukkan bagi direksi atau dewan komisaris. Batasan wewenang RUPS adalah 
segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris sebagaimana 

bunyi Pasal 1 ayat (4) tersebut di atas.

3. Dewan Komisaris

a. Kedudukan Hukum Dewan Komisaris

Bagi perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang pada umumnya dipimpin 

oleh suatu Direksi yang terdiri atas orang-orang yang profesional dan pemegang 

saham tidak ikut campur dalam manajemen, rasanya suatu hal yang mutlak bahwa 

pemegang saham atau pemilik perlu mengangkat atau menempatkan orang-orangnya 

selaku Dewan Komisaris sebagai pengawas daripada Direksi. Sedangkan bagi 
perusahaan-perusahaan kecil, pemegang saham atau pemilik sendiri yang memimpin 

atau menjadi Direksi Perseroan, dalam arti Direksi Perseroan adalah sebagai 

pemegang saham. Dalam hal demikian yaitu pemegang saham merangkap sebagai 
Direksi.

Sebaliknya, UUPT dengan tegas menyebutkan Dewan Komisaris sebagai salah 
satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum 
dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi

1/Y1
dalam menjalankan Perseroan. Dengan demikian, Dewan Komisaris berfungsi 

sebagai pengawas dan penasihat Direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu 

keharusan. Sebagai pengawas dan penasihat Direksi, Dewan Komisaris selain 

berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi, juga berwenang 

memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan 

hukum tertentu dan berwenang pula melakukan tindakan pengurusan perseroan
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dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan Direksi, jika 

Direksi tidak ada. Bagi Dewan Komisaris yang demikian berlaku semua ketentuan 

mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak

ketiga.104

Tugas pengawasan Dewan Komisaris bisa merupakan bentuk pengawasan 
preventif atau represif.105 Pengawasan preventif ialah melakukan tindakan dengan 

menjaga sebelumnya agar tidak teijadi hal-hal yang tidak diinginkan yang akan 

merugikan perseroan, misalnya untuk beberapa perbuatan dari Direksi yang harus 

dimintakan persetujuan Dewan Komisaris, apakah hal itu sudah dilaksanakan atau 

belum. Dalam hal ini Dewan Komisaris harus selalu mengawasinya. Pengawasan 

represif adalah pengawasan yang dimaksudkan untuk menguji perbuatan Direksi 

apakah semua perbuatan yang dilakukan Direksi itu tidak menimbulkan kerugian 

bagi perseroan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan anggaran dasar. 

Apakah nasihat-nasihat dari Komisaris sudah diperhatikan betul oleh Direksi. Semua 
ini adalah pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya 
Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, memberikan kewajiban bagi 

Dewan Komisaris agar dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan 

tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan.

Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak 
sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris 

tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, 
kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Rincian tugas Dewan Komisaris diatur di dalam anggaran dasar, antara lain:

3. Mengawasi tindakan pengurusan dan pengelolaan perseroan yang dilakukan olah 

Direksi.

4. Memeriksa buku-buku, dokumen-dokumen, serta kekayaan perseroan.

104 Ib id , Lihat Pasal 105, 117 dan 118.

105 Agus Budiarto, op.cit., hal 71.
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5. Memberikan persetujuan untuk tindakan tertentu Direksi Perseroan;

6. Memberikan nasihat kepada Direksi.

Mengenai tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dibagi dalam :

a. Tanggung j awab keluar terhadap pihak ketiga

Tanggung jawab keluar itu tidak sebesar tanggung jawab Direksi, karena 

Komisaris bertindak keluar berhubungan dengan pihak ketiga hanya dalam 

keadaan-keadaan yang sangat istimewa, yaitu dalam hal Dewan Komisaris 

dibutuhkan Direksi sebagai saksi atau pemberi persetujuan dalam hal Direksi 

menurut anggaran dasar harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan 

Komisaris dalam perbuatan penguasaan ([beschikking), seperti menjual, 

menggadaikan dan lain-lain.

b. Tanggung jawab ke dalam terhadap perseroan

Tanggung jawab ke dalam sama dengan Direksi, pertanggungjawaban secara 

pribadi untuk seluruhnya. Bila ada 2 (dua) orang komisaris atau lebih maka 

pertanggungjawaban itu bisa bersifat kolektif atau majelis, berlaku secara 
tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Jika komisaris ikut serta 

dalam pengurusan biasanya ia ikut memberikan pertanggungjawaban kepada 

RUPS bersama-sama dengan direksi.

Tanggung jawab Dewan Komisaris wajib terutama yang berkaitan dengan 
keikutsertaannya menandatangani neraca dan perhitungan laba rugi yang berarti 

ia ikut menyetujui isi laporan pertanggungjawaban direksi tersebut.106

C. Kewenangan Hakim Dalam memutuskan Perkara

1. Peran Pengadilan Negeri

Proses pemeriksaan perkara di Pengadilan akan dimulai setelah berkas perkara 

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Pemeriksaan perkara ini akan 

dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua
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Majelis Hakim yang bersangkutan akan menentukan hari dan jam perkara akan 

diperiksa di muka sidang.107

Pada saat menjalankan tugas peradilan hakim adalah bebas (independen) artinya 

hakim tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan, atau tidak ada campur tangan 

dari pihak manapun atau kekuasaan apapun.108 Kebebasan hakim bukan merupakan 

kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang diikat oleh tanggung jawab untuk 

menciptakan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 
dan perasaan keadilan masyarakat.

2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, hakim bertugas sebagai penegak 

hukum dan keadilan. Dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis (hukum 

adai), hakim adalah penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan 

merumuskan dalam putusan-putusannya. Untuk itu, hakim harus teijun ke tengah 

masyarakat guna mengenal perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.
Hakim diharapkan bersikap tidak memihak dalam menentukan siapa yang benar 

dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri sengketa atau perkaranya. 

Bagi hakim, dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta 
atau peristiwanya, dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah alat, sedangkan 
yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadinya suatu 

peristiwa yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain 
penyelesaiannya. Akhirnya hakim akan menemukan kesalahan dengan menilai 

peristiwa itu keseluruhannya.109

107 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya 
Bakti, 2000), hal. 79.

108 Ibid., hal. 31.

109 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta : Liberti, 1985).
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Tujuan suatu proses dimuka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan 

hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak 

dapat dirubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang 

berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud apabila tidak ditaati 

secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat Negara (dengan kekuatan 

umum).110
Setelah pemeriksaan perkara selesai majelis hakim mengumpulkan semua hasil 

pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan majelis hakim berusaha menemukan peristiwanya. 

Setelah majelis hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu 

memutuskan apakah peristiwa yang telah terjadi merupakan pelanggaran hukum atau 

tidak. Kemudian majelis hakim menentukan peraturan hukum apakah yang 

menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Inilah yang disebut menemukan 
hukum.111

3. Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata

Apabila hakim telah berkeyakinan mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan 

telah menemukan hukumnya dengan segera ia akan menjatuhkan putusannya. Dalam 

putusan itu hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua 

alasan yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak. Ini berarti hakim harus 

memberikan putusan secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat. Akan 
tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal yang tidak dituntut atau 

mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

Ada kemungkinan sebelum menjatuhkan putusannya hakim menjatuhkan 

menjatuhkan putusan sementara yang berfungsi untuk memungkinkan dan 

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara seterusnya. Walaupun harus 

diucapkan dimuka persidangan, putusan sementara tidak dibuat dalam putusan

110 R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 124.

111 Sudikno Mertokusumo, op.cit.
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tersendiri, melainkan hanya ditulis dalam berita acara persidangan. Putusan 

sementara hanya dapat menyatakan banding bersama-sama putusan akhir.

4. Jenis Putusan Hakim

Jenis putusan hakim dalam hukum acara perdata, putusan akhir diklarifikasikan 
menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :112

1. Putusan kondemnator, yaitu putusan yang berisi pengakuan dan bersifat 

menghukum. Dalam perkara perdata, hukuman artinya kewajiban untuk 

memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum artinya 

membebani kewajiban untuk berprestasi tehadap lawannya. Prestasi itu dapat 

berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Hak atas 

suatu prestasi yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya dapat 

dilaksanakan dengan paksaan, artinya terlepas dari ada tidaknya pengakuan atau 
pembenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.

2. Putusan deklarator, yaitu putusan yang bersifat menyatakan hukum atau 

menegaskan suatu keadaan hukum semata-lYi&\<\. Dalam putusan im dinyatakan 

bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada atau tidak ada. 

Umumnya putusan deklarator terjadi dalam lapangan hukum pribadi, misalnya 

mengenai pengangkatan anak, kelahiran, penegasan hak atas suatu benda. 

Putusan ini bersifat penetapan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat 

mengadili karena tidak ada sengketa.
3. Putusan konstitutif, yaitu putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum 

lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan 

hukum tertentu dihentikan, atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Dalam 

putusan ini tidak diperlukan pelaksanaan paksaan karena dengan diucapkannya 

putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan timbul keadaan hukum 

baru.

Persamaan antara ketiga jenis putusan akhir tersebut adalah selalu terdapat 

pernyataan hukum. Sedangkan perbedaannya adalah putusan kondemnator menuju

112 Faizal Kamil, Azas Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Badan Penerbit Islam, 2005), hal. 121.
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kepada pelaksanaan putusan dengan paksaan bila pihak yang kalah tidak mau 

melaksanakan dengan sukarela, putusan deklarator dan putusan konstitutif tidak 

memerlukan pelaksanaan dengan paksaan karena sejak diucapkan putusan sudah 

mempunyai akibat hukum.

Ada dua jenis putusan hakim yaitu r113
1. Putusan yang belum menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan 

undang-undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum 

melawan putusan tersebut, misalnya banding, perlawanan, kasasi.

2. Putusan yang sudah menjadi tetap, yaitu putusan yang menurut ketentuan 

undang-undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum 

biasa melawan putusan itu, jadi putusan itu tidak dapat lagi diganggu gugat. 
Kekuatan yang dimiliki oleh putusan yang sudah menjadi tetap memiliki 3 (tiga) 

jenis kekuatan yaitu:

a. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara yaitu dengan 

menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Putusan yang menjadi 

tetap tidak dapat diganggu gugat, artinya sudah tertutup kesempatan 

menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan itu karena tenggang 

waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Apa yang diputus oleh 
hakim dianggap benar dan pihak-pihak wajib memenuhi putusan tersebut.

b. Kekuatan pembuktian
Putusan hakim yang sudah menjadi tetap dapat digunakan sebagai alat bukti 

oleh pihak yang berperkara sepanjang mengenai peristiwa yang telah 
ditetapkan dalam putusan. Peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, 

sehingga memperoleh kekuatan bukti yang sempurna.

c. Kekuatan untuk dilaksanakan

Putusan hakim yang sudah menjadi tetap memperoleh kekuatan pasti, artinya 

mempunyai kekuatan untuk dilaksanakaa Bagi pihak yang telah dinyatakan 

kalah dalam perkara, wajib melaksanakan putusan dengan kemauannya
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sendiri. Tetapi jika dia tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, 

putusan dapat dilaksanakan dengan paksaan.

C. Permasalahan Dalam Praktek Penyelenggaraan RUPS oleh Perseroan 

Terbatas (Studi Kasus)

1. Posisi Kasus

Dalam suratnya tertanggal 4 Juli 2001,1.C.I Omicron B.V. (selanjutnya disebut

I.C.I Omicron) telah meminta Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (selanjutnya disebut 

Perseroan) untuk mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB) 

dengan agenda sebagai berikut:
a. Penunjukan 3 (tiga) orang Direksi baru, yaitu Inderadi Kosim, Ray Sparks, dan 

Zahari bin Haji Mahfoudz;
b. Pembebasan tugas Direksi lama yang sudah mengundurkan diri, yaitu Ara 

Moushigian dari I.C.I Omicron.114
Berdasarkan permintaan tersebut, Direksi Perseroan melalui surat undangan 

resminya tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang I.C.I Omicron dan PT Dwi Satrya 

Utama (selanjutnya disebut PT DSU) untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan 

pada tanggal 24 Juli 2001. I.C.I Omicron selaku pemegang saham dalam Perseroan 

sebanyak 55% (lima puluh lima persen) sedangkan PT DSU selaku pemegang saham 

dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen). Pemanggilan tersebut 
dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebelum pelaksanaan RUPSLB 

sehingga sudah sah dan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan 

dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.115

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaan RUPS dibatalkan dengan alasan 

kuorum tidak terpenuhi karena PT DSU tidak hadir, meskipun telah dipanggil

114 Hal ini dibuktikan dengan adanya surat pengunduran diri Ara Moushigian sebagai anggota 
Direksi Perseroan tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21 sebagaimana terlampir dalam Putusan Kepala 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel).

115 Indonesia (a). Pasal 69 ayat (1) berbunyi “pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum RUPS diadakan”. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 adalah ketentuan 
yang berlaku pada saat kasus ini berlangsung.
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dengan surat undangan resmi dan diterima oleh PT DSU. Pembatalan tersebut 

didasari dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Perseroan yang 

menetapkan bahwa:

“Suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru dapat mengambil keputusan jika
rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili dengan surat kuasa sedikitnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh Perseroan”.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Direksi Perseroan kembali mengirimkan surat 

undangan kedua kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri 

RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan resmi tersebut juga 

telah dimuat di harian The Jakarta Pos tertanggal 26 Juli 2001 dan harian Pos Kota 

tertanggal 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh PT DSU, sehingga semuanya telah 

sesuai dengan tata cara, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana 

ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat 2 j o Undang-undang No. 1 

Tahun 1995 Pasal 69 ayat (1) yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham untuk 

RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum RUPS dilaksanakan.

Pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPSLB Kedua telah dilaksanakan dengan 

dihadiri oleh I.CI Omicron walaupun tanpa kehadiran PT DSU, dengan mengambil 

keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur Perseroan yang baru dan pembebasan tugas 

Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 
Kedua Perseroan ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan yang 

berlaku pada saat itu yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 73 ayat (2) jo 

ayat (5) yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
tercapai, diadakan panggilan RUPS yang kedua.

Ayat (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak 
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 
mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah.

Dalam hal ini kehadiran I.C.I Omicron telah mewakili 55% (lima puluh lima 

persen) saham yang berarti telah memenuhi ketentuan Undang No. 1 Tahun 1995 

Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) tersebut maka Rapat tetap dilaksanakan dan berhak
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mengambil keputusan yang sah dan mengikat, kemudian telah menetapkan 3 (tiga) 

Direktur Perseroan yang baru dan membebas tugaskan Direksi yang lama. Berita 

Acara RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani oleh Ray Sparks 

selaku Direktur Perseroan dan Ketua Rapat, dan Khoo Kian Lang Winston selaku 

wakil dari I.C.I Omicron, serta dilegalisir oleh Lilian Arif Gondokusumo, SH, 
Notaris di Jakarta.116 Hasil keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 13 Agustus 2001 

menyatakan anggota Direksi Perseroan yang baru dan sah sebagai berikut:

Direktur : Zahari Bin Haji Mahfoudz 

Direktur : Ray Sparks 

Direktur : Inderadi Kosim 

Direktur : Yoesoef Santo 

Direktur : Clay Tirtana Subrata
PT DSU merasa dirugikan atas pelaksanaan RUPSLB Kedua pada tanggal 13 

Agustus 2001 oleh Direksi Perseroan bahkan telah mengambil keputusan tanpa 

kehadiran PT DSU selaku pemegang saham dalam Perseroan. Menurut PT DSU, 
salah satu agenda RUPSLB Kedua tersebut adalah pembahasan mengenai 

penggantian Direksi yang merupakan materi hukum perubahan Anggaran Dasar 

Perseroan yang mana penentuan kuorum dan pengambilan keputusan harus 

berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat 

(2) jo  Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 menyatakan berikut in i:
Ayat (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan 

suatu rapat umum luar biasa pemegang saham perseroan yang sengaja 

dipanggil dan diadakan untuk itu serta dihadiri sekurang-kurangnya 4/5 

(empat perlima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan dan usul

116 Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tanda tangan ketua rapat 
dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh RUPS, maksud pembuatan 
risalah dengan penandatanganan tersebut adalah untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah 
tersebut. Kalau risalah tersebut dibuat oleh Notaris maka kewajiban untuk menandatangani 
sebagaimana dimaksud di atas tidak diperlukan. Lihat I.G. Ray Widjaya, Hukum Perusahaan, (Jakarta 
: Kesaint Blanc, 2007), hal. 264.
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tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah;

Ayat (2) Apabila rapat pertama tidak mencapai 4/5 (empat per lima) dari jumlah 

modal yang dikeluarkan maka secepatnya 7 (tujuh) hari sesudah rapat 

pertama diadakan rapat kedua yang harus dihadiri oleh sekurang- 
kurangnya 4/5 (empat per lima) dari jumlah modal yang telah dikeluarkan 

perseroan.
Meskipun Anggaran Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur ketentuan 

yang berlaku dalam hal RUPSLB Perseroan yang pertama tidak berhasil memenuhi 

kuorum, namun pertimbangan hukum lain yang mendasari pengambilan keputusan 

RUPSLB tersebut adalah Shareholders Agreement (Perjanjian Para Pemegang 

Saham) tertanggal 9 Januari 1991 dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH, Notaris di 

Jakarta, yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, yaitu 

antara I.C.I Omicron dan PT DSU, dalam ha\ irn ketentuan yang dipergunakan 

adalah PasaV 2.0 \  sampai denga/1 Pasal 2.04, yang secara tegas diatur dalam 

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Akta Perubahan 

Anggaran Dasar No. 11 Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran Negara RI No. 67 

dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001. 

Perjanjian Para Pemegang Saham inilah yang menjadi jiwa dan semangat 

terbentuknya Akta Pendirian Perseroan.
Ketentuan Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement 

menyatakan sebagai berikut:
Article 2 

Board of Directors

2.01 The management of the Company shall be entrusted to a Board of five 
Directors who shall be appointed and removed in accordance with the 
provisions of the Articles of Association of the Company;

2.02 DSU shall propose candidates for two members of the Board of Directors and
I.C.I shall propose candidates for three members of the Board of Directors;
Each Party shall exercise all its voting rights and powers as shareholder to 
support the election of the candidates of the other Party to the Board of 
Directors.
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Similarly each party shall support the other in the event that it wishes to in the 
event of its candidates.
In the event of the removal or resignation of one of the Directors, the Party 
proposing such candidate shall propose a replacement and the other Party shall 
support the election of such replacement in similar manner.

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a General 
Manager.
The appointment of the General Manager will be made with the approval of all 
Directors of the Company but no Director shall unreasonably withhold 
approval.

2.04 The Directors shall unanimously approve of the appointment of many 
expatriate staff.

Ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement tersebut 

pada intinya mengatur sebagai berikut:
- Manajemen Perseroan diserahkan kepada Dewan Direksi yang terdiri dari lima 

orang;

- PT DSU akan mencalonkan dua orang anggota Dewan Direksi dan I.C.I Omicron 

akan mencalonkan tiga orang anggota Dewan Direksi;

- Dalam hal penggantian dan penghentian tugas anggota Direksi, pihak yang 

melakukan penghentian anggota Direksi tersebut, akan mencalonkan 

penggantinya dan pihak yang lain akan mendukung pengangkatan anggota Direksi 

yang baru tersebut dan demikian pula sebaliknya;
- Dewan Direksi akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan semua tenaga 

keija asing;

Selain ketentuan Pasal 2.02 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement 
perihal komposisi Direksi Perseroan tersebut, secara tegas diatur pula dalam Akta 

Perubahan Anggaran Dasar No. 11 Tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia No. 2596 tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai 
berikut:

“Direksi terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (3) anggota. Apabila 
Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Imperial Chemical Industries PLC akan 
mencalonkan tiga (3) orang dan PT Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua 
(2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical
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Industries akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT Dwi Satrya Utama akan 
mencalonkan satu (1) orang.”

Jelaslah disini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) 

orang harus dicalonkan atau berasal dari I.C.I Omicron dan hanya 2 (dua) orang 
dicalonkan atau berasal dari PT DSU.

2. Penetapan dan Putusan Pengadilan

a. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan telah menjatuhkan penetapan tertanggal 4 Oktober 2001 Nomor 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang intinya adalah:

a. Mengabulkan permohonan Pemohon (PT DSU);

b. Menyatakan bahwa keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak 

memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) 

Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 75 UndaNg-Undang No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas;

c. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah 
oleh karenanya batal demi hukum;

d. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus 
yang atas kemauannya sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan;

e. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh 

sembilan ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Berdasarkan pernyataan yang diuraikan oleh Pelawan dengan surat 

perlawanannya tertanggal 21 Mei 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2002, dibawah Register No. 
249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel yang ditetapkan
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hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut “Penetapan” oleh Hakim

Tunggal, Ridwantoro, SH, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bunyi Amar

Penetapannya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang

bersangkutan :

MENGADILI

Dalam Provisi:
- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

tanggal 16 Juli 2002;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;
3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 

2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai dengan 

ketentuan Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan Undang-Undang No. 1 

Tahun 1995;

4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan 

mengikat Pelawan dan Terlawan;

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (Turut Terlawan) 
sebagaimana dimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan terdiri 

dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh I.C.I 

Omicron B V (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT Dwi Satrya Utama 

(Terlawan);
6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorrad)\

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;
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9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 

yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh 

sembilan ribu rupiah).

c. Putusan Pengadilan Tinggi
Dengan dikabulkannya gugatan Pelawan pada peradilan Pengadilan Negeri 

tingkat pertama dikabulkan maka Pembanding I (semula Terlawan) dan Pembanding 

II (semula Turut Terlawan), mengajukan banding. Putusan mana dalam tingkat 

banding telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003, yang 

amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:
Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel 

tanggal 16 Juli 2002;

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut T eriawan;

Dalam P okok ?  erkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seutuhnya;

2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik;

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua turut Terlawan tanggal 13 Agustus

2001 adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;
4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan 

mengikat Pelawan dan Terlawan;

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT I.C.I Paints Indonesia (Turut Terlawan) 

sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 

(lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh I.C.I Omicron BV 

(Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT Dwi Satrya Utama (Terlawan).

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/200l/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum;
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7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 

walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad);

8. Menghukum T urut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 

yang sampai kini ditaksir sebesar Rp.389.000,- (tiga ratus delapan puluh 
sembilan ribu rupiah).

Setelah melakukan pertimbangan beberapa hal yang penting dalam memutus dan 

mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Terlawan dan 

Turut Terlawan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September

2002 No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. yang dimohonkan banding tersebut; 
Menghukum Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan untuk 

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat 

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

3. Analisa Kasus

a. Pemenuhan persyaratan dan prosedur penyelenggaraan RUPSLB Kedua PT 
ICI Paint Indonesia

Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam suatu perseroan terbatas, 
sekurangnya dapat ditemukan adanya dua atau lebih pemegang saham. Dalam hal 

hanya terdapat dua pemegang saham, maka pemegang saham yang memiliki saham 

terbanyak seringkah disebut atau dinamakan dengan pemegang saham mayoritas, 

atau majority shareholder. Hal ini sejalan dengan pengertian pemegang saham 

mayoritas atau majority shareholder yang diberikan dalam Black’s Law Dictionary,
• 1 17yaitu : iLA shareholder who own or Controls more than half of the Corporation 

stocks.” Kedudukan pemegang saham mayoritas ini selalu dihadapkan pada

117 Black’s Law Dictionary, 8th ed., hal. 1408.
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pemegang saham minoritas, yang menurut Black’s Law Dictionary adalah “A 

shareholder who owns less than half o f the total shares outstanding and thus cannot 

corporation 's management or singlehandedly elect directors.”

Dari rumusan yang diberikan, terkait dengan pemegang saham mayoritas dan 

pemegang saham minoritas dapat diketahui bahwa disamping pemegang saham 

mayoritas dikenal dengan pemegang saham pengendali, atau controlling 

shareholder. Dalam Black’s Law Dictionary, pemegang saham dikatakan sebagai
118 cccontrolling shareholders apabila : tcA shareholder who is in the position to 

influence the corporation activities because the shareholders either owns a majority 

o f outstanding shares or own a smaller percentages but a significant number o f  the 

remaining shares widely distributed among many others.”

Dengan demikian jelaslah bahwa pada umumnya pemegang saham mayoritas, 

yaitu yang menguasai atau memiliki lebih dari setengah dari seluruh jumlah saham 

yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan adalah pemegang saham pengendali, 

kecuali dapat dibuktikan seba/iknya. Namun demikian, dalam komposisi 

kepemilikan saham yang lebih dari dua subyek hukum sebagai pemilik saham, maka 

dimungkinkan pemegang saham pengendali bukanlah pihak yang menguasai atau 

memiliki lebih dari setengah saham yang dikeluarkan secara sah oleh perseroan. 

Pemegang saham disebut pengendali, jika ia dapat mengendalikan manajemen 

perseroan secara tidak langsung melalui penempatan wakilnya sebagai anggota 

direksi dan anggota dewan komisaris perseroan. Sedangkan pemegang saham 

minoritas adalah pemegang saham tidak memiliki kontrol atas jalannya perseroan. 

Bagi mereka ini, pada umumnya diberikan perlindungan minimum oleh undang- 

undang atau statute yang berlaku di tiap-tiap Negara. Undang-undang No. 40 Tahun 

2007 hanya mengenal saham-saham atas nama.119

ns Ibid.

119Yang dinamakan dengan saham atas nama adalah saham yang diterbitkan atau dikeluarkan 
Perseroan atas nama pemiliknya. Lihat Gunawan Widjaja, op. c i t hal. 41.
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1) Permohonan RUPS

Dalam kasus seperti yang telah diuraikan di atas, I.C.I Omicron selaku 

pemegang saham sebanyak 55% (lima puluh lima persen) dalam Perseroan berhak 

mencalonkan dan menempatkan wakilnya sebanyak 3 (tiga) orang selaku anggota 

Direksi Perseroan, sedangkan PT DSU selaku pemegang saham sebanyak 45% 
(empat puluh lima persen) dalam Perseroan berhak mencalonkan dan menempatkan 

wakilnya sebanyak 2 (dua) orang. Dikarenakan salah satu anggota Direksi Perseroan 

tersebut, yaitu Ara Moushigian mengajukan pengunduran diri maka I.C.I Omicron 

berhak mencalonkan penggantinya dan pihak yang lain, yaitu PT DSU akan 

mendukung pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demikian pula 

sebaliknya.
Mekanisme yang dipergunakan untuk mencalonkan pengganti anggota Direksi 

Perseroan tersebut adalah melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
(RUPSLB) sehingga I.C.I Omicron mengajukan permintaannya kepada Direksi 

Perseroan melalui surat tercatat tertanggal 4 Juli 2001 untuk mengadakan RUPSLB 
dengan agenda penunjukan 3 (tiga) orang Direktur baru, yaitu Indera Kosim, Ray 

Sparks, Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi yang lama. 

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas 

masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan penanganan 

segera, karena akan menghambat operasionalisasi Perseroan jika masalah itu tidak 
diatasi dengan segera.

2) Pemanggilan RUPS

Untuk mengadakan RUPS harus didahului dengan pemanggilan dan ini wajib 

dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan sendirinya akan menghasilkan 

keputusan yang sah pula. Tindakan Direksi Perseroan dengan mengirimkan surat 

undangan tertanggal 4 Juli 2001 untuk menghadiri RUPSLB yang diadakan tanggal 

24 Juli 2001 kepada para pemegang saham Perseroan, yaitu I.C.I Omicron dan PT 

DSU oleh Penulis dianggap sudah memenuhi prosedur pemanggilan 

penyelenggaraan RUPSLB dimana jangka waktu pemanggilan adalah 20 (dua puluh)
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hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima Direksi 

Perseroan.120

3) Kuorum RUPS

Perhitungan kuorum kehadiran dalam RUPS hanya dapat dilakukan jika dipenuhi 

syarat-syarat tertentu perihal panggilan rapat. Jika panggilan RUPS secara resmi 

sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saham yang tidak hadir 

atau diwakili, maka RUPS tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang 

dengan menjalani prosedur Panggilan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 

(2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.121

RUPSLB Perseroan tanggal 24 Juli 2001 pelaksanaannya dibatalkan karena PT 

DSU tidak menghadiri RUPSLB walaupun telah dipanggil dengan surat undangan 

resmi dan diterima oleh PT DSU sehingga kuorum RUPS tidak terpenuhi. Direksi 

Perseroan telah mengirimkan surat undangan kedua kepada para pemegang saham 

Perseroan untuk menghadiri RUPSLB tanggal 13 Agustus 2001. Pemberitahuan 

resmi juga telah dimuat di Harian Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos 

Kota tanggal 26 Juli 2001 dan telah diterima oleh PT DSU. Dalam panggilan 

RUPSLB juga telah disebutkan agenda yang akan dibicarakan yaitu penunjukkan 3 

(tiga) orang Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi lama. Dengan demikian, 

Direksi Perseroan telah memenuhi tata cara, prosedur dan tenggang waktu 

sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Perseroan, 

terutama Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 69 Undang-Undang 

No. 1 Tahun 1995.

Pada saat pelaksanaan RUPS Kedua Perseroan ternyata pihak PT DSU tetap tidak 

hadir sehingga I.C.I Omicron selaku pemegang saham yang hadir pada saat RUPSLB 

telah mengambil keputusan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas

120 Lihat Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 69 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 dimana jangka waktu pemanggilan adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 
permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima

121 Selanjutnya diubah dengan Pasal 86 ayat (2) jo ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun
2007.
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Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB 

ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang- 

Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah 

dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang 

mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah. Menurut Penulis tindakan yang diambil Direksi Perseroan sudah 

tepat mengingat validitas suatu keputusan RUPSLB akan dianggap sah dan mengikat 

apabila terpenuhinya syarat kuorum dan materi yang dibicarakan dalam rapat. Hal ini 

berhubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Direksi Perseroan dalam 

kaitannya dengan RUPS yang merupakan kewajiban yang diemban oleh Direksi dari 

wewenang dan tugas-tugas yang ditetapkan oleh undang-undang dan Anggaran 

Dasar Perseroan, yaitu melaksanakan RUPS, menjalankan hasil RUPS dan 

memberikan pertanggungjawaban kepada RUPS. Seandainya kuorum RUPS kedua 
juga tidak tercapai, atas permohonan perseroan, kuorum ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri.

Tanggung jawab Direksi pada dasarnya dilandasi oleh 2 (dua) prinsip penting, 

yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan yang dipercayakan kepadanya 

oleh Perseroan (fiduciary duty\ dan prinsip yang merujuk pada kemampuan serta 

kehati-hatian tindakan Direksi (duty o f skill and care).122 Kedua prinsip ini menuntut 

Direksi untuk bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk 

kepentingan dan tujuan Perseroan. Pelanggaran terhadapnya membawa konsekuensi 
yang berat bagi Direksi123, karena ia dapat dimintai pertanggungjawaban secara 

pribadi.

Dengan demikian, sah tidaknya keputusan yang diambil RUPS bergantung 

kepada tiga hal, yaitu pemanggilan RUPS yang dilakukan, kuorum kehadiran 

pemegang saham, dan kuorum pengambilan keputusan. UUPT tidak menentukan 

kuorum kehadiran RUPS dan kuorum pengambilan keputusan RUPS dalam rangka

122 Parasian Simanungkalit, Rapat Umum Pemegang Saham Kaitannya dengan Tanggung 
Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas, (Jakarta: Yayasan Wajar Hidup, 2006), hal. 76.

123 Indonesia (a). Lihat Pasal 85,90.
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pemilihan dan pengangkatan anggota Direksi. Lazimnya tata cara pemilihan dan 

pengangkatan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang 

bersangkutan. Pada umumnya pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh RUPS. 

Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan 

diangkat kembali. Tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan, 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar 

Perseroan.

Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tidak menentukan persyaratan jumlah 

kuorum bagi pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB Perseroan yang kedua 

karena hanya menentukan RUPSLB harus dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.124 Dengan demikian harus mengacu 

pada Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No.l Tahun 1995 dengan persyaratan 

kuorum apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 

(satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

B. RUPSLB untuk Perubahan Anggaran Dasar

Permasalahan yang timbul dari keputusan hasil RUPSLB Perseroan tanggal 13 

Agustus 2001 adalah PT DSU menganggap salah satu agenda yang dibicarakan 

dalam RUPSLB, yang membahas mengenai penggantian Direksi merupakan materi 
hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Namun demikian penentuan kuorum 

dan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS 
kedua tersebut adalah didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, 

yang mana RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah 

seluruh saham dengan hak suara sah, mengingat kehadiran I.C.I Omicron telah 

mewakili 55% (lima puluh lima persen) pemegang saham.

PT DSU berpendapat bahwa agenda RUPS kedua tersebut merupakan materi 

perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehingga dasar penentuan kuorum dan

124 Lihat Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



pengambilan keputusan adalah ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 

18 ayat (2) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 sehingga RUPSLB kedua 

tersebut tidak memenuhi kuorum yang menyimpang dari ketentuan Anggaran dasar 

Perseroan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) j o Pasal 75 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995.

Menurut pendapat Penulis, argumen yang diajukan PT DSU tidak tepat karena 

agenda RUPSLB kedua mengenai pembahasan penggantian anggota Direksi dengan 

menunjuk Direktur yang baru dan pembebasan Direksi yang lama. PT DSU 

berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menentukan 

bahwa Anggaran Dasar memuat susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan 

Komisaris sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (1) jo Pasal 75 Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 menentukan bahwa jumlah kuorum untuk RUPS perubahan Anggaran 

dasar Perseroan adalah 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 

hak suara yang sah dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah 

suara terbanyak, apabila tidak mencapai kuorum tersebut, maka diadakan RUPS 
kedua yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah yang 

hadir tersebut.

Dalam hal ini PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis Pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995. Perubahan terhadap Anggaran Dasar dibedakan 
antara perubahan yang sifatnya mendasar dan perubahan-perubahan lain, yang 

masing-masing ditentukan sebagai berikut :125

1) Perubahan Mendasar126

1251.G. Rai Widjaya, o p .c ithal. 169.

126 Ketentuan pengesahan perubahan anggaran dasar tertentu menurut Pasal 21 Undang- 
Undang No. 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat 
persetujuan Menteri. Perubahan tersebut meliputi:
1 . nama perseroan dan/atau tempat kedudukan perseroan;
2 . maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
3. jangka waktu berdirinya perseroan;
4. besarnya modal dasar;
5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya;
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Perubahan mendasar dimaksudkan adalah perubahan tertentu atas Anggaran 

dasar, dan perubahan tertentu itu harus mendapat persetujuan Menteri Hukum 

dan HAM RI dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di kantor tempat 

pendaftaran perusahaan, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.
Perubahan tertentu itu meliputi:

a) Nama Perseroan;

b) Maksud dan tujuan Perseroan;

c) Kegiatan usaha Perseroan;

d) Jangka waktu berdirinya Perseroan apabila Anggaran Dasar menetapkan 

jangka waktu tertentu; Besarnya modal dasar;

e) Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; status Perseroan tertutup 
menjadi Terbuka atau sebaliknya.

2) Perubahan Lain

Perubahan Anggaran dasar selain perubahan tertentu yang sifatnya mendasar 

sebagaimana disebutkan di atas, cukup dilaporkan kepada (tidak harus mendapat 

persetujuan) Menteri Hukum dan HAM RI dalam waktu paling lambat 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar 

Perusahaan di kantor tempat pendaftaran perusahaan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (WDP).127 

Perlu diperhatikan bahwa setiap perubahan Anggaran Dasar, baik perubahan 
yang harus mendapat persetujuan manapun yang hanya cukup dilaporkan kepada 

Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana disebutkan di atas, harus dibuat 

dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa penggantian anggota Direksi dengan 

mengangkat Direktur yang baru bukanlah materi hukum perubahan Anggaran Dasar

7. perubahan anggaran dasar dari status perseroan yang tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya, 
meliputi perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar sehingga persetujuan Menteri diberikan atas 
perubahan seluruh anggaran dasar tersebut.

Perubahan anggaran dasar selain dimaksud di atas, cukup diberitahukan kepada Menteri.

I27Indonesia (a). Lihat Pasal 15 ayat (3).

J
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yang memerlukan persetujuan dari instansi terkait yaitu Menteri Hukum dan HAM 

RI, melainkan cukup dilaporkan. Dengan demikian RUPSLB Kedua dengan agenda 

penggantian anggota Direksi Perseroan mempergunakan jumlah kuorum 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (2) jo ayat (5) Undang-Undang No. 1 

Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB Kedua Perseroan sah dan berhak 

mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 

sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah.

Keputusan Hakim, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi, untuk 

menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum adalah sudah tepat dikarenakan pertimbangan hukum 

yang dipergunakan adalah tidak tepat karena tidak memenuhi ketentuan jumlah 

kuorum dan pengambilan keputusan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana 

ternyata dalam Anggaran Dasar Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (2) jo Pasal 75 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Ditinjau dari segi hukum perdata, harus diliVial pemenuhan syarat sahnya suatu 

perjanjian sebagaimana ternyata dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. suatu hal tertentu;

4. suatu sebab yang tidak terlarang.
128Keempat unsur tersebut, dalam doktrin ilmu hukum digolongkan ke dalam :

1. Unsur subjektif, yang mewakili dua unsur pokok yang menyangkut subjek 

(pihak) yang mengadakan perjanjian, dan

2. Unsur objektif, yang mewakili dua unsur pokok lainnya yang berhubungan 

langsung dengan objek perjanjian.

128 Gunawan Widjaja, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, 
(Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 14.
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Dengan demikian berarti unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan 

secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang 

melaksanakan peijanjian. Sedangkan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari 

keempat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam peijanjian, dan peijanjian tersebut 

diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat 
pelanggaran terhadap unsur subjektif), maupun batal demi hukum, dengan pengertian 

tidak dapat dilaksanakan pelaksanaannya (dalam hal tidak terpenuhinya unsur 

objektif).
Dalam hal ini, adanya Shareholders Agreement yang telah dibuat oleh I.C.I 

Omicron dan PT DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, 

telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya 

peijanjian tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam 

peijanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau 

konsensus.129 Dengan demikian, permohonan penyelenggaraan RUPS oleh I.C.I 

Omicron kepada Direksi Perseroan untuk mengganti salah satu Direktur yang 

mengundurkan diri dengan Direktur yang baru seharusnya didukung oleh PT DSU, 

juga sebaliknya seperti yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam 

Shareholders Agreement. Dalam kaitannya dengan asas keberlakuan peijanjian 

sebagai undang-undang130, daya ikat peijanjian hanya berlaku di antara para pihak 
yang membuatnya sehingga pemaksaan berlakunya dan pelasanaan dari peijanjian 

hanya dapat dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian terhadap 
pihak (-pihak) lainnya dalam peijanjian.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan permohonan PT 

DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan seharusnya meneliti dan 

mempelajari keberlakuan Shareholders Agreement terhadap para pihak yang terkait, 

yaitu bagi PT DSU dan ICI Omicron. Secara prinsip suatu peijanjian yang telah

129 Asas yang berlaku dalam keadaan ini adalah asas konsensualitas.

130 Hal ini sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata 
yang menyatakan:
( 1) Semua peijanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 

membuatnya.
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dibuat secara sah dapat dibatalkan jika peijanjian tersebut dalam pelaksanaannya 

dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini yang berhak untuk meminta 

pembatalan, tidak hanya pihak dalam peijanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap 

individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak yang mengadakan 

perjanjian. 131 Pembatalan atas peijanjian tersebut dapat terjadi, baik sebelum 
perikatan yang lahir dari peijanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang 

wajib dilaksanakan berdasarkan peijanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan.

Dalam menilai ada tidaknya syarat yang terpenuhi untuk membatalkan hasil 

keputusan RUPS kedua tersebut seharusnya hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan menilai berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam lapangan hukum 

peijanjian yang meliputi syarat subjektif sahnya peijanjian, dalam hal ini ketiadaan 
pelanggaran unsur subjektif yang telah diuraikan sebelumnya, seharusnya 

dipertimbangkan oleh hakim untuk tidak mengabulkan permohonan PT DSU. Hal 

lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah tindakan Direksi Perseroan dalam 
penentuan jumlah kuorum sebagai pemenuhan persyaratan pengambilan keputusan 
RUPS kedua dengan agenda penggantian anggota Direksi yang tidak termasuk 

materi perubahan mendasar dari Anggaran Dasar Perseroan, sudah sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 

dikarenakan Anggaran Dasar Perseroan tidak mengatur tentang penentuan jumlah 

kuorum pengambilan keputusan dalam RUPS kedua tersebut.

Mekanisme pengajuan pembatalan hasil keputusan RUPS kedua tersebut yang 
sebaiknya ditempuh oleh PT DSU adalah melalui pengajuan gugatan kepada 

kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti halnya pertimbangan hukum 

yang seharusnya diambil oleh hakim di Pengadilan Jakarta Selatan untuk 

mengabulkan permohonan pembatalan hasil RUPS kedua tersebut oleh PT DSU 

melalui Penetapan yang sifatnya hanya menetapkan atau menegaskan keadaan 

hukum yang sudah ada sebelumnya, pada akhirnya pemberian keputusan atas 

gugatan tersebut juga sebaiknya didasari oleh pertimbangan hukum yang sama, yaitu

m Gunawan Widjaja, Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum 
Perdata, Ed. I, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 288.
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ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari Shareholders Agreement dan tindakan 

Direksi Perseroan sudah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang No. 

1 Tahun 1995 sehinggan gugatan PT DSU juga tidak akan dikabulkan alias ditolak.

C. Pembatalan Hasil Keputusan RUPS oleh Pengadilan

Pemegang saham selaku subjek hukum mempunyai hak perseorangan {personal 
right) yang dapat dipertahankan serta dapat menuntut pelaksanaan haknya. Demikian 

juga UUPT menyatakan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan 

terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan Perseroan.132

Gugatan terhadap Perseroan diajukan apabila yang bersangkutan dirugikan 

karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil atau unfair dan tanpa alasan 

yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris. Gugatan 

yang diajukan, pada dasarnya dimaksudkan untuk memohon agar Perseroan 

menghentikan tindakan yang merugikan dan mengambil langkah-langkah, baik untuk 

mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa 
dikemudian hari.

Dalam kasus ini, PT DSU memperoleh peluang dalam memanfaatkan ketentuan 

tersebut karena selaku pemegang saham minoritas bisa menolak suatu tindakan yang 
hendak dilakukan oleh Perseroan meskipun hal tersebut telah diputuskan oleh RUPS. 

Pada prinsipnya, pada saat PT disahkan menjadi badan hukum, pada saat itu pula PT 
telah sempurna menjadi subyek hukum tersendiri yang terlepas dari pemegang 

sahamnya. Selanjutnya, hubungan antara pemegang saham dan PT lebih didasarkan 

pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam 

UUPT dan yang dipeijanjikan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 

Perseroan.
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Dalam hal apakah keputusan RUPS itu batal atau dapat dibatalkan, perundang- 

undangan kita masih belum menentukan. Putusan itu batal atau dapat dibatalkan 

apabila:

b. Bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan cara 

pengambilan keputusan rapat;

Dalam kriteria ini misalnya termasuk keputusan rapat yang memberikan instruksi 

yang mengikat kepada Direksi mengenai tata cara pengambilan keputusan seperti 

jangka waktu pemanggilan rapat yang diperlukan untuk mengadakan rapat tidak 

dipenuhi, dan rapat tetap diadakan maka RUPS demikian dapat dimintakan 

dibatalkan.

c. Bertentangan dengan Anggaran dasar Perseroan;

Misalnya adanya penyimpangan mengenai pembagian keuntungan, pengeluaran 

saham-saham dalam simpanan yang menurut Anggaran Dasar sudah ditetapkan 

merupakan wewenang Direksi.

d. Bertentangan dengan “goede tromr ; dan A'eputusan yang beretntangan dengan 

ini dapat dibatalkan;

Geode tromv ini merupakan suatu pengertian yang samar sekali, sehingga untuk 

itu diperlukan suatu konkretisasi, dalam bentuk dihubungkan dengan suatu 

hubungan hukum. Suatu keputusan adalah bertentangan dengan goede troirw 

apabila keputusan itu menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun 

tidak patut/selayaknya.

Pembatalan suatu keputusan RUPS itu dilakukan oleh Pengadilan.

Suatu pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan, 

yaitu melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama 
itu.
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PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penelitian hukum yang telah dilakukan dengan 

menganalisa kasus yang ada sebagaimana ternyata dalam bab-bab sebelumnya, untuk 

menjawab pertanyaan dan permasalahan dalam Bab I, penulis menyampaikan 
beberapa kesimpulan sebagai berikut:

L Prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat 

Umum Pemegang Saham kedua berdasarican ketentuan yang berlaku dikaitkan 

dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sehubungan dengan kasus PT I.C.i 

Paints Indonesia (“Perseroan”) adalah sebagai berikut:

a. Adanya permohonan penyelenggaraan RUPS berikut alasannya yang 

diajukan oleh salah satu pemegang saham kepada Direksi Perseroan. 

Biasanya RUPSLB diadakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas 

masalah-masalah yang timbul secara mendadak dan membutuhkan 

penanganan segera, karena akan menghambat operasionalisasi Perseroan jika 

masalah itu tidak diatasi dengan segera.

b. RUPS harus didahului dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Direksi 

Perseroan, dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan dengan 

sendirinya akan menghasilkan keputusan yang sah pula. Panggilan RUPS 

dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan surat 

undangan resmi atau surat tercatat dengan menyebutkan agenda yang akan 

dibahas dalam RUPS, sedangkan untuk panggilan RUPS kedua harus 

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
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Sedangkan Anggaran Dasar Perseroan menambahkan bahwa panggilan resmi 

juga dimuat dalam dua surat kabar harian ibukota.

c. Penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPSLB sesuai 

dengan agenda yang dibicarakan dalam RUPS, yaitu penggantian anggota 

Direksi Perseroan dan pembebasan tugas Direksi Perseroan yang lama, 
ditetapkan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 73 ayat (2) j o ayat (5) 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan bahwa RUPSLB 

Kedua Perseroan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

2. Adanya Shareholders Agreement yang telah dibuat oleh I.C.I Omicron dan PT 

DSU dan menjadi awal terbentuknya Akta Pendirian Perseroan, telah mengikat 

dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, yang artinya peijanjian 

tersebut telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam 
peijanjian tersebut, segera setelah para pihak mencapai kesepakatan atau 

consensus sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam mempertimbangkan 

permohonan PT DSU dalam upaya penetapan pembatalan hasil keputusan RUPS 

kedua seharusnya meneliti dan mempelajari keberlakuan Shareholders 

Agreement terhadap para pihak yang terkait, yaitu bagi PT DSU dan ICI 

Omicron, yang menjadi bukti ketiadaan pelanggaran unsur subjektif dari 
peijanjian tersebut serta dasar pertimbangan hukum dalam penentuan jumlah 
kuorum yang dipergunakan Direksi Perseroan untuk menghasilkan keputusan 
dalam Rups kedua telah sesuai sehingga hasil keputusan RUPS kedua tidak dapat 
dibatalkan.

3. Perihal hasil keputusan RUPS yang telah dilaksanakan oleh Perseroan dapat 
dibatalkan atau tidak oleh Pengadilan, perundang-undangan kita khususnya 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, masih belum diatur secara jelas. Putusan itu 

batal atau dapat dibatalkan apabila:
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a. bertentangan dengan ketentuan umum mengenai kewenangan RUPS dan 

cara pengambilan keputusan rapat;

b. bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan;

c. bertentangan dengan “geode trouw”, yaitu suatu keputusan yang 

menimbulkan hubungan hukum yang tidak adil ataupun tidak 

patut/selayaknya.

4. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim dalam 

memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No. 50/PDT/2003/PT.DKI adalah PT DSU keliru menafsirkan secara yuridis 

perihal materi Anggaran Dasar karena penggantian anggota Direksi bukan bagian 

dari perubahan Anggaran Dasar yang sifatnya mendasar dan perlu persetujuan 

dari Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan merupakan materi perubahan lain 

yang cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum & HAM RI paling lambat 14 

(empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS. Penafsiran yang keliru secara 

yuridis tersebut menjadi pertimbai\£<\l\ Kilfcrrn pada dua institusi peradilan, yaitu 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi membatai£an

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu perlu diperhatikan 

pemahaman yang teliti dan jelas perihal kedua hal tersebut.

B. SARAN

Dari uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dan beberapa 

hal yang disimpulkan oleh Penulis maka saran yang dapat diberikan oleh Penulis 

sebagai beriku t:

1. Perlu adanya penambahan ketentuan jumlah kuorum yang dipersyaratkan dalam 

penggantian anggota Direksi Perseroan dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 1 

Tahun 1995, yaitu ketentuan yang berlaku pada saat Putusan Pengadilan Tinggi
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Jakarta nomor 50/PDT/2003/PT.DKI diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta 

atas kasus PT ICI Paints, yang kemudian diatur kembali dengan Pasal 94 

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang seringkali menimbulkan masalah 

dikarenakan anggota Direksi sebagai bentuk perwakilan dan kepentingan 

masing-masing pemegang saham dalam Perseroan, karena banyak Anggaran 
Dasar Perseroan yang tidak mengatur tentang hal tersebut.

2. Direksi Perseroan harus senantiasa memperhatikan dan memenuhi ketentuan 

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan- 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, juga adanya perjanjian 

yang telah mengikat para pendiri sebelumnya sebelum perseroan tersebut 

disahkan sebagai badan hukum seperti adanya Shareholders Agreement, 

sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa Perseroan yang diselenggarakan salah satunya berdasarkan permintaan 

dari pemegang saham dengan memperhatikan urgensinya demi kepentingan dan 
kelangsungan usaha Perseroan dan bukan kepentingan pemegang saham tersebut 

semata.

i 3. Direksi Perseroan harus bertindak secara hati-hati dan teliti dalam pengambilan

keputusan dalam RUPS untuk menghindari pembatalan isi keputusan RUPS 

yang telah diambil karena cacat hukum secara prosedural dan penggunaan dasar 
pertimbangan penentuan jumlah kuorum sehingga keputusan RUPS dapat 

dianggap batal secara hukum oleh Pengadilan berdasarkan gugatan dari 

i pemegang saham yang merasa dirugikan oleh tindakan dan kelalaian yang

dilakukan Direksi Perseroan dalam penyelenggaraan RUPS tersebut.i

4. Pembatalan keputusan RUPS dapat juga dilakukan diluar Pengadilan, yaitu 

melalui suatu keputusan RUPS lain yang diadakan setelah rapat yang pertama 

itu dengan mencapai kata musyawarah dan mufakat. Pemegang saham dapat 

mempergunakan media RUPS untuk menyelesaikan permasalahan di antara 

mereka maka mereka tidak perlu menghabiskan waktu yang lama dan biaya

j
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yang besar untuk mengajukan gugatan kepada institusi peradilan. Apabila 

pemegang saham tersebut merasa harus menempuh penyelesaian permasalahan 

melalui badan peradilan maka perlu dicermati dan dipelajari dasar hukum 

pengajuan gugatan, terutama oleh kuasa hukum pemegang saham yang 

bersangkutan, agar tidak teijadi salah penafsiran secara yuridis dasar ketentuan 

hukum yang dipergunakan dalam gugatan tersebut.
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“ e rc c ií * y a “i c ~ c r; k/:" -.“'S keocs siualnr ssh den üornaK m er.^crnb:.'

¿¿sui.-sart r.î .nci.ri ooh ?*;*n>:gcrg saas.-rj ysr.g mav/akií¡ p<Jinn

sodiki: *. / 3 (sepeniss^ scg.an daa ;-0m!ah seluruh caharr. dengar: h a.n 5üq :s  

ssh \  :-í-.5.-í5 ;ng2¿ rrc -ic ifs r. .C: Cr^zz-m  8.V. tc-in.w, .T.ewatóii 55 % ({irr.a pu'.L-h 

■•■.r. 2 pc-.'ior.) L-cn'.ogariC ysnc berarti ;a:ah rr.err.sr.Lihi kct& r.tusn F aoa '
?2 UU i\'-;. '  T-jLrii.;- ' 3SS :cr.:zr.g rztzecozr. Tórra las, maka rapa t t« :zp  

cissier-g^sraks" c’s« ."ntncsfr.bh •cepuru'san untL.< rnsnzizckzr. 3 (jies) 

D:*cks: t  . w  o d r . t :«!: ¿ tú  s I - c z ik e t . S»; eks- -iór.iü ,

:\lcr.c:yp -\ 6 '^^'.“ 8 i ' i - ;
s c - i  ¿ i  ¿ « m :  ‘

3 Agustus ¿001 tide k sah dr>“

Menyaiaksn
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P. 05

. *• ' -V «-*• • ’ y
- Vler.y-^.>gu ' s.-ij.-uv'. ccrs-T-jü yzr~ ¿na - ar.t kccoc:

pengL 'rjs^y izng ' a’.ss s'ernouor. ser.ciri .-r.cr.gjr.dLirkQn dir! as;I
kopengL'f jsan .

5. Biays msr.urut r / jfe rn  .

,V,c-r.in',b2 r.gt c-ortwa paca p s rs ic ^ g s n  :e !2.̂  du lc tapK ar, lois.**.

CE^r.g n:er;çhadôp K îjssc Perr.chcn YUK~ AZERAN'î , SH. ¿sr. E R IC  ° C N T C r  
SH. Adv'ckz; car. Per.gsc-:;^ os da Law R * jijr . j s He î.-r.a* --V, ♦ . v.* I CikliÖO,
y c S w i s »  "-Li0̂ 2 •"». r„̂ L*S i&t i.y, O -p 1GÎT.CGT 0"i C3n ŝîcfîsn
permchcnsr. P o .-chcr, c'ibscakan ai23 psrisnysan K -k i~ .  KL-asa Pom  chon 

rnar.vaiak'sr ic-isp psdz osrm ohom r.nya :

M i r ' - S i ' b ,  CS.-AV2 ur::üK ^«.ngüaikar. d ^ ü - c ^ i  ps rm cncnnnnys

PçiTiCncri '5 i=fi rr.^.nctjiUr'.zn clnCw-ouK“ : s 'jî^c cs rup i; :c.:oc:cpy ycrsc :o!2 r. 

dib jb -jh : rr.oisrz: se-'jr.upr.ys c'sn 'c 'nh  d icoco is r. c = -{;en  cc iinyc yokr.; :

7. Seriia Acurs P.spa*. urr.^m  ¡--2 .' Bicaa .'.oc 'ja  (Rckrr.vc-r.c;; P c ~ C 5 -"'=  

5s harr. PT. !C: Paints irer.i.ssfa tancca! 1,3 Aç'Jcvjs 2CC'. P - i )  ;

2 -Vilp.utss cf v.',5 s^co~.“  (R i ^wT.vonoc/ Ex!r2 cr-.!r.c."y G gt.c.'ci .ViC-c-'Jr.g c ' 

r.oidsts c i FT. :Ci rc-inls ¿r.rioncsia Jsksrta . 13 A gustus  2001 ( c k J ^ P - S ) -:

G. Akt a i-Juisri^ ’• * v-:-T.t 13C3 Ne. r e r ; r /« :2 ?.n K sp u v js s n  R e p c i F T.
:'Ji .-ain-.s '.r.-c r.^s^. diboa: c iftcdapar. Rcrsarti SucjôrP jô i:. SH. -‘ >!c:sfis d s r  

13PAT ci Jnk2r*.3 ^5u*isii F-3) ;

4. Tcmfccnar. ~ e ;il2 svogars P.! tar,5 5 c! 20  A gus i’-.s 1921 Me. 67 (Eukti P-A) ;

5. Copy Keieci^zr. UU No. 1 izr.un 1295 ter.Lar.q P crce rosr: T c rbu ias  Pass! ~3 

•-Jar. Pzssi 75 (5 -■:<*.* ?-5) :

bsitv/c oe-rcassrkDn G'jrzz porrr.cncr.zr. czn  kcisrsr.g-sr. 

Forr.or.cr. 6\'r.’Sz'sr.-~’f-zr- z zr.czr, s-rat-S'-va; yer.p d ic ij^kan C ipGrsid^npsr..

T:ûk.c te rjngksp  :zk :2 Sêtôçai ^ e r ik u : .

"•ahsvs bensr PT. iC. ^sir.'.s .noonos.-ô îoiûo rr.è.2 Kscr.z'*3r, F.UPS yzr.r; 
oe-'tame ;cnsgs: 2-i Juii 2C-C1. narnun R c rz t  \Jrr.un-. Parr.o^n.-is S c r .m  
c:toîalkan karens "’c’ik  .'nemsr.uni k'jcnJrr, .

Banwa .... ....

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009
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' • ,-:7.  ; -r.er.^ncekar! R o ca : l;:n¡-,r-
P crrie -ang S aíi5~  c -Z'-7-::o2n> ..ar-.g kocu» r a^3 iz r.g g z ! 3

Ac js iu s  ICO* O.raVsi be :- dsr. mernberheím i-csn Z^.reks:
2T.á *

• 9ahwa tíaJa.-n RUFS :c-rs=ou; ?7. Dvvi Sa'rya Lzama seU&u pom egeng  

ad  srr-j --iS % P ;, iu¡ wr.-.corn 3  v. !-da*< hacir. sohir.gca yar,c hatiir hany?. ICJ 

O-T.ícc-rn 3 V. perr.o’rs r.^  sshsrr. ccrserca.n 55 % ;

- 2hv.ü í-i’snd í rc'Til pe-mec ?*n9 saha-r* tersaba; acaiar. :
' .  rencHr.c:ka.'sn Gireks. r^ fü sahs tin . dar,

2. r'0P.S!'!Íi/¡í.r, ! '«'j2s-¡¿:c¿s Di.’éXS: Pg.'üsahílan ; 
car. telar. clp-jlunka- pín^Dr.SKclsn Kemcsií T .  r^ay Sparfcs Tn. : -d c r~ -

Co• m SG.;Cc: L?;rCr\Ti;r .̂'LTS—J'.-SC.H 
S e d a r la -  - - - r .e a  y--«“ -  ¿edua ci{sr.gguhka.*í ;

Wcnirr.Dünc;. l c--,vs; secsia sssuúívj yang t- rp e i ci persicsr.ccr. 

Só:fccca.Tr:2 r.a :¿fcatüi dzlzr.y Berita Acs.'a Sida.-g yarg -*erscr.gJajInr. u~rj.-; 

r r : G n y p e . - . c - í r . p o r *  r¡; c ía rc  cap l9 :-ar. te rm jsuk dan ".•pc.^T'.bsr.ckar. aaicrr; 
per.c’.üpcn i:;i -

^ V T A .^ G  Hü'KUMK'YA

.v /cn i-v j^ rg  ¿•i-.r-.v/a rr.aksjd can tujuar. pcr.r.chonsr. F c ^ s n c -  

2CS.C“ 'jr.iijk -’T!s:'r.p¿rc-:er; suaiu p*¿"<2ÍDp2ri 5£fVib3Íñl5fi hssíí Kcpui-Scn r̂ apa*. 
wm ij-r. Pernota .-a  Sahc.r. (RUPS) PT. ¡CJ Paims !r.¿cr.csia yar.g 

cisaíens&arEkan pacía is.n"cs' ',3 Ag\;s:us 2001 sesuai csngzr, Ecfi;2 Ac?.rá 

Rapat rs,-“ g?:í 1 3 Agu2tu£ 2CC' y a n j v ia re s  íancani oinh P.sv Sparks Gi.'ekiur 

“ ~ • 1 ^ - •-'2 *r.:s o. dar. o í i a sqísK j K eba  Rcps: cíztrv Khoc .<!sn ts r .c  W ir.sicr. 

s s ! a; v u' W  s k ■! ?C' C 'riccf.': ycr.¿ ;oiar* c:í:qc<M¡s:.' clGh Uiier.s A.*;'

Gor.-íoutcrr.c, SH. í-ioícris di Jskana, /-.a rano ildak merr.cr.^hi küc.'L-m serts  

rríciE.nggsr ke t^n r.-jan ? j;.a ¡ :n  ayc*. 5 tzv¡ Pasa! Í8  aya: 2 Ar.ggarzr, O zsz: 

Porsarcan ¿c. Pasa: 75 U'J ¡\c. ‘¡ Tchur. *.535 :¿r-!ar;g Persercan T*rbc:sc- ;

VIen-.'r.b?*•-*•:,». aaiv.vr. sü'jiíI W  a*/at 5 rr.ggaran Cccnr PT. !C! Pc¡r,"Lz 
'•';c'cr:<3í i 5 frer:Gr>luk¿ir. ccr.-.v̂ . •
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M

VJ

-fir'/
s'

s

i «

,aA'

©

"3ua:J rssa» - m i ; -  ccr-.e^^og s c *: .i r r  hcn /a  -a p a : rrar.gsr'-.bi! keputusan jika 
rapat tef5=c;_: c'.hacir.1 J2 r. a:su d<ws<ii.‘ dengar. su ra i kuasa sa d ik ii-d ik itnya  2 / 3  

(<¿'.*2 p e rtig a ) ca.'; jumiah rrccis: y 2 r.g c ix e lu a k a n  olan P erso roan“ . (v ioe Bukti 

P *2 ):

taer.:rr.bang. bahwa Kerentaan Fsssi IB a y =: A nggaran  O asar FT.
iC l Fzin is  inc:ne$i2 raer.czt'jr canv.'a : •'Fc.'ubcHe.n ar.ggzrsr, c s z c r  hanya dapar 

dihikuKa.n berdasa'kar. ksp jtu ssn  suatu rapa: umurr. ’.uar biasa, pemegang  

sar.am psrs srosn yer.g sengsja d ipanggil dan d iadakan u r.: u k  ;:u s e n  a air.cdUl 

s 3 ‘ ;bT3 n 5 -h u f 2r: 2 n y a •- /  5 (em cat per lima} -£«'i ¿¡-’rr.lan n c c a i yar.g '.^¡ah 

diksiuarkar. can us*Ji larsab'Jt harus cisaLuj-: se ku ;cn s -k ,j.'a r..-r.ya  3 / -
(tiga per ampai) csri j '- 'n ! : "  suara ya n c cikcIu-crKsn d o -z " . -  sah, ksm ud is r. aya;

(2) c?2.bi'.2 rapai pe!*.a:r.a «dok rercapc.' 4 /  £ cs-'1 ;c r^-ch rnocn; yang  dikeluarkan, 

maka secepatnya ~ i tVjsji*} h2 fj sasudar. r o P2: pcrtarr.a c jadskan  ’ -  p c t kedua 

yang harus dihadir: oleh sskLvanc-kLvangny-s ^ •' 3  ie im pei per ¡¿ma) z z :\ yjrr.-zri 

mccai y s. r. g :eisr. d:.ka»U2rkan pcrsoroBr. ;

Mar.tn’.cang, banwa r  25 a; 1 2  ' ^ ‘ '-z n c -U r.c a r .g i^c . *, T s r. f  r.

- 3 9 5  »er.-isr.g Persoroar. Tarsaias - .tn e n iu k a n  ^ ™ a  Ar.ggaran D asa r rrvorp.^: 

3usur.cn, j'j.T.lah den na.r.c ¿r.ggo:a O tre iu i d - i'. r%omi3cr!3, .<err,Uc:z:r. p?.sa! 

a y a * J ; J  t\:o. '• 7 2 nun 'i5 9 5  menaniukan ba?v*VE re ru o a n s r. A ngga ran  D is s r  

ditetapkan c!sh F.'JPS; ko rrv jiian  pssaf 75 nya rr.er.gatL'r tantar.g Jurr.jsn k-jsrurr. 

y a r. g hadir dz'srr. R aca: Umum Pemegang Sr.ham ur.u::*; agenca peruc-fcar. 

anggaran cssar yakni salrnc saoikit harus d ih^d in  oleh 2 / o (dua per tiga) 

bagian cari ju-rr.iah s-aluruh sahem dongan r-ak s -a ra  yzr.y  sah can  c ise :« j~5 

paiing socikit 2 / 3  (ciuc cer tiga) bagian cari j'-m !ah s^a ra  'c rb a n y s k . apsbiis  

tic3X mencapai tsrsswu:, .T^aks d j^cakan R oP is  /̂ 6dwa /v - . i j  Ginso.Ti

paiing sediki: 2  / 3  (cua psr Vga) -izgizn  ds/i ¡orr^isn se lurun cabam  c ^n c a n  nak 

5L'2:‘2 sah dan d issiw j'j; clen sc;3ra terbanyak c <2f  »emich, yang nad ir ic fs o b v t :

.V.sn:m^ang, bar/.va oien sarana panunjukkar. susunan pongurvs 
oeraerca." sesua: dengar 0335! 12 h-:ruf T  obilah tariTinauk dalam engceran 
oasar. maka pa.'u^anan susunan pengurus yck~i daiam per.unjukkan Direktur 
barv cm  perr.Derrveniia.- Direktur ¡ama perseroan, termss-jk dalam parubahar',

ar.ccaran

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009
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/ - /•
a r . js a fc -  cssa.- cieh <c;£-.an-/fi Rcpa; Umcrr. Luar S issa

P sm egsr.j Saas.T. yar.a“i ;:iioK5ur.a*<ar. o!eh PT» ICI Paints Indonesia -pada 

tanggal ,2 .a^-js;us 2001 dengar. Dger.c:. tertarr.a Pangar.fikatan O ireksi 

re rusahccn  dur. Kedua Psnentuzr. Tugas-Tugas Direksi Perusahaan . adclab  
n ’.a rjp a k^ i: R z ¿2 : U-.vj.-n Perregar.g Saham Luar Biasa psrssrcar. UfituK 

■ or.ggHran ccssr cc rss rca r PT. 1C! Paints Indonesia, olah karenanya

r .z r js  c;hac;ri cioh p-::!r.g --arik!: A! 5 cari jumtei*. mcca! yang te!ah d ike iu2 fk a r  

(•-22 2 ! »3 2 \'C: .-'j'cgarEj'. Dasar r  T. ¡01 Paints Indonesia) atau paUr.g sedikiL

c,en 2 / 3 (c u j ,-*>■ r\c--j ¿ari jumiah mcc-ai yang ¿ikejuarkar. ciah  

Z i.'LS.'can [P ssz i /a  O r. p co g - u  r. c 2.1 g .\’c. 1 ^ahun 1935 tontang Perseroan  
r s.'s2 las} :

»Menimbang. c ir.w a  berdasarkan hai-ha; ycr,g d ip  e n i m c c ngr.z n 
¿«rscfeu: ciataz. Ropa; :J n r jr *  L*jcr Bbsc Parr.egang Saham yeng diisiesansi:;.**. 
PT. '.C! rc'.r-is ,'r.cor,ssia psca tingg^.- *3 /\gus:us 2v01 dengan agenc^  

pangangKatar. Dlraks; 5 £.*■_- dan pc-mbcrr«eti-inn Direksi Lama bar.0r.t2 r.gs:i  

zsr.csn  ketentuan passl 14 ayat (5). Pasi:! 15 eya: <1} Anegaran Dasar PT. SC!

5rccr:5?'£ can F-'s*2; 75 ü~danc*Ur:dana N c. 1 Tahun 1935 Xcntar.“- 
~ ~ " i z r c z r .  7o :ba:=s :

1V.sr.irr.a2 na. acnv.-a d: c r- karsna Rapai 'Jm L:rr, Lasr Siasa P e m c-c a r, c 

Srsham k g c -c  PT. ‘>Ci P.’.jnto Jr.ccnssla /ans  dilaksanakan psda tangga- . ~ 

A<;-jr,:*J3 2001 dengan Eeriia Acora Rapat tan jga i 13 Agustus yan* isiar. 

d iia rc s  tangani c ieh Ray Sparks. D<rax:,:r PT. ICI Paints indonesia, den K iicc  

'•v. 3 n Lartg vVnsíon 5 fina aüfe^a.’isir oü?h Uüsn Arif Gcndautcmo, SH. Notaris c> 
J aku: ia. sdeier. bertsntEr.je.-. d cr.ee r ketemuar. pascí 'i A oyat (5 ). Paes! 1 o oyc: 
i ' /  Anggaran Dasar dan Pas:-! 75 Lo.dang-'Jr.car.g «No. 1 Tshun 19S5 tentang 

P srss rcsn  T -r tc ia s . rr.sKs .<sp»j:usa« RUPS Kecva PT. ICi Paints ir,denos;« 

‘angga i 13 Agustus 2CC 1 ‘Jo-ik merpenulii xucrum :

.VIsr.; — bar.g. har.-.vs c-.cr. Ka-ena Rapct Umurr. i_uar Biasa Perr-eg^rs  

Sanam  PT. i c ¡ Pa!r*:s ¡nccrsssiu y»\ng ksaua i^ncga! 13 Agustus 2001 iicck  

Tjsman'Jr.i kuerum, maka ASpu'Vjsan Rapat Urr.um Luar 3iasa pemagang Sanarn 

lo rsecut adaiah sdak sah dan cieh karena.n/o baiai demi hukum

iV1or.jnr.bang

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009
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//» r / é\  r-

•• 7  ;  . p

Menimbang, eleh «arana Repac UfT,um Luar Siaao
Pemegang Saham Kcduc PT. ICi Paints Jndonesia ta n g g 2 J 13 A gus tus  2001 

tidak sah, tt.zkz susunan pengurus y z r, g lama te tap  sah . k ^ c u a il yang stas 

kercausn sendiri t=lab mengundurkan diri cari kepengurusan  ;

Mer.imaano. banwa berdasarkan pe rtim bang an  to rsobu* cioias. 

mafcs permohonan Pemohon menurut hemat P cngad iia n  N e g e ri, pa tu t untuk 

diiccbuikan. dan c!sh karena psrrr.chonan d ikabu lkan , m aka fct3ya perm ohonan  

ini sebagaimana ditetspKar. dalsrr. anr.ar pu iusan /peno tapan , d ib e b a n k a n  kepada 
Pemohon ;

/V; c- rr. p c r r, s : i .< s r. pasal-pasal dari U ndang -U ndang  s o ria  ketontuan

Jainnya yang bc-rscnc-cL-’tcr. ;

f
M E N E T A P  K A N  f~i/

/
1. Mengabulkan pa:-:r.c'r.cmn Perr.r~on ;

2. Menyatakan banwa kop utusan R<JFS kedua iarrgga! 13 A g u s tu s  2001 tidak 

memenuhi kuerurr: sc r .2 meianggar Pasai 14 aya t 5 dan P c z d  16 ay^1 2 

Ancgarar, Dasar Perseroan jc . Pasal 75 UU No. 1 T ahun  19 B5  t c n ^ r’9 

Perseroan Terbatas ;

3. /-/,eny2 iakan bahwa Keputusan RUPS kedua tangga ! 13 Ag-ustuc .2001 tidak 

S3h oiah karenanya cata' domi hukum ;

4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lam a te tap sah , kecuali 

pengurus ysr.g atss k rrrs u a n  sendiri to iah m e n g u n d u rka n  d iri dari 
kepensurussn ;

Membebankan biaya pgrnohcnan  ini sebosa." Rp. 8S.CC0,- (doiaparv puiuh  
sorobilar. ribu rupiah) ;

D em ik ian

À
Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009
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Dsrr.V'.^r, c¡:e:üpKún c; vS.<2 f ka puC2 h *n  : KAM IS tangent 

04 O K ro b c f ZCJI . Ksm i : gjOVVANTOP^p, SjH., H e W.t . P o r.gad ilan  N eg eri 

js xs ity ; .-'or.-L&pET r ’.2..s -.uc-OKan paC£ hari ¡ty jugs  d ida!arr

pe.-sid2 .-5 2 r  ysng ’ crbu-ca ^ ru -k  -nv-rc, c e ^ a r ,  dibantu Clch YUNQA  

M A S 9) SH. rs r.iis ra  Per.pgan;!. sarta cinsciri o:eh Kusca Po.r.chon *

=/'N 'iT  = P>A PE:NiG G A-N7i. HAKi-M iersebu:

Ci

YUN'PA MASS;. 3H, ^'^ArOTORo. S■Sí-i.

r~ I

\ i- • c- r > '■ . . f"v C. T 'JAn:err.-. .
RzCc.uS':.........................
r r.r\r:r.}';r-.ri ... .______
„• (j rr. I r. r . .......... ..................

r<p
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V/> ^. *■ y
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.\>:u
: K A y - '  

11 ' ̂ .,.v  :
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P U T U S A N  
No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili 
perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan 
sebagai berikut dalam perkara antara :

I.C.l. OMICRON B.V.. suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada Hukum

Belanda, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili 

Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya ZULFADLI, SH., 

MUSFADILLAH DAULAY, SH.L.L.M, MIFTAHUL HILMI, 
SH. ketiganya pada Kantor YUSRIL iHZA MAHENDRA & 

PARTNERS, Advokat dan Pengacara, beralamat di 

Gedung Citra Graha Lantai 10, Jl. Jenderal Gatot Subroto 

¿5 -  36 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 21 Maret 2002, selanjutnya disebut 

sebagai PELAWAN ;

MELAWAN:

1. PT. PWI SATRYA UTAMA, beralamat di Tifa Building Lantai 5 & 11 Jl.

Kuningan Barat No. 26 Jakarta 12710, dalam hal ini 

diwakili oleh kuasanya RUFINUS HOTMAULANA,

S H. MM dkk Pengacara-Pengacara pada Law Offices 

RUFINUS HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH Law 
Offices), beralamat di Wisma Kodel, Lantai 8, Jl. HR. 

Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, 

selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN ;

2. PT. I.C.l
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2. PT. KC.l. PAINTS INDONESIA, beralamat di Tifa Building lantai 4 Jl. Kuningan
Barat No. 26 Jakarta 12710, dalam hal ini diwakili 
oleh kuasanya RUFINUS HOTMAULANA, SH.MM dkk 
Pengacara-Pengacara pada Law Offices RUFINUS 
HOTMAULANA & PARTNERS, (RHH Law Offices), 
beralamat di Wisma Kodel, Lantai 8, Jl. HR. lRasuna 
Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 12920, berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2002, selanjutnya 
disebut sebagai TURUT TERLAWAN ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan penegasan atas gugatan Provisi dari Pelawan 
sesuai suratnya tertanggal 17 Juni 2002 No. 345/MD.YIM&PA/I/02 perihal Mohon. 
Putusan Provisi;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 
21 Me* 2002 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
pada tanggal 21 Mei 2002, dibawah Register No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. yang 
ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 selanjutnya disebut 
“Penetapan" oleh Hakim Tunggal, Ridwantoro, SH. pada Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan, yang bunyi AMAR PENETAPANNYA sebagai berikut :

"MENETAPKAN”

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak 

memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 
Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas;

3. Menyatakan......................
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3. Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak 
sah oleh karenanya batal demi hukum ;

4. Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus 
yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;

5. Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh 
sembilan ribu rupiah);

Adapun sistematika dalil dan alasan diajukannya gugatan perlawanan ini adalah 
sebagai berikut:

Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan dan diktum Penetapan aquo 
sebab sebagai pihak yang kepentingan hukumnya dirugikan, dalam Penetapan 
aquo, Pelawan secara hukum seharusnya dijadikan sebagai pihak, sekurang- 
kurangnya sebagai Termohon untuk dipanggil dan didengar keterangannya dan 
diberi hak mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap apa-apa yang 
dikemukakan oleh Terlawan dahulu Pemohon, namun faktanya Terlawan sebagai 
Pemohon tidak menjadikan Pelawan sebagai pihak atau Termohon Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak pernah memanggil, mendengar 
keterangan, dan memberikan kesempatan menyangkal dalil-dalil yang diajukan 
Terlawan dahulu Pemohon. Faktanya Pelawan mengetahui adanya penetapan 
aquo bukan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetapi dari pihak ketiga yang 
memberikan copy Penetapan aquo. Atas alasan ini sebagaimana seharusnya 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan tidak menerima Permohonan 
aquo ;

Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan pada hari 
Kamis tanggal 4 Oktober 2001 TIDAK MENYEBUTKAN DENGAN JELAS RUPS 
Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana (perseroan apa) 
yang tidak sah, apakah perusahaan Terlawan, perusahaan Pelawan atau siapa ? 
Ini semua tidak jelas (obscuur libel). Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam 
diktumnya juga tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dipakai oleh Hakim 
untuk menerima permohonan Terlawan dahulu Pemohon, dimana semua hal itu 
menurut hukum wajib dicantumkan sebagai syarat untuk membentuk suatu 
Penetapan / Putusan yang sah. Maka penetapan aquo bertentangan dengan 
Pasal 178 ayat 1 HIR pasal 189 ayat 1 Rbg ;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan 
No. 492 K/Sip/'i970 tanggal 16 Desember 1970 menetapkan bahwa :

‘'Putusan
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“Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende 
gemotiveerd) harus dibatalkan” ;

Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Desember 1970 No. 698K/Sip/1969 intinya 
: Amar Putusan yang berbunyi: "mengabulkan seluruh gugatan” tanpa merincinya 
apa/siapa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu dictum) tidak dapat 
dibenarkan” ;

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, dalam suatu perkara permohonan
o

yang bukan perkara gugatan, Hakim hanya berwenang mengeluarkan putusan 
konstitutif yang sifatnya meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum 
yang tidak bersifat menghukum. Putusan Konstitutif tidak dapat dilaksanakan 
karena tidak menetapkan hak atas prestasi tertentu, maka akibat hukumnya tidak 
tergantung pada bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan. Penetapan aquo 
disamping obscuur libel juga telah mfelampaui wewenang yang diberikan Undang- 
Undang kepada Hakim dalam memeriksa suatu perkara permohonan ;

1. Bahwa Pelawan memiliki 55 % saham dari seluruh saham yang dikeluarkan 
oleh Turut Terlawan, sedangkan Terlawan memiliki hanya 45 % saham dari 
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan ;

2. Bahwa Pelawan melalui suratnya tertanggal 4 Juli 2001 telah meminta agar 
Direksi Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda 
penunjukkan 3 (tiga) orang Direksi baru, yakni Inderadi Kosim, Ray Sparks, 
Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi lama, yang sudah 
mengundurkan diri, yakni Ara Moushigian dari Pelawan ;

3. Bahwa berdasarkan butir 2 diatas Direksi Turut Terlawan melalui suratnya 
tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan untuk 
menghadiri RUPS Luar Biasa yang akan diadakan pada tanggal 24 Juli 2001. 
Pemanggilan itu dilakukan dalam waktu 20 hari sehingga sudah sah dan 
sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Turut Terlawan dan pasal 
69 UU No. 1 Tahun 1995 yang mewajibkan pemanggilan pemegang saham 
sebelum RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hari sebelum RUPS diadakan ;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 5 Anggaran dasar Turut 
Terlawan, menetapkan bahwa “Suatu Rapat Umum Pemegang Saham baru 
dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri dan/atau diwakili 
dengan surat kuasa sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan” ;

5. Bahwa
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5. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 4 diatas, 
maka RUPS Luar Biasa Turut Terlawan pada tanggal 24 Juli 2001 
pelaksanaannya dibatalkan dengan alasan Terlawan tidak menghadiri RUPS 
Luar Biasa, meskipun telah dipanggil dengan surat undangan resmi dan 

diterima oleh Terlawan, Terlawan tetap tidak hadir, sehingga ketentuan kuorum 

sesuai Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, Terlawan telah 

mengirimkan surat undangan Kedua kepada para pemegang saham Turut 
Terlawan*untuk menghadiri RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 
13 Agustus 2001. Pemberitahuan resmi itu juga telah dimuat di Harian The 

Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 2001 

dan telah diterima oleh Terlawan, sehingga semuanya telah sesuai dengan 

tata cara, prosedur dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan 

oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar Turut Terlawan, terutama 

sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. 

Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995, yang mewajibkan pemanggilan pemegang 

saham untuk RUPS dilaksanakan dalam waktu 14 hari;

6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPS Luar Biasa Kedua telah 

dilaksanakan dengan kehadiran Pelawan dan tanpa kehadiran Terlawan yang 

mana telan mengambil keputusan penunjukan tiga Direksi Turut Terlawan 

yang baru dan pemebasan tugas Direksi yang lama. Penentuan kuorum dan 

pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan 

ditetapkan oleh Direksi Turut Terlawan berdasarkan Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 

UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa 

RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan adalah sah dan berhak mengambil 

keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 

sah). Menimbang bahwa kehadiran Pelawan telah mewakili 55 % (lima puluh 
lima person) saham yang berarti telah memenuhi ketentuan Pasal 73 UU No. 1 
Tahun 1995 ientang Perseroan Terbatas, maka Rapat tetap dilaksanakan dan 
berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat dan kemudian 

telah menetapkan tiga Direksi baru dan membebas tugaskan Direksi lama. 

Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani 

oleh Ray Sparks sebagai Direktur Turut Terlawan, Ketua Rapat dan Direktur 
Turut Terlawan dan Khoo Kian Lang Winston serta dilegalisir oleh Lilian Arif 

Gondokusumo, SH., Notaris di Jakarta ;
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7. Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasil 
keputusan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001
adalah :
- Direktur : Zahari Bin Haji Mahfoudz ;
- Direktur : Ray Sparks ;
- Direktur : Inderadi Kosim ;
- Direktur : Yoesoef Santo ;
- Direktur : Clay Tirtana Subrata ;

8. Bahwa meskipun Anggaran Dasar Perseroan TIDAK SECARA TEGAS 
MENGATUR ketentuan yang berlaku dalam hal RUPS Luar Biasa Perseroan 
yang pertama tidak berhasil memenuhi kuorum, namun Terlawan telah 
DENGAN SENGAJA LALAI tidak mengajukan kepada Hakim Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan Shareholders Agreement dari Turut Terlawan, 
sehingga Hakim tidak mengetahui dan tidak mempertimbangkan tentang 
ADANYA pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari SHAREHOLDERS 
AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991 yang TELAH SECARA 
TEGAS MENGATUR hal tersebut ;

Secara hukum ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar 
Turut Terlawan adalah ketentuan umum (Lex Generalis) yang mengatur 
masalah kuorum suatu RUPS Luar Biasa sedangkan pasal 2.02 s/d 2.04 
Sharehoders Agreement dari Perseroan adalah ketentuan khusus (Lex 
Special's) yang mengatur kuorum RUPS Luar Biasa dari Turut Terlawan ;

Kemudian perlu juga dikemukakan disini bahwa Akte Pendirian Turut Terlawan 
harus dijiwai dan dibuat dalam semangat Shareholders Agreement Turut 
Terlawan tertanggal 9 Januari 1991 yang mengikat dan berlaku sebagai 
Undang-Undang bagi pembuatnya yaitu antara Pelawan dan Terlawan. 
Adapun bunyi Pasal 2.01 sampai dengan Pasal 2.04 Shareholders Agreement 
Turut Terlawan adalah sebagai berikut :

Article 2 
Board of Directors

2.01 The management of the Company shall be entrusted to a Board of five 
Directors who shall be appointed and removed in accordance with the 
provisions of the articles of Association of the Company ;

2.02 D.S.U. shall...................
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2.02 D.S.U. shall propose candidates for two members of the Board of 
Directors and I.e.I. shall propose candidates for there members of the 
Board of Directors ;

Each Party shall exercise all its voting rights and powers as a shareholder 
to support the election of the candidates of the other Party to the Board 
to Directors;

Similarly each Party shall support the other in the event that it wishes to in 
the event of its candidates.

In the event of the removal or resignation of one of the Directors the 

Party proposing such candidate shall propose a replacement and the 

other Party shall support the election of such replacement in similar 
m eanner;

2.03 The day to day management of the Company shall be entrusted to a 
General Manager.

The appointment of the General Manager will be made with the appoval of 

all the Directors of the Company but no Director shall unreasonably 
withhold approval.

2.04 Tho Directors Shall unanimously approve of the appointment of many 

expatriate s ta ff;

Ketentuan pasal 2.02 s/d 2.04 Shareholders Agreement Turut Terlawan di atas

pada intinya mengatur sebagai berikut :

- Manajemen perseroan diserahkan kepada Dewan Direksi yang terdiri dari 
lima orang ;

- PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan dua orang anggoota Dewan 

Direksi dan I.C.I Omicron B.V. akan mencalonkan tiga orang anggota 
Dewan Direksi ;

- Dalam hal penggantian dan penghentian tugas seorang anggota Direksi, 

pihak yang melakukan penghentian anggota Direksi tersebut, akan 

mencalonkan penggantinya dan pihak yang lain akan mendukung 

pengangkatan anggota Direksi yang baru tersebut dan demikian pula 
sebaliknya ;

- Dewan Direksi akan mengesahkan dengan suara bulat pengangkatan 

semua tenaga kerja asing”.
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9. Bahwa selain ketentuan pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari 
SHAREHOLDERS AGREEMENT Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991, 
mengenai komposisi Direksi Turut Terlawan, secara tegas diatur didalam 
Anggaran Dasar Turut Terlawan sebagaimana disebutkan didalam Akta 
Perubahan Anggaran Dasar No. 11 tahun 1990 yang dimuat dalam Lembaran 
Negara RI No. 67 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara RI No. 2596 
tanggal 20 Agustus 2001 yang dikutip sebagai berikut :

“Direksi terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit tiga (30 anggota.
Apabila Direksi terdiri dari lima (5) anggota, Imperial Chemical Industri PLC 
akan mencalonkan tiga (3) orang dan PT. Dwi Satya Utama akan mencalonkan 
dua (2) orang, jika Direksi terdiri dari tiga (3) anggota, maka Imperial Chemical 
Industries PLC akan mencalonkan dua (2) anggota dan PT. Dwi Satrya Utama 
akan mencalonkan satu (1) orang” ;

Jelaslah ciisini bahwa jika komposisi Direksi adalah 5 (lima) orang maka 3 
(tiga) orang harus dicalonkan atau berasal dari Pelawan dan hanya 2 (dua) 
orang dicalonkan atau berasal dari Terlawan ;

10. Bahwa dengan demikian, konsekwensi yuridisnya adalah perseroan wajib 
berpedoman kepada ketentuan Shareholders Agreement Turut Terlawan 
tersebut di atas, dalam hal tidak ada ketentuan yang mengatur hal tersebut 
dalam Anggaran Dasar Perseroan. Konsekwensi yuridis tersebut juga 
didukung oleh ketentuan pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 yang 
pada prinsipnya berbunyi :

RUP3 Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak 
mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang penuh ;

Sehingga ketentuan Shareholders Agreement Turut Terlawan dan ketentuan 
UU No. 1 Tahun 1995 tersebut diatas BERLAKU sah dan mengikat bagi 
penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa 
Kedua Turut Terlawan, yang mana telah disetujui oleh para pemegang saham 
perseroan yarig hadir;
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11. Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum diatas, maka jum lah anggota 
Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Terlawan seharusnya lebih kecil dari 
jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan. Jika jumlah 

anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Terlawan lebih besar dari 

jumlah anggota Dewan Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan maka hal itu 

merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlawan terhadap ketentuan 

SHAREHOLDERS AGREEMENT dan ANGGARAN DASAR Turut Terlawan 
yang ditandatanganinya bersama dengan Pelawan, sebab jumlah kepemilikan 
saham Teriawan faktanya lebih kecil dari kepemilikan saham Pelawan ;

12. Bahwa dalam perkara aquo dimana sudah terjadi perselisihan antara Pelawan 

dengan Terlawan, jika diteliti lebih dalam, maka sifat permohonan Terlawan 

dari segi substansinya telah masuk ke dalam kategori perselisihan kepentingan 

tiga pihak yang seharusnya diajukan dalam suatu gugatan dan bukan perkara 

Permohonan seperti yang diajukan oleh Teriawan dahulu Pemohon yang 

menghasilkan Penetapan yang keliru tersebut, karena persoalan yang timbul 

sudah menyangkut tiga kepentingan hukum yang berbeda, yakni kepentingan 

hukum : Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan ;

Selain dari itu Permohonan Terlawan atau dahulu Pemohon sama sekali tidak 

menyebutkan siapa-siapa pihak yang menjadi Termohon. Permohonan 

Terlawan dahulu Pemohon telah menyangkut dan mempengaruhi kepentingan 

Pelawan dan Turut Terlawan, yang mana keduanya tidak dilibatkan sebagai 

pihak-pihak Termohon. Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata 

seharusnya dalam suatu perkara permohonan, Terlawan sebagai Pemohon 

hanya mengajukan permohonan yang menyangkut kepentingan hukum 
Pemohon (Terlawan) sendiri saja ;

Seharusnya Hakim tunggal Ridwantoro, SH. d a la m 'perkara permohonan aquo 
tidak menerima permohonan Terlawan, dahulu Pemohon, aquo yang bersifat 
obscuur libel tersebut karena substansi permohonan aquo obscuur libel dan 

sudah masuk kategori substansi gugatan ;

13. Bahwa selanjutnya Terlawan (dahulu Pemohon) telah bertindak melampaui 

batas dengan menyalahgunakan penetapan aquo dengan menggunakan 
penetapan aquo sedemikian rupa seolah-olah kekuatan hukumnya sama

dengan
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dengan suatu penetapan eksekusi yang dapat dilaksanakan. Terlawan (dahulu 
Pemohon) secara tidak sah telah menyalahgunakan Penetapan aquo untuk 
mempengaruhi pihak ketiga (Deutsche Bank Jakarta, kantor Dirjen Binawas 
Depnakertrans RI dan Pihak Kepolisian);

14. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, tanpa adanya perintah Ketua 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan Eksekusi dari Pengadilan 
Negeri, maka eksekusi TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN. Maka terbukti bahwa 
Terlawan, dahulu Pemohon, telah dengan tidak sah bertindak secara 
bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menyalahgunakan 
pgnetapan aquo dan menggunakannya untuk eksekusi meskipun penetapan 
aquo secara yuridis TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI,

15. Bahwa untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara ini oleh Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan ketentuan 
hukum apa yang tepat dipakai berkaitan dengan penetuan kuorum RUPS Luar 
Biasa Kedua Turut Terlawan dalam hal Anggaran Dasar Perseroan tidak 
mengaturnya secara tegas maka Pelawan mohon dengan hormat agar Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghadirkan saksi ahli dari 
Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI untuk didengar 
keterangannya di muka persidangan ;

Berdasarkan dasar hukum, fakta, dalil dan alasan sebagaimana terurai diatas
dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Membekukan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. 
tanggal 4 Oktober 2001 ;

- Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-perbuatan apapun yang 
menggunakan Penetapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 
Oktober 2001 sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan 

di Bank-bank;

- Menyatakan
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- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, 
banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Gugatan Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum, Pelawan adalah Pembantah atau Pelawan yang 
baik ;

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Ke dua Turut Terlawan tanggal 13 
Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai 
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan UU 
No. 1 tahun 1995 ;

4. Menyatakan Shareholder Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan 
mengikat Pelawan dan Terlawan ;

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut 
Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, 
terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh |CI 
Omicron BV. (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya 
Utama (Terlawan) ;

6. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/PDT.P/2001 / PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 atau menyatakan 
Penetapan No. 235/PDT.P/2001/PN.JAK.SEL. tanggal 4 Oktober 2001 tidak 
mempunyai kekuatan hukum ;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
walaupun ada banding, verzet ataupun kasasi ;

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada Putusan ini ;

9 Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon diputus
dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, 
telah datang menghadap Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Kuasa Turut 
Terlawan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian diantara 
kedua belah pihak, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara 
dimulai dengan pembacaan surat perlawanan Pelawan, yang isi dan maksudnya 
tetap dipertahankan oleh Pelawan ;

Menimbang, bahwa atas gugat perlawanan Pelawan tersebut, Kuasa 
Terlawan dan Turut Terlawan, mengajukan jawaban yang pada pokoknya 
sebagai berikut :

I. JAW ABAN TERLAWAN :

DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG 
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT 
(KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan 
mengadili secara absolut perkara ini, sebab menurut pasal 10 butir 1 
PERJANJIAN PARA PEMEGANG SAHAM tanggal 9  Januari 1 9 9 1 , yang 
dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH., Notaris di Jakarta, berisi 
ketentuan : : Jika terjadi suatu sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara 
damai kedua belah pihak setuju untuk mengajukan sengketa tersebut ke 
Majelis Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur dibawah ini, akan 
terdiri dari tiiga orang Arbitrator. Dua Arbitrator akan ditunjuk oleh PT. I.C.I. 
Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing-masing dan Arbitrator 
ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua Arbitrator yang 
ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang ditunjuk gagal untuk menunjuk 
Arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal yang 
diminta oleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara 
bersama meminta campur tangan dari Kamar Dagang Internasional (ICC) di 
Paris untuk memilih Arbitrator ketiga tersebut". Dari ketentuan pasal 10  butir 1

Perjanjian
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Perjanjian tersebut jelas memuat klausula Arbitrase yang menyangkut 
kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan dalam perkara ini dan 
ketentuan tersebut bagi pihak-pihak mempunyai kekuatan sebagai Undang- 
Undang (vide pasal 1338 KUHPerdata), sehingga jika ada sengketa antara 2 
(dua) pihak, maka Badan yang berwenang memeriksa dan mengadli secara 
absolut adalah Badan Arbitrase, bukan Pengadilan Negeri (vide pasal 134 HIR 
jo. pasal 615 dstnya Rv serta periksa Putusan MA-RI No. 225 K/Sip/1976, 
tanggal 30 September 1983, dimuat dalam Himpunan Kaidah Hukum Putusan 

MARI Tahun 1969-1991, hal. 83);

II. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa gugatan Pelawan Kabur:

a. Bahwa kalimat dalam petitum DALAM PROVISI butir 1 yang berbunyi : 
"Membekukan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehingga apabila 
tuntutan provisi dikabulkan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) ;

b. Bahwa petitum Pelawan bersifat DECLARATOIR, bukan 
CONDEMNATOIR, hal mana terbukti dari kata-kata : "Menyatakan" 
tidak ada kata-kata : "Memerintahkan” atau “Menghukum”, sehinggga 
apabila gugatan dikabulkan, maka putusan tidak dapat dieksekusi (Non 
Eksekutabel), padahal bentuk perlawanannya dibuat berupa gugatan, 
namun Petitumnya dibuat berbentuk Permohonan ;

c. Bahwa petitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat 
dieksekusi, tetap Pelawan minta agar putusan dapat dijalankan lebih 
dahulu (dieksekusi lebih dahulu), sehingga didalam petitum itu sendiri 
terdapat pertentangan (Contradictoir) yang sangat keliru ;

d. Bahwa dalam petitum butir 5, Pelawan minta agar Pengadilan Negeri 
“Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut 
Terlawan) terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus 
dicalonkan oleh ICI Omicron BV. (Pelawan), dan 2 (dua) orang 
dicalonkan dari PT. Dwi Satrya Utama (Terlawan I)”. Petitum ini tidak 
ada dasar hukum untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal 
ini hanya diatur melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagai Undang- 
Undang tertinggi dalam sebuah perseroan ;
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2. Tentang Permohonan Uitvoerbaar Bij Voorraad DALAM PROVISI

Tentang permohonan uitvoerbaar bij voorraad DALAM PROVISI adalah 
tidak tepat dan tidak benar, sebab tuntutan provisi itu sudah merupakan 
tuntutan agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Dengan adanya 
tuntutan uitvoerbaar bij voorraad dalam provisi, maka terjadi tumpang tindih 
(over lapping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur;

3. Tentang Lebih Pihak

Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah 
tidak tepat dan tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan, 
bahwa Pelawan (ICI OMICRON BV) adalah pemilik 55 % saham PT. ICI 
Paints Indonesia, yakni pemilik saham terbanyak di PT. ICI Paints 
Indonesia, sehingga dalam hal ini Pelawan telah menggugat dirinya sendiri 
dan juga menjadi rancu, karena sulit dibedakan mana Pelawan dan mana 
Turut Terlawan. Dan dengan dijadikannya PT. ICI Paints Indonesia sebagai 
pihak, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

ill. TENTANG POSITA TIDAK MENDUKUNG PETITUM

1. Bahwa dalam posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan 
tentang Provisi, tentang permintaan pembekuan Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 
2001 dan tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun 
yang menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 
Oktober 2001, tetapi dalam petitum tanpa disangka-sangka muncul 
tuntutan provisi yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan- 
perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, sehingga posita tidak 
mendukung petitum dan kontra produktif;

2. Bahwa dalam posita gugatan Pelawan tidak menguraikan atau tidak 
menyinggung sama sekali tentang permohonan agar putusan dapat 
dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) baik DALAM PROVISI 
maupun DALAM POKOK PERKARA, namun dalam petitum, baik DALAM 
PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA, Pelawan minta agar 
putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), sehingga 
posita tidak mendukung petitum ;

DALAM PROVISI : ...................
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DALAM PROVISI :

Bahwa tuntutan provisi adalah merupakan tindakan sementara dari Hakim yang
tidak mengenai Pokok Perkara;

Bahwa tuntutan pembekuan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel.
tanggal 4 Oktober 2001 adalah mengenai Pokok Perkara, sehingga tuntutan
Provisiini tidak berdasar dan karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:
i

1. Bahwa Terlawan menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan, kecuali 
hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Terlawan ;

2. Bahwa dalil Pelawan yang keberatan dengan pertimbangan dan diktum 
Penetapan karena tidak dijadikan sebagai pihak atau Termohon, sehingga 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya menyatakan tidak menerima 
permohonan aquo adalah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak, 
sebab antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah terjadi sengketa 
(sengketa dalam arti Yuridis adalah perselisihan yang terjadi dimuka 
Pengadilan, sedang sengketa yang tidak terjadi di depan Pengadilan tidak 
termasuk pengertian sengketa). Oleh sebab itu, Terlawan tidak mengajukan 
gugatan, melainkan permohonan, apalagii permohonan itu hanya mengenai 
pembatalan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang nyata- 
nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta melanggar pasal 14 ayat 5 dan 
pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas, sehingga sudah tepat dan benar, apabila 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak menyatakan permohonan tidak dapat 
diterima, tetapi mengabulkan permohonan Terlawan sebagai Pemohon ;

3. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan :

a. “Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang ditetapkan 
pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2001 yang tidak menyebutkan dengan 
jelas RUPS Luar Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan 
mana yang tidak sah, apakah perusahaan Terlawan, perusahaan Pelawan 
atau siapa” adalah tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak, sebab

diktum
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diktum penetapan itu didasarkan atas petitum permohonan Terlawan, 
sehingga Hakim tidak menyimpang dan tidak melanggar ketentuan pasal 
178 ayat 3 HIR. Lagipula, untuk membatalkan RUPS Luar Biasa, tidak perlu 
disebutkan perusahaan atau perseroan mana, tetapi cukup dengan 
menyebutkan tanggal dan tahunnya saja, sebab didalam uraian yang 
mendahului Diktum Penetapan sudah disebutkan dengan jelas RUPS Luar 
Biasa yang mana, sehingga Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan tanggal 4 Oktober 2001 adalah sudah tepat dan benar, karenanya 
harus dipertahankan;

b. “Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam diktumnya juga tidak 
menyebutkan alasan-alasan apa yang dipakai oleh Hakim untuk menerima 
permohonan Terlawan, dahulu Pemohon” adalah sangat aneh dan 
membingungkan, sebab diktum atau amar tidak perlu menyebutkan alasan- 
alasan lagi, sedangkan yang menyebutkan alasan-alasan adalah uraian- 
uraian yang mendahului Diktum. Apabila Pelawan menanyakan alasan- 
alasan apa Hakim sampai pada Diktum yang mengabulkan permohonan 
Terlawan (Pemohon) adalah bahwa dalil Terlawan (Pemohon) jelas terbukti 
dengan sah menurut hukum ;

4. Bahwa Pelawan telah salah dalam mengajukan pasal 178 ayat 1 HIR atau 
pasal 189 ayat 1 Rbg sebagai acuan, sebab ketentuan pasal ini mengatur 
tentang kewajiban Hakim untuk bermusyawarah terhadap hal-hal yang tidak 
dikemukekan para pihak, sehingga pasal ini hanya dapat dipakai sebagai 
acuan untuk perkara gugatan dimana Hakimnya adalah Hakim Majelis, tidak 
untuk perkara permohonan yang Hakimnya adalah Hakim Tunggal, sehinga 
pasal ini tidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan ;

5. Bahwa Pelawan juga salah dalam mensitir putusan MARI No. 638 K/Sip/1969
tanggal 22 Juli 1970 dan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, 
sebab Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 telah dipertimbangkan 
dengan cermat, tiap-tiap bagian petitum dan sebelum sampai pada Diktum 
tiap-tiap bagian petitum telah dipertimbangkan dan diadili dengan cermat 

(periksa dan baca Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. ;
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6. Bahwa putusan MARI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 tidak 
relevan (irrelevan) dengan perkara ini, sebab putusan MARI ini adalah 
mengenai gugatan atau putusan, sedang perkara No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 adalah bukan gugatan 
dan bukan putusan melainkan permohonan dan penetapan, sehingga dengan 
demikian Putusan MARI No. 698 K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 
adalah tidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan ;

7. Bahwa dalil gugatan Pelawan tidak benar dan mengada-ada, sebab 

Penetapan Hakim No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tidak bersifat 

Condemnatoir, tetapi Declaratoir dan Hakim juga tidak melampaui wewenang 

yang diberikan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili permohonan, 

sebab yang dilarang untuk dikabulkannya suatu permohonan bersifat limitatif, 
antara lain :

a. Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permohonan untuk menetapkan, 

bahwa sebidang tanah adalah milik Pemohon ;

b Hakim dilarang untuk mengabulkan suatu permohonan untuk menetapkan 

seseorang atau beberapa orang adalah ahli waris almarhum ;

c. Hakim tidak dibenarkan untuk mengabulkan suatu permohonan dan 

menetapkan seorang atau beberapa orang sebagai pemilik atau 

mempunyai hak atas suatu barang ;

d. Tidaklah pula dapat dikeluarkan penetapan atas surat permohonan untuk 

menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah (Periksa Buku 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi, 

Buku III, cet. 3, No. 12.9, 12.10, 12.11 dan 12,13, MARI 1998, hal. 106, 107 

dan 108) ;

Dengan demikian putusan Hakim dalam mengabulkan permohonan ini adalah 

sudah tepat dan benar, karena tidak melanggar ketentuan pasal 2 ayat 2 

penjelasan UU No. 14 tahun 1970 (dahulu) serta tidak melanggar Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi tahun 1998 ;
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8. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 1 sampai dengan butir 4 tidak berisi suati
dalil tetapi hanya berisi uraian tentang jumlah saham yang dimiliki Pelawan 
dan Terlawan, surat permintaan kepada direksi untuk mengadakan RUPS Luar 
Biasa dan isi dari ketentuan pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar, sehingga tidak 
perlu ditanggapi;

9. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 5 juga tidak berisi suatu dalil, tetapi
berupa suatu uraian, bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 24 Juli 2001
pelaksanaannya dibatalkan dengan alasan Terlawan tidak menghadiri RUPS, 
sehinga ketentuan kuorum sesuai Anggaran Dasar Perseroan tidak terpenuhi, 
uraian mana sebenarnya juga telah diuraikan dalam penetapan Hakim No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. butir 5, hal. 2 sehingga mengenai uraian ini juga 
tidak perlu ditanggapi;

10. Bahwa posita gugatan Pelawan butir 6 dan butir 7 tidak berdasar dan 
karenanya harus ditolak, sebab :

a. Salah satu agenda RUPS Luar Biasa Kedua, tangga 13 Agustus 2001 
adalah membahas mengenai penggantian Direksi yang merupakan materi 
hukum perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maka ketentuan pasal 73 
UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat dipakai 
sebagai dasar untuk penentuan kuorum dan seharusnya yang dapat 
dipakai sebagai dasar penentuan kuorum dan pengambilan keputusan 
adalah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 
ayat 2 Anggaran Dasar jo. Pasal 75 UU No. 1 tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas, sehingga RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 tidak 
memenuhi kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan 
pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. pasal 75 UU No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian maka RUPS 
kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi kuorum adalah 
tidak sah dan karena RUPS kedua tanggal 13 Agustus 2001 adalah tidak 
sah, maka anggota Direksi yang baru yang ditunjuk berdasarkan hasil 
keputusan RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 juga tidak sah ;

Disamping
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Disamping itu tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur 
tentang penyelenggaraan RUPS kedua. Yang diatur dalam Anggaran 
Dasar adalah bahwa para pemegang saham memiliki kehendak agar 
semua RUPS harus dihadiri oleh sedikitnya 2/3 dari seluruh saham yang 
ditempatkan (vide pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar);

b. Bahwa posita perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar 
Biasa tanggal 13 Agustus 2001 adalah sah dan dalam petitum dalam 
Pokok Perkara butir 3 minta agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa 
RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 adalah 
sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan adalah tidak sesuai dengan pasal 
1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dimana 
susunan Pengurus suatu Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang 
Saham, Direksi dan Komisaris, sedang susunan pengurus yang ditetapkan 
dalam RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 terdiri dari 5 (lima) orang 
Direktur yang merupakan Dewan Direksi, tidak ada RUPS dan Komisaris ;

11. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 8 dan 9 adalah tidak benar dan mengada- 
ada dan karenanya harus dikesampingkan sebab p asal 2.01 sampai dengan 

pasal 2.04 SHAREHOLDERS AGREEMENT tanggal 9 Januari 1991 tidak 
mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, sehingga pasal 14 ayat 5 dan 
pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dipakai sebagai dasar hukum 
penentuan kuorum RUPS Luar Biasa;

12. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 10 adalah tidak benar, berandai-andai serta 
mengada-ada, sebab selama ini Terlawan tidak pemah mencalonkan orang 
untuk anggota Dewan Direksi lebih besar atau tidak pernah menempatkan 
orang lebih banyak dari pada apa yang ditentukan oleh SHAREHOLDERS 
AGREEMENT. Oleh karena dalil Pelawan butir 10 ini mengada-ada, berandai- 
andai sertn tidak benar, maka harus ditolak ;

13. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 11 ini mengulang-ulang apa yang telah 
diuraikan terdahulu (tanpa nomor) dan telah dijawan oleh Terlawan dalam 
Jawaban Terlawan butir 2 Dalam Pokok Perkara, oleh karenanya dalil gugatan 
Pelawan butir 11 ini tidak perlu dan harus dikesampingkan ;
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14. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 12 tidak berdasar dan karenanya harus 
ditolak, sebab Terlawan tidak pernah menyalahgunakan Penetapan dengan 
menggunakan penetapan seolah-olah kekuatan hukumnya sama dengan 
putusan yang dapat dilaksanakan. Terlawan heran bagaimana bisa Pelawan 
sampai pada kesimpulan demikian, padahal semua orang mengetahui bahwa 
penetapan adalah penetapan yang tidak dapat dieksekusi dan tidak mungkin 
dapat digunakan seakan-akan sebuah putusan yang dapat dieksekusi, sebab 
penetapan bersifat Declaratoir, paling-paling hanya dapat diberitahukan pada 
pihak lain dan ini bukan eksekusi dan juga bukan seakan-akan eksekusi ;

15. Bahwa dalil gugatan Pelawan butir 13 sulit dimengerti apa yang dimaksud oleh 
Pelawan dengan pernyataan bahwa "berdasarkan ketentuan hukum tanpa 
adanya perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Penetapan 
eksekusi dari Pengadilan Negeri, maka eksekusi TIDAK DAPAT 
DILAKSANAKAN", sebab semua orang pasti mengetahui, bahwa eksekusi 
harus ada campur tangannya Pengadilan, sehingga dalil gugatan Pelawan 
butir 13 yang menyatakan, bahwa Terlawan mengeksekusi penetapan adalah 
tidak berdasar dan karenanya harus ditolak;

16. Bahwa usul dari Pelawan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan menghadirkan saksi ahli dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 
Manusia RI untuk didengar keterangannya dalam menentukan ketentuan 
hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan kuorum RUPS Luar Biasa 
kedua Turut Terlawan adalah tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, 
sebab Anggaran Dasar dan SHAREHOLDERS AGREEMENT telah dengan 
baik mengatur masalah RUPS sehingga tidak perlu mendatangkan Saksi Ahli 
dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Depkeh dan HAM), 
untuk menentukan ketentuan hukum apa yang tepat dipakai untuk penentuan 
kuorum R'JPS Luar Biasa padahal ketentuan yang mengatur mekanisme 
RUPS PT. ICI Paints Indonesia telah jelas dan saksi ahli yang ditunjuk dari 
Depkeh dan HAM akan dapat menimbulkan preseden yang buruk bagi 
Depkeh dan HAM, mengingat secara kebetulan inisial kantor Hukum Yusril 
Ihza Mahendra adalah nama Menteri Kehakiman dan HAM R \, sehingga untuk 
menghindari adanya anggapan telah terdapat Conflict of Interest (pertentangan 
kepentingan) maka saksi Ahli dari Depkeh dan HAM harus ditolak ;

Berdasarkan
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Terlawan mohon kepada Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadili perkara ini 
sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan sefurufinya ;

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard) ;

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Pelawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 DIPERTAHANKAN ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

II. JA W A B A N  TU R U T TERLAWAN :

DALAM EKSEPSI :

a. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG 
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI SECARA ABSOLUT 
(KOMPETENSI ABSOLUT)
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Bahwa berdasarkan pasal 10 butir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT, tanggal 
9 Januari 1991, yang dibuat dihadapan Nyonya SUSANA ZAKARIA, SH., 
Notaris di Jakarta, dinyatakan : “Jika terjadi suatu sengketa yang tidak dapat 
diselesaikan secara damai kedua belah pihak setuju untuk mengajukan 
sengketa tersebut ke Majelis Arbitrase yang kecuali sebagaimana yang diatur 
dibawah ini, akan terdiri dari tiiga orang Arbitrator. Dua Arbitrator akan ditunjuk 
oleh PT. I.C.I. Paints Indonesia dan PT. Dwi Satrya Utama masing-masing dan 
Arbitrator ketiga akan menjadi Ketua Arbitrator akan dipilih oleh kedua 
Arbitrator yang ditunjuk diatas. Jika kedua Arbitrator yang ditunjuk gagal untuk 
menunjuk Arbitrator ketiga dalam waktu tiga puluh hari terhitung sejak tanggal 
yang diminta oleh salah sat pihak, maka para Arbitrator tersebut akan secara 
bersama meminta campur tangan dari Kamar Dagang Internasional (ICC) di 
Paris untuk memilih Arbitrator ketiga tersebut”.

Pasal 10 butir 1 SHAREHOLDERS AGREEMENT ini merupakan PROMIS 
COMPROMITTENDO sebagai suatu klausula Arbitrase yang menyangkut 
kekuasaan absolut untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam 
perkara ini. Dan Promis Compromittendo ini menurut pasal 1338 ayat 1 
KU H Perdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua pihak yang 
membuatnya;

Dengan adanya Promis Compromittendo sebagai klausula Arbitrase, maka 
Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini, sedangkan yang berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 134 HIR jo. pasal 615 
dstnya Rv adalah Badan Arbitrase;

b. GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah sama 
sekali tidak benar, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan dalam 
perlawanannya, bahwa Pelawan (PT. ICI. Imicron BV) adalah pemilik 55 % 
saham PT. ICI. Paints Indonesia, yakni pemilik saham terbanyak di PT. ICI 
Paints Indonesia sehingga sulit dibedakan mana Pelawan dan mana Turut 
Terlawan. Dan dengan dijadikannya PT. ICI Paints Indonesia sebagai Turut 
Terlawan, maka gugatan kabur, karena lebih pihak ;

DALAM
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DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa RUPS Luar Biasa Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 telah dinyatakan 
tidak sah dan batal demi hukum oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sei. tanggal 4 Oktober 2001, dengan 

alasan bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 nyata-nyata terbukti 

tidak memenuhi kuorum serta melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 
18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas ;

2. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dengan mempergunakan ketentuan pasal 14 ayat 

5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 75 UU No. 1 

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai dasar hukum untuk memutus 

permohonan aquo adalah tepat dan benar karena baik Anggaran Dasar 

Perseroan maupun SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur RUPS 

Kedua, sedangkan kuorum hanya diatur dalam Angggaran Dasar, sedangkan 

SHAREHOLDERS AGREEMENT tidak mengatur masalah kuorum ;

3. Bahwa RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 karena tidak memenuhi 

kuorum dan menyimpang dari ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 

Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 

Perseroan Terbatas, maka RUPS Kedua, tangga 13 Agustus 2001 tersebut 

tidak sah dan tidak mengikat baik Pelawan maupun Terlawan ;

4. Bahwa oleh karena RUPS Kedua, tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan tidak 

sah dan batal demi hukum oleh Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001, maka anggota 

Direksi yang baru ditunjuk berdasarkan hasil keputusan RUPS Kedua, tanggal 
13 Agustus 2001 juga tidak sah ;

5. Bahwa petilum Pelawan butir 3 yang minta agar Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan "Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 

13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sesuai 

dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan 

UU No 'I tahun 1995 adalah tidak tidak berdasar dan karenanya harus

ditolak

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



ditolak, karena sesuai dengan Anggaran Dasar Turut Terlawan yang mana dan 
ketentuan UU No. 1 Tahun 1995 yang mana, sebab Anggaran Dasar 
Perseroan tidak mengatur tentang RUPS Kedua dan RUPS kedua dalam 
mengambil keputusan hanya dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 
paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang 
sah, sedangkan dalam pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan ditentukan, 
bahwa : "RUPS hanya dapat mengambil keputusan jika rapat tersebut dihadiri 
dan/atau diwakili dengan Surat Kuasa sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah moaal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ,

6. Bahwa disarnping itu apabila Pelawan minta agar RUPS kedua tanggal 13 
Agustus 2001 disahkan jelas akan membawa konsekuensi hukum bahwa 
susunan Pengurus juga sah dan apabila susunan Pengurus sah, maka hal ini 
tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas, sebab susunan Pengurus hasil RUPS kedua, tanggal 13 
Agustus 2001 hanya terdiri dari 5 (lima) orang Direktur sebagai Dewan Direksi 
tanpa ad& RUPS dan Komisaris, sedang susunan Pengurus menurut pasal 1 
butir 2 UU No. 1 Tahun 1995 adalah terdiri dari RUPS, Direksi dan Komisaris. 
Berhubung dengan hal tersebut, maka petitum butir 3 tersebut harus ditolak ;

7. Bahwa masalah pembatalan RUPS kedua, tanggal 13 Agustus 2001 oleh 
Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. 
tanggal 4 Oktober 2001 adalah tidak pada tempatnya untuk dibesar-besarkan 
dengan cara mengajukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dengan membuang biaya dan energi yang tidak perlu, sehingga 
menimbulkan permusuhan berkepanjangan, padahal pertimbangan dan 
penetapan Pongadilan Negeri Jakarta Selatan dalam membatalkan RUPS itu 
sudah jelas, yakni bertentangan dengan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 
Anggaran Dasar serta Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, sedangkan apabila Pelawan tidak setuju dan berkeberatan dengan 
penetapan tersebut Pelawan dapat menempuh jalan lain, yakni dengan 
mengadakan RUPS yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan UU No. 1 Tahun 
1995 tentang Perseroan Terbatas ;

Berdasarkan
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Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Terlawan mohon kepada Majelis 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa dan mengadili perkara 
ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Terlawan ;

2. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet 
ontvankelijke verklaard) ;

3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

3. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 DIPERTAHANKAN ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, 
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan dan Turut Terlawan 
tersebut diatas, Pelawan mengajukan Repliknya tanggal 16 Juli 2002, dan 
Terlawan serta Turut Terlawan mengajukan Duplik tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, 
Pelawan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi 
meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-39 sebagai berikut :

1. Akta No. 29 tanggal 16 Februari 1996 perbaikan yakni perubahan pasal 4 ayat
1 dan ayat 2 anggaran dasar PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-1) ;
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2. Tambahan Berita Negara tanggal 20 Agustus 1991 No. 67 tentang Pernyatas 
Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. I.C.I Paint Indonesia, yar 
merubah anggaran dasar Turut Terlawan, yang diruangkan dalam Akta No. 1 
tanggal 10 Desember 1990, dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH. Notaris« 
Jakarta (Bukti P-2) ;

3. Tanda Terima beserta Surat Undangan RUPSLB kedua Turut Terlawa 
tanggal 13 Agustus 2001 dari Direksi Turut Terlawan kepada Para Pemegan 
Saham Turut Terlawan (Bukti P-3);

4. Pengumuman tentang RUPSLB di Harian Pos Kota tanggal 26 Juli 200 
tentang RUPSLB yang akan dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-4

5. Pengumuman resmi Harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 tentanj 
RUPSLB Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 (Bukti P-5) ;

6. Akta No. 21 tanggal 11 Agustus 1971 pendirian PT. ICI Paints Indonesia dibua 
oleh dan dihadapan E. Pondaag, Notaris di Jakarta (Bukti P-6) ;

7. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 245/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel 
tanggal 04 Oktober 2001 (Bukti P-7);

8. Surat Binawas Depnakertrans No. B.542/BN-N/2/2001 tanggal 18 Oktober 
2001 ditujukan kepada Turut Terlawan (Bukti P-8) ;

9. Surat Terlawan kepada Bank-Bank yang terdapat rekening Turut Terlawan 
(Bukti P-9);

10. Surat Dirjen Administrasi & Hukum Umum tanggal 12 September 2001 
No.C.UM.01.10.2.17 kepada Turut Tergugat (Bukti P -10);

11. Surat dari Kejaksaan Agung RI No. B-208/G/Gpk/1/11/2001 tanggal 19 
Nopember 2001 hal penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints 
Indonesia menurut ketentuan Hukum Indonesia (Bukti P-11) ;

12. Surat dari Mahkamah Agung RI tanggal 17 Desember 2001 No. KMA/870/ 
XI1/2001 kepada sdr. Ig. Arestia R. Solupung, SH. (Bukti P-12);

13. Tanda Ligitimasi kerja tenaga kerja asing dalam rangka penanaman modal 
asing/dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 3/1958 BKPM RI No. 
2418/IKTA/2001 tanggal 7 September 2001 atas nama Zahari bin Haji 
Mahfoudz (Bukti P-13);

14. Surat Keputusan No. 933/MEN/B/IKTA/2002 dari Depnakertrans RI tertanggal 
15 Pebruari 2002 pemberian Ijin Kerja Tenaga Asing bagi Raymond Richard 
Sparks (Bukti P-14);

15. Surat BKPM RI No. 18/A6.BKPM/2002 tertanggal 11 Juni 2002 kepada Direksi 
PT. ICI Paints Indonesia, perihal persetujuan perubahan Direksid PT. Paints 
Indonesia (Bukti P-15) ;

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



16. Surat dari Terlawan tertanggal 16 Mei 2002 kepada seluruh karyawan Turut 
Terlawan melalui unit Kerja Serikat Pekerja di perseroan (Bukti P-16);

17. Surat Pelawan kepada seluruh karyawan dari Turut Terlawan tertanggal 12 
Juni 2002 (Bukti P-17);

18. Undangan tanggal 4 Juli 2001 dari Dewan Direksi PT. ICI Paints Indonesia 
kepada para pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk menghadiri 
RUPSLB Kedua Perseroan tanggal 24 Juli 2001 (Bukti P-18);

19. Notulen RUPSLB Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 
dilegalisir oleh Notaris Liliana Arif Gondokusumo, SH. tanggal 16 Agustus 1991 
(Bukti P-19);

20. Perjanjian Para Pemegang Saham PT. ICI Paints Indonesia tanggal 9 Januari 
1991 (Bukti P-20);

21. Surat pengunduran diri Ara Moushigian sebagai anggota Direksi dari PT. ICI 
Paints Indonesia tertanggal 24 Mei 2001 (Bukti P-21);

22. Tanda terima 1 (satu) surat untuk PT. Dwi Satrya Utama tertanggal 25 Juli 
2001 berikut Undangan kedua RUPSLB tertanggal 24 Juli 2001 kepada 
pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk RUPSLB tanggal 13 Agustus 
2001 (Bukti P-22) ;

23. Surat Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen 
Kehakiman RI No. C-UM.02.02.17 tanggal 23 Maret 1999 kepada Kantor 
Advokat & Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan mengenai penegasan tentang 
Kuorum RUPS Perubahan Pengurus Perseroan (Bukti P-23);

24. Surat dari Ray Sparks tertanggal 27 April 2001 untuk dan atas nama Ara 
Moushigian berdasarkaan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-24);

25. Surat tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara 
Moushigian berdasarkan surat kuasa tertanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-25);

26. Sur&t tertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara 
Moushigian berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 (Bukti P-26);

27. Surat fertanggal 13 Juni 2001 dari Ray Sparks untuk dan atas nama Ara
Moushigian dan Inderadi Kosim berdasarkan surat kuasa tanggal 6 Juni 2000 
kepada Standard Chartered Bank (Bukti P-27); _

28. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim untuk dan atas nama 
Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tangga! 26 Oktober 2001 keduanya 
bertindak mewakili Turut Terlawan kepada Standard Chartered Bank (Bukti 
P-28);
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29. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim, Indera Kosim kuasa dari 
Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 bertindak 
mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Deutsche Bank A.G. (Bukti P -29);

30. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim, Inderadi Kosim untuk 
dan atas nama Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Oktober 2001 
yang keduanya mewakili Direksi Turut Terlawan kepada Bank Syariah Mandiri 
(Bukti P-30);

31. Surat tertanggal 31 Oktober 2001 dari Inderadi Kosim yang bertindak untuk
dirinya sendiri dan selaku kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa 
tanggal 26 Oktober 2001 yang keduanya mewakili Direksi Turut Terlawan
kepada Bank Central Asia (Bukti P-31);

32. Surat tertanggal 13 Desember 2001 dari Direksi Perseroan kepada Terlawan 
(Bukti P-32);

33. Surat dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo tertanggal 9 Januari 2002
kepada Dewan Direksi dan Para Anggota Komite Manajemen Perseroan
tentang adanya rekening baru perseroan (Bukti P-33);

34. Surat tertanggal 9 Januari 2002 dari Inderadi Kosim dan Inderadi Kosim selaku 
kuasa dari Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Oktober 2001 
kepada Bank Central Asia (Bukti P-34);

35. Surat Inderadi Kosim dan Ray Sparks tertanggal 14 Januari 2002 kepada 
Komite Manajemen Perseroan (Bukti P-35);

36. Surat dari Husen Suprawinta tertanggal 14 Januari 2002 kepada Direksi 
Perseroan PT. ICI Paints Indonesia (Bukti P-36);

37. Surat tertanggal 21 Januari 2002 dari Clay T. Subrata dan Yoesoef Santo 
(Bukti P-37);

38. Surat tertanggal 22 Januari 2002 dari Inderadi Kosim dan Inderadi Kosim 
mewakili Ray Sparks berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Oktober 2001 (Bukti 
P-38);

39. Surat tertanggal 25 Januari 2002 dari Deutsche Bank Jakarta kepada PT. ICI 
Paints Indonesia dan kuasa hukum Terlawan (Bukti P-39);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya,
Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang
telah dibubuhi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1.TT-1 s/d T-12.TT-12
sebagai berikut:

1. Perjanjian
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Perjanjian Para Pemegang Saham (Shareholders Agreement) tanggal 9 
Januari 1991 dibuat dihadapan Ny. Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta 
(Bukti T-1, TT-1) ;

Anggaran Dasar Consolidated PT. ICI Paints Indonesia (Bukti T-2, T T -2 ); 

Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Pasal 71 s/d Pasal 78 (bukti T-3.TT-3) ; 

Pasal 124 s/d Pasal 127 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas (Bukti T-4,TT-4) ;

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. No. 235/Pdt.P/2001/ 
PN.Jak.Sel. tanggal 24 Oktober 2001 (Bukti T-5.TT-5);

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/ 
PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli 2002 (Bukti T-6.TT-6) ;

Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/ 
PN.Jak.Sel. tahnggal 16 Juli 2002 (Bukti T-7.TT-7) ;

Pengumuman amar Putusan Sela Perkara No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 
tanggal 16 Juli 2002 pada surat kaabar Harian Media Indonesia tanggal 22 Juli 

2002, hari Senin, P ada halaman 5 /Bukti T-8.TT-8);

Pengumuman Putusan Sela perkara pfctttefo NO 249/Pdf. G f2002/P :N. Ja k SeL 

tanggal 16 Juli 2002 pada Harian Kompas yang terbit hari Selasa tanggal 23 

Juli 2002 halaman 9 (Bukti T-9.TT-9);

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Cetakan 

ke-3 tahun 1998 mengenai Putusan Provisionil (Bukti T-10,TT-10);

.Surat dai i Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen 

Kehakiman RI tanggal 12 September 2001 No.6-UM.01.10-217 kepada 

Direektur PT. ICI Paints Indonesia (Bukti T-11,TT-11);

:. Surat dari Kejaksaan Agung RI tanggal 19 Nopember 2001 No. B- 

208/G/OPK.1/11/2001 kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia perihal 
Penyelesaian masalah yaang dihadapi PT. ICI Paints Indonesia menurut 

ketentuan Hukum Indonesia (Bukti T-12,TT-12); 
i  Undang-Undang No. 35 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman (Bukti T-13.TT-13); 

k Akta Shareholders Afreement PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 9 Januari 

1991, dibuat oleh Suzana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta (Bukti T-14.TT-14);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, segala 
isuatu yang* terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara 

irsidangan yang bersangkutan, dianggap telah termuat dalam putusan in i;
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Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulan masing- 
masing pada tanggal 3 September 2002, dan akhirnya para pihak mohon putusan.

TPMTANB PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Pelawan dalam perlawanannya telah mengajukan 
gugatan Provisi sebagaimana terurai dalam perlawanan dan dipertegas dengan 
surat penegasan tertanggal 17 Juni 2002 No. 345/MD-YIMSP/VI/02 perihal mohon 
Putusan Provisi, semata-mata mohon agar Pihak Terlawan tidak melakukan 
perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai 
alasan pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank ,

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah merupakan suatu tindakan 
pendahuluan yang tidak termasuk kedalam pokok perkara (Putusan Mahkamah 
Agung RI tanggal 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/'l976);

Menimbang, bahwa mengenai Provisi tersebut Pengadilan Negeri 
telah monjatuhkan Putusan Sela tanggal 16 Juli 2002 yang pada pokoknya 
amarnya berbunyi mengabulkan gugatan Provisi sebagian sebagaimana terurai 
dalam amar putusan dimaksud yakni menghukum Terlawan untuk menghentikan 
perbuatan-perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 235//Pdt.G/2001/PN.Jak..Sel. tanggal 4 Oktober 2001 
sebagai alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank-Bank, 
dan mengembikkan susunan Pengurus Turut Terlawan dalam keadaan sebelum 
adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/PN.Jak..Sel. 
tanggal 4 Oktober 2001, yaitu mereka yang ditunjuk oleh RUPS Turut Terlawan 
tanggal 13 Agustus 2001, sampai dengan adanya Putusan Pokok dalam perkara 
aquc;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan telah mengajukan 
eksepsi mengenai kompetensi absolut yaitu permasalahan antara Pelawan 
dengan Terlawan dan Turut Terlawan adalah wewenang Arbitrase Internasional;
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Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pelawan menanggapinya, 
bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili 
perkara ini karena obyek perkara adalah Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 ;

Menimbang, bahwa selain itu Terlawan dan Turut Terlawan telah pula 
mengajukan eksepsi yaitu:

1. Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur Libel)
a. Bahwa kalimat dalam petitum Dalam Provisi butir 1 yang berbunyi 

“Membekukan menyatakan dstnya" sangat rancu, sehingga apabila 
tuntutan Provisi dikabulkan tidak dapat dieksekusi (Non Eksekutabel) ;

b. Bahwa petitum Pelawan bersifat Declaratoir, bukan Comdennatoir hal 
mana terbukti dari kata-kata : “Menyatakan" tindakan ada kata-kata 
“Memerintahkan" atau Menghukum, sehingga apabila gugatan dikabulkan 
maka Putusan tidak daapat dieksekusi (Non Eksekutabel), padahal bentuk 
perlawanannya dibuat berupa gugatan, namun petitumnya dibuat berbentuk 
permohonan ;

c. Bahwa petitum Pelawan berbentuk permohonan yang tidak dapat 
dieksekusi, tetapi Pelawan minta agar Putusan dapat dijalankan lebih 
dahulu, sehingga petitum itu sendiri terdapat pertentangan yang sangat 
keliru;

d. Bahwa dalam petitum butir 5, Pelawan minta agar Pengadilan Negeri 
"Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. ICI Paints Indonesia (Turut 
Terlawan) terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya ahrus 
dicalonkan dari ICI Omicron BV (Pelawan), dan 2 (dua) orang dicalonkan 
dari PT. Dwi Satryaa Utama (Terlawan), petitum ini tidak ada dasar hukum 
untuk dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, karena hal ini hanya diatur 
melalui mekanisme RUPS Luar Biasa, sebagai Undang-Undang tertinggi 
dalam sebuah perseroan ;

2. Tentang Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad Dalam Provisi
Tentang permohonan uitvoerbaar bij voorraad dalam Provisi adalah tidak tepat 
dan tidak benar, sebab tuntutan Provisi itu sudah merupakan tuntutan agar 
putusan dapat dijalankan lebih dahulu. Dengan adanya tumpang tindih (over 
lalping), sehingga gugatan menjadi rancu dan kabur ;
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3. Tentang Lebih Pihak
Bahwa PT. ICI Paints Indonesia dijadikan pihak Turut Terlawan adalah tidak 
tepat, sebab sebagaimana diakui oleh Pelawan, bahwa Pelawan adalah 
pemilik 55% saham PT. ICI Paints Indonesia, sehingga dalam hal ini Pelawan 
telah menggugat dirinya sendiri dan juga menjadi rancu, karena sulit 
dibedakan mana Pelawan dan mana Turut Terlawan, dan dengan dijadikannya 
PT. ICI Paints Indonesia sebagai pihak, maka gugatan kabur, karena lebih 
pihak;

4. Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum
Bahwa dalam Posita gugatan, Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang 
Provisi, tentang permintaan membekukan Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 dan 
tentang permintaan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang 
menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 
2001, tetapi dalam petitum tanpa disangka-sangka muncul tuntutan Provisi 
yang minta pembekuan dan penghentian perbuatan-perbuatan apapun yang 
menggunakan Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober
2001, sehingga Posita tidak mendukung petitum ;
Bahwa dalam Posita gugatan Pelawan tidak menguraikan atau tidak 
menyinggung sama sekali tentang permohonan agar putusan dapat dijalankan 
lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) baik dalam Provisi maupun dalam pokok 
perkara, namun dalam petitum, baik dalam Provisi maupun dalam pokok 
perkara, Pelawan minta agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu 
(uitvoerbaar bij voorraad), sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan 
tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela 
yang pada pokoknya amarnya menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan 
berkenaan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 
menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan 
mengadili perkara aquo serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk 
melanjutkan pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan dan Turut Terlawan 
tersebut, pihak Pelawan dalam repliknya telah menyangkal semua dalil-dalil 
eksepsi dari Pelawan dan Turut Terlawan tersebut;

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara seksama eksepsi 
dari i erlawan dan Turut Terlawan, ternyata eksepsi mengenai kompetensi 
absolut, telah diputus dalam Putusan Sela tanggal 16 Juli 2002 yang pada 
pokoknya amarnya menolak eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Terlawan 
dan Turut Terlawan serta memerintahkan agar para pihak melanjutkan 
pemeriksaan perkara in i;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi lainnya Majelis 
mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Tentang Gugatan Pelawan Kabur (Obscuur Libel):

Menimbang, bahwa Terlawan dan Turut Terlawan mendalilkan bahwa 
petitum perlawanan bersifat declaratoir dan bila perlawanan dikabulkan nanti 
putusannyaa non eksekutabel;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus memuat gambaran yang 
jelas mengenai duduknya persoalan dengan lain perkataan dasar gugatan harus 
dikemukakan dengan jelas dan dalam hukum acara perdata bagian dari gugatan 
ini disebut Fundamentum Petendi aatau Posita yang terdiri dari dua bagian yaitu 
bagian yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan yang memuat 
alasan-alasan yang berdasarkan hukum. Surat gugatan/perlawanan harus pula 
dilengkapi dengan petitum yaitu hal-hal apa yang diinginkan daan atau dimintakan 
oleh Penggugat /Pelawan agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh 
Hakim (Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek halaman 17. Ny. 
Retnowulan Sutantio, SH., Iskandar Oeripkartawinata, SH);

Menimbang, bahwa perlawanan dari Pelawan adalah perlawanan 
terhadap suatu Penetapan Hakim yang bersifat declaratoir pula sehingga setelah 
Majelis meneliti ternyata petitum perlawanan sudah jelas, dan oleh karena petitum 
perlawanan sudah jelas, maka eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan haruslah 
d ito lak;

2. Tentang Permohonan Uitvoerbaar bij Voorraad Dalam Provisi

' Menimbang, bahwa dalil Terlawan dan Turut Terlawan tentang 
permohonan uitvoerbaar bij voorraad dalam Provisi adalah tidak tepat dan tidak 
benar, Majelis telah mempertimbangkannya dalam Putusan Sela mengenai 
gugatan Provisi, sehingga menurut hemat Majelis eksepsi ini harus ditolak;
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3. Tentang Lebih Pihak

Menimbang, bahwa mengenai keberatan/eksepsi Terlawan dan Turut 
Terlawan yang menyatakan Pelawan menggugat dirinya sendiri, hal tersebut 
sudah termasuk kedalam pokok perkara yang dibuktikan dalam pokok perkara, 
lagipula merupakan kewenangan bagi Pelawan untuk menentukan siapa yang 
akan digugat/dijadikan Terlawan yang berhubungan dengan perlawanan in i;

Menimbang, bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan 
Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak 
(Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1958 No. 4 K/Sip/1958);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
menurut hemat Majelis eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan mengenai lebih 
pihak hatus pula ditolak;

4. Tentang Posita Tidak Mendukung Petitum

Menimbang, bahwa Terlawan dann Turut Terlawan mendalilkan 
bahwa Pelawan sama sekali tidak menguraikan tentang Provisi, tentang 
permintaan pembekuan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. dan tentang permintaan penghentian perbuatan- 
perbuatan apapun yang menggunakan penetapan aquo dan dalam petitum tanpa 
disangka-sangka muncul tuntutan Provisi sebagaimana disebutkan diatas 
sehingga Posita tidak mendukung petitum ;

Menimbang, bahwa tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 
180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses 
berjalan. Tuntutan Provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak 
dapat diterima (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal ' 7 Mei 1973 No. 1070 
K/Sip/1972);

Menimbang, bahwa Hakim wajib mengadi’i semua bagian dari petitum 
dan Hakim dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta oleh 
Penggugat/Pelawan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1971 No. 46 
K/Sip/1969);
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Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas 
maka menurut hemat Majelis, eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan tersebut patut 
untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari perlawanan Pelawan 

adalah sebagaimana telah terurai di a tas;

Menimbang,, bahwa pokok permasalahan perlawanan Pelawan antara 

Pelawan dengan Terlawan dan Turut Terlawan berkisar atas hal-hal sebagai 

b e riku t:

Bahwa obyek perlawanan Pelawan adalah Penetapan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatann No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 
yang amarnya berbunyi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menyatakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001

tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 18 

ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan JO. 75 U .ntfang-ü'na'&ng ’A/o. 1

Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

- Menyalakan bahwa Keputusan RUPS Kedua tanggal 13 Agustus 2001 

tidak sah oleh karenanya batal demi hukum ;

- Menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali 

pengurus yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari 

kepengurusan ;

Membebankan biaya permohonan ini sebesar Rp. 89.000,- (delapan puoluh 
sembilan ribu rupiah);

Bahwa Pelawan sangat keberatan dengan pertimbangan dan diktum 

Penetapan aquo, Pelawan seharusnya dijadikan pihak, sekurang-kurangnya 

sebagai Termohon untuk dipanggil dan didengar keterangannya dan diberi hak 

mengajukan sanggahan-sanggahan terhadap apa yang dikemukakan oleh 

Terlawan dalam permohonan tersebut;

Diktum
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Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Seiatan yang ditetapkan tanggal 
4 Oktober 2001 tersebut, tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar Biasa 
Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah ;

Bahwa dalam suatu perkara permohonan yang bukan gugatan, Hakim hanya 
berwenang mengeluarkan putusan konstitutif;

Bahwa Pelawan memiliki 55% saham dari seluruh saham yang dikeluarkan 
oleh Turut Terlawan, sedangkan Terlawan memiliki hanya 45% saham dari 
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Turut Terlawan ;

Bahwa atas permintaan Pelawan dengan suratnya tertanggal 4 Juli 2001 agar 
Direksi Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa dengan agenda 
penunjukkan 3 (tiga) orang Direksi baru, yakni Inderadi Kosim, Ray Sparks, 
Zahari bin Haji Mahfoudz dan pembebasan tugas Direksi lama, yang sudah 
mengundurkan diri yakni Ara Moushiqian, Direksi Turut Terlawan dengan 
suratnya tertanggal 4 Juli 2001 telah mengundang Terlawan dan Pelawan 
untuk menghadirkan RUPS Luar Biasa yang akan diadakan tanggal 24 Juli 
2001 selama waktu 20 hari sehingga sesuai dengan Anggaran Dasar Turut 
Terlawan;

Bahwa oleh karena Terlawan tidak menghadiri RUPS Luar Biasa tanggal 24 
Juli 2001 walaupun telah diberikan surat undangan resmi pelaksanaannya 
dibatalkan karena tidak memenuhi kuorum sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Turut Terlawan, kemudian Direksi Turut 
Terlawan mengirimkan surat undangan untuk RUPS Luar Biasa Kedua Turut 
Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 dan pemberitahuan resmi telah dimuat 
da!am harian The Jakarta Post tanggal 26 Juli 2001 dan Harian Pos Kota 
tanggal 26 Juli 2001 pemanggilan telah memenuhi syarat yang diatur dalam 
Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ;

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2001 RUPS Luar Biasa Kedua telah 
dilaksanakan dengan dihadiri Pelawan dan tanpa hadirnya Terlawan, yang 
mana dalam RUPS tersebut telah mengambil keputusan penunjukkan 3 (tiga) 
Direksi Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi lama, 
penentuan kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPS Luar Biasa

Kedua
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Kedua Turut Terlawan ditetapkan Direksi Turut Terlawan berdasarkan Pasal 
73 ayat 2 jo ayat 5 UU No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang 
menyatakan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan ditetapkan oleh Direksi 
Turut Terlawan sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 

pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1 /3  (satu pertiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dimana dalam RUPS Luar 
Biasa tersebut kehadiran Pelawan adalah 55% saham berarti telah memenuhi 
Pasal 73 ayat 2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ; 

Maka Rapat dilaksanakan dan telah mengambil keputusan menetapkan 3 
(tiga) Direksi baru dan membebaskan tugaskan Direksi lama ;

Berita Acara RUPS Luar Biasa tanggal 13 Agustus 2001 telah ditandatangani 

oleh Ray Sparks sebagai Direktur Turut Terlawan, Ketua Rapat dan Direktur 

Turut ’l erlawan Khoo Kian Lang Winston serta dilegalisir oleh Liliana Arif 
Gondokusumo, SH. Notaris di Jakarta ;

Bahwa anggota Direksi Turut Terlawan yang baru dan sah berdasarkan hasil 

keputusan RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001
adalah :
- Direktur : Zahari bin Haji Mahfoudz
- Direktur : Ray Sparks ;

- Direktur : Inderadi Kosim ;
- Direktur : Yoesoef Santo ;

- Direktur : Clay Tirtana Subrata ;

Bahwa meskipun Anggaran Dasar Perseroan tidak secara tegas mengatur 

ketentuan yang berlaku dalam RUPS Luar Biasa Perseroan yang pertama 
tidak memenuhi kuorum, namun Terlawan telah dengan sengaja lalai tidak 

mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Shareholders 

Agreement dari Turut Terlawan, sehingga Hakim tidak mengetahui dan tidak 

mempertimbangkan tentang adanya pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 dari 
Sharoholdeis Agreement Turut Terlawan tanggal 9 Januari 1991 yang secara 

tegas mengatur hal tersebut ;
Bahwa berdararkan anggaran dasar Turut Terlawan ditentukan bahwa Direksi 
terdiri dari lima ( 5 ) anggota dan paling sedikit tiga ( 3 ) anggota. Apabila 

Direksi terdiri dari lima ( 5 ) anggota, Immaterial Chemical Industri PLC akan

mencalonkan
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mencalonkan dua ( 2 ) orang dan jika Direksi terdiri dari tiga ( 3 ) anggota, 
maka Imperial Chemical Industries PLC akan mencalonkan dua ( 2 ) anggota 
dan PT. Dwi Satrya Utama akan mencalonkan satu ( 1 ) orang ; Jelaslah 
bahwa jika komposisi adalah 5 (lima) orang maka 3 (tiga) orang harus 
dicalonkan oleh Pelawan dan hanya 2 (dua) orang yang dicalonkan oleh 
Terlawan;

- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka jumlah anggota Dewan Direksi yang 
dicalonkan oleh Terlawan seharusnya lebih kecil dari jumlah anggota Dewan 
Direksi yang dicalonkan oleh Pelawan dan jika Terlawan mengajukan calon 
lebih besar dari Pelawan maka merupakan pelanggaran ;

- Bahwa Terlawan telah bertindak melampaui batas dengan menyalahgunakan 
penetapan aquo dengan menggunakan penetapan aquo seolah-olah kekuatan 
hukumnya sama dengan penetapan eksekusi dan Terlawan secara tidak sah 
telah menyalahgunakan penetapan tersebut untuk mempengaruhi pihak ketiga 
(Deutche Bank Jakarta, Dirjen Binawas Depnakertanas RI dan Pihak 
Kepolisian);

Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut pihak
Terlawan menyangkalnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pelawan dengan Terlawan tidak pernah terjadi sengketa dalam 
arti yuridis oleh karena itu Terlawan tidak mengajukan gugatan melainkan 
permohonan hanya mengenai pembatalan keputusan RUPS Kedua tanggal 13 
Agustus 2001 yang nyata-nyata terbukti tidak memenuhi kuorum serta 
melanggar pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 (Anggaran Dasar Perseroan jo. 
pasa; 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang.Perseroan Terbatas ;

- Bahwa mengenai Diktum Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
tanggal 4 Oktober 2001 yang tidak menyebutkan dengan jelas RUPS Luar 
Biasa Kedua perusahaan apa, menyangkut perseroan mana yang tidak sah 
adalah tidak beralasan sebab dalam urain yang mendahului diktum Penetapan 
sudah disebutkan dengan RUPS Luar Biasa ;
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- Bahwa Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tidak bersifat 
Comdemnatoir, tetapi Declaratoir dan Hakim tidak melampaui wewenang yang 
diberikan Undang-Undang dalam memeriksa dan mengadili permohonan ;

- Bahwa tidak ada ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur tentang 
RUPS Kedua ;

- Bahwa posita Pelawan yang menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa tanggal 13 
Agustus 2001 adalah sah adalah tidak sesuai dengann pasal 1 butir 2 UU 
No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

- Bahwa pasal 2.01 sampai dengan pasal 2.04 Shareholders Agreement tanggal 
9 Januari 1991 tidak mengatur tentang kuorum RUPS Luar Biasa, sehingga 
pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 
UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan sudah tepat untuk dipakai sebagai 
d a s a r hukum penentuan kuorum RUPS Luar Biasa;

Bahwa Terlawan tidak pernah mengajukan calon anggota Dewan Direksi lebih 
besar dari Pelawan;

Bahwa Terlawan tidak pernah menyalahgunakan Penetapan dengan 
menggunakan penetapan seolag-olah kekuatan hukumnya sama dengan 
putusan yang dapat dilaksanakan eksekusinya ;

Bahwa untuk menghindari preseden buruk maka saksi ahli dari Departemen 
Kehakiman RI harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan disangkal oleh 
Tenawan, maka menjadi kewajiban bagi Pelawan untuk membuktikan 
perlawanannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan perlawanannya, Pelawan 
mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-39 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, 
Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1, 
TT-1 sampai dengan T-14, TT-14 ;
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Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam
perlawanan ini adalah:

1. Apakah benar RUPS Kedua PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) yang
dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta
melanggar ketentuan pasal 14 ayat 5 dan pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar 
Perseroan Jo. Pasal 75 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ;

2. Apakah benar Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 tidak mempunyai 
kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan 
mengenai RUPS Luar Biasa Kedua PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 
2001 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yakni Akta No. 29 tanggal 16 
Pebruari 1996 tentang Perbaikan Anggaran Dasar PT. ICI Paints Indonesia dibuat 
dihadapan Ny. Sri Nanning, SH., Notaris di Jakarta dimana dalam pemegang 
saham perseroan tersebut 55 % dimiliki oleh Pelawan dan 45 % dimiliki oleh 
Terlawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 yakni Pernyataan Keputusan Rapat 
PT. ICI Paints Indonesia No. 11 tanggal 10 Desember 1990 mengenai perubahan 
anggaran dasar perseroan tersebut, dibuat dihadapan Ny. Susana Zakaria, SH. 
Notaris di Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4, P-5 merupakan Undangan 
resmi kepada pemegang saham PT. ICI Paints Indonesia untuk menghadiri RUPS 
Luar Biasa Derseroan tersebut yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 
2001 ;

Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah merupakan Akta No. 21 tanggal
11 Agustus 1971 tentang Pendirian PT. ICI Paints Indonesia dan telah dirobah 
anggaran dasarnya berdasarkan Akte No. 8 tanggal 5 Juli 1973 dibuat dihadapan 
R. Pondaag, SH. Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Departemen 
Kehakiman RI Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 24 Juli 1973 
No. Y.A.5/253/20 yaitu perobahan Pasal 12 ayat (1) dari anggaran dasar Turut

Tergugat
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Tergugat sehingga berbunyi : Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya pada akhir 
bulan Maret dan untuk pertama kalinya pada akhir bulan Maret 1973 harus 
diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (sama dengan bukti T-5, 
TT-5) adalah merupakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tangggal 4 Oktober 2001 yang pada amar 
putusannya diantaranya berbunyi menyatakan bahwa keputusan RUPS kedua 
tanggal 13 Agustus 2001 tidak memenuhi kuorum serta melanggar Pasal 14 
ayat 5 dan Pasal 18 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 75 UU No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Keputusan RUPS 
Kedua tanggal 13 Agustus 2001 tidak sah oleh karenanya batal demi hukum, dan 
menyatakan bahwa susunan pengurus yang lama tetap sah, kecuali pengurus 
yang atas kemauan sendiri telah mengundurkan diri dari kepengurusan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Penetapan No. 235/Pdt.P/200l /
PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 maka Dirjen Binawas Departemen Tenaga
Kerja mengirim surat tertanggal 18 Oktober 2001 No. B.542/BW-LIK/X/2001
tanggal 18 Oktober 2001 yang ditujukan kepada Turut Terlawan perihal Nota
Pemeriksaan yang menyangkut tenaga kerja asing a/n Ray Sparks, M. Zahari bin
Haji Mahfudz vang sementara waktu kedua orang tersebut tidak diperkenankan
melakukan pekerjaan dan berada di lokasi kerja sampai ada keputusan lebih lanjut 
(vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yakni Surat Mahkamah 
Agung RI tertanggal 13 Desember 2001 No. KMA/870/XI1/2001 perihal 
permohonan perlindungan hukum berupa pembatalan Penetapan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/20Q1/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 
ditujukan kepada Ig. Arestia R. Solapung, SH. yang menyatakan bahwa 
Mahkamah Agung tidak dapat membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan tersebut dan dapat dipertimbangkan dengan upaya hukum 
perlawanan yang didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan, adalah 
merupakan saluran untuk mengajukan keberatan dan pembatalan Penetapan 
yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan yang bersangkutan ;
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Menimbang, bahwa dari bukti P-18, P-19 adalah merupakan 
pelaksanaan RUPS Luar Biasa Turut Tergugat yang kedua tanggal 13 Agustus 
2001 yang dihadiri oleh Pelawan pemilik 55 % saham Turut Terlawan tanpa 
dihadiri oleh Terlawan selalu pemilik 45 % saham Turut Terlawan, Rapat Kedua ini 
dilaksanakan karena Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tanggal 24 
Juli 2001 tidak mencapai kuorum yang disyaratkan. RUPS Luar Biasa Kedua 
tanggal 13 Agustus 2001 tersebut telah mengambil keputusan penunjukan tiga 
Direksi Turut Terlawan yang baru dan pembebasan tugas Direksi yang lama yaitu 
Ara Moushigian. Adapun Direksi yang baru adalah Zahari Mahfudz menggantikan 
Ara Moushigian selaku Direktur baru perseroan. Dan mengangkat kembali Tuan 
Ray Sparks dan Inderadi Kosim sebagai Direktur dari Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 sama dengan bukti T-1.TT-1 yaitu 
Shareholders Agreement PT. ICI Paints Indonesia tertanggal 9 Januari 1991 yang 
dibuat dihadapan Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta antara Imperial 
Chemical Industries PLC (ICI) dengan PT. Dwi Satrya Utama ;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat2 jo. ayat 5 UU No. 1 Tahun 1995 
tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal kuorum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS Kedua dan 
Pasal 83 ayat (5) menentukan bahwa RUPS Kedua sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh 
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari 
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sa \h dan ayat (6) nya menentukan 
bahwa dalam hal kuorum RUPS Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
tidak tercapai atas permohonan perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua 
Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang dilaksanakan pada 
tanggal 13 Agustus 2001 yang dilaksanakan oleh Direktur Turut Terlawan telah 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1995 yaitu adanya 
pemanggilan / pemberitahuan agar menghadiri RUPS tanggal 13 Agustus 2001 
yang diselenggarakan sesuai dengan Pasal 73 ayat (4) UU No. 1 Tahun 1995 
(vide bukti P-3, P-4, P-5);
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Menimbang, bahwa RUPS dengan agenda pembebasan dari jabatan 
Direktur Perseroan yang lama dan pengangkatan Direktur Perseroan yang baru 

bukanlah RUPS untuk mengubah anggaran dasar karena perubahan anggaran 

dasar pada prinsipnya melakukan perubahan-perubahan akan pasal-pasal dari 
anggaran dasar tersebut, sedangkan pemberhentian Direktur yang lama dan 

pengangkatan Direktur yang baru sifatnya hanya melaksanakan apa yang 

ditentukan dalam pasal-pasal mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi 
Perseroan ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2001Ara Moushigian selaku 

Direktur pada PT. ICI Paints Indonesia telah mengajukan permohonan 

pengunduran diri dari jabatannya tersebut kepada ICI PLC Millbank London, 

kemudian dengan adanya permohonan mengundurkan diri dari Ara Moushiqian 

tersebut, maka Turut Terlawan mengadakan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham 

pada tanggal 24 Juli 2001 namun tidak mencapai kuorum, kemudian dilanjutkan 

untuk melaksanakan RUPS Luar Biasa Kedua tanggal 13 Agustus 2001 yang 

sebelumnya telah diberitahukan kepada pemegang saham untuk menghadiri 

RUPS Luar Biasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran 

D asur Perseroan dan Pasal 69 UU No. 1 Tahun 1995 (vide bukti P-21, P -22);

Menimbang, bahwa berdasataft P--23 y##™  D /r s k tu r

Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan D e p a r t e m e n  Kehakiman RI No. 

C.UM.02.02.17 tanggal 23 Maret 1999 yang ditujukan kepada Kantor Advokat dan 

Konsultan Hukum Yan Apul & Rekan perihal tentang penegasan tentang kuorum 

RUPS Perubahan pengurus Perseroan pada butir 4 suratnya menyatakan bahwa 

“Anggota Direksi dan Komisaris diangkat oleh RUPS (Pasal 80 dan Pasal 95 
U U PT) dan penggantiannya tersebut dapat dinyatakan efektif sejak tanggal 
ditutupnya RUPS atau suatu tanggal lain yang ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena 
itu penggantian anggota Direksi dan Komisaris bukan merupakan pengubahan 

anggaran d a sa r;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Penetapan No. 

235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 pada halaman 6 alinea ke-4 

(empai dan halaman 7 alinea ke-1 (satu) Hakim yang bersangkutan berpendapat 

bahwa perubahan susunan pengurus perseroan yakni penunjukan Direktur baru 

dan pemberhentian Direktur lama perseroan, termasuk dalam perubahan

anggaran
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anggaran dasar perseroan sehingga RUPS Luar Biasa Kedua yang dilaksanakan 
PT. ICI Paints Indonesia (Turut Terlawan) pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan 
agenda pertama pengangkatan Direksi Perusahaan dan Kedua Penetentuan 
Tugas-tugas Direksi Perusahaan, menurut pendapat Hakim tersebut adalah 
merupakan RUPS Luar Biasa untuk merobah anggaran dasar Perseroan ; 
Sehingga oleh karenanya harus dihadiri oleh paling sedikit 4/5 dari jumlah modal 
yang telah dikeluarkan (Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar PT. ICI Paints 
Indonesia) atau paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah modal yang 
dikeluarkan oleh perseroan (Pasal 75 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas) dan oleh karena RUPS Luar Biasa Kedua PT. ICI Paints 
Indonesia tanggal 13 Agustus 2001 dinyatakan tidak memenuhi kuorum dan 
bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 75 UU No. 1 Tahun 
1995;

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa untuk 
pemberhentian dan pengangkatan Direktur Perseroan telah diatur dalam pasal 80 
dan pasal 95 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 
Anggaran Dasar Consolidated PT. ICI Paints Indonesia (vide bukti T-2.TT-2) yaitu 
ditentukan dalam putusan RUPS PT. ICI Paints Indonesia (Turut Tergugat) 
sedangkan perubahan Anggaran Dasar telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 
18 Anggaran Dasar Perseroan Turut Terlawan, sehingga dengan demikian RUPS 
Luar Biasa dengan agenda pembebasan Direktur Lama dan Pengangkatan 
Direktur Baru PT. ICI Paints Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 13 
Agustus 2001 bukanlah merupakan RUPS Luar Biasa Perubahan Anggaran 
Dasar ;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa yang ditentukan dalam 
Anggaran Dasar Perseroan (Pasal 14) tidak menentukan berapa jumlah kuorum 
yang hadir dalam RUPS Luar Biasa Perseroan Turut Terlawan yang kedua, 
karena hanya ditentukan harus dihadiri oleh 2/3 dari jumlah modal yang telah 
dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 14 ayat (5)) dengan demikian harus mengacu 
pada pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan yang 
diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda pembebasan 
Direktur Lama, dan mengangkat Direktur Baru jelas bukanlah RUPS dengan 
agenda Perobahan Anggaran Dasar, oleh karena itu RUPS Luar Biasa Kedua

Turut
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Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 tersebut sejalan dan atau tidak 
bertentangan dengan pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang 
Perseroan Terbatas yang mana pada pasal 73 ayat (5) ditentukan bahwa “RUPS 
Kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil 
keputusan apabila dihafiiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 
(satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, 
karena Pelawan yang hadir pada waktu itu merupakan pemegang 55 % saham 
perseroan Turut 1  erlawan, maka RUPS Kedua tersebut telah memenuhi kuorum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 
diatas, Majelis berkesimpulan bahwa RUPS Luar Biasa Turut Terlawan (PT. ICI 
Paints Indonesia) yang kedua tanggal 13 Agustus 2001 telah memenuh kuorum 
sebagaimana disyaratkan dalam pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Penetapan No. 
235/Pdt. P/2001/PN.Jak. Sel. tanggal 4 Oktober 2001, telah keliru menafsirkan 
mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Turut Terlawan ke-2 
tanggal 13 Agustus 2001 dengan agenda Pembebasan Direktur lama dan 
pengngkatan Direktur Baru yang ditafsirkan sebagai RUPS Luar Biasa denga 
agenda PEROBAHAN ANGGARAN DASAR, sehingga akibatnya telah keliru pula 
menafsirkan secara yuridis mengenai pasal dalam UU No, 1 Tahun 1995 dan 
penerapan pasalnya yang seharusnya Pasal 73 ayat (5) menjadi Pasal 75 UU 
No. 1 1 ahun 1995, demikian pula yang seharusnya pasal 14 Anggaran Dasar 
menjadi Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Turut Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena 
RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan bukanlah Perobahan Anggaran Dasar, 
maka RUPS Luar Biasa Kedua tanggal .13 Agustus 2001 Turut Terlawan telah 
memenuhi kuorum dan dengan demikian Penetapan No. 235/Pdt.P/2001 tanggal 
4 Oktober 2001 oleh karena didasarkan kepada pertimbangan yang keliru maka 
Penetapan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti T-3, TT-3, T-4.TT-4 merupakan cuplikan dari 
UU No. 1 Tahun 1995 khususnya mengenai pasal 71 sampai denga pasal 78 dan 
pasal 124 s/d pasal 127 dianggap telah dipertimbangkan ;
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Menimbang, bahwa bukti T-5.TT-5 adalah sama dengan bukti P-7 
yaitu Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan RUPS Luar Biasa Kedua 
Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 dan telah pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-6.TT-6 adalah Putusan Sela 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 9 Juli
2002, mengenai eksepsi absolut, dan bukti T-7, TT-7 adalah Putusan Sela 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 149/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 
Juli 2002 mengenai putusan provisi;

Menimbang, bahwa bukti T-8.TT-8, T-9.TT-9 merupakan
pengumuman pada surat kabar Media Indonesia tanggal 22 Juli 2002 dan pada 
harian Kompas tanggal 23 Juli 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti T-10.TT-10 sama dengan bukti P-10 adalah 
Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cuplikan 
mengenai putusan provisi;

•Menimbang, bahwa bukti T-11.TT-11 merupakan surat dari Direktorat 
Administrasi Hukum Umum tanggal 12 September 2001 No. C.UM.01.10.217 
ditujukan kepada Inderadi Kosim perihal keabsahan RUPS Perubahan Direksi 
Perseroan yang menyatakan diantaranya adalah :

- Butir 2. Bahwa penyelenggaraan RUPS harus sesuai ketentuan pasal 73
dan ketentuan pasal 74 Undang-Undang Nomol Tahun 1995 ;

- Butir 4.b. Apabila terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Undang-
Undang No. 1 Tahun 1995 didalam Anggaran Dasar Perseroan 
yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka berdasarkan 
ketentuan pasal 125 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, 
yang berlaku adalah ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 
1995;
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- Butir 4.c. Bahwa RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 13 Agustus 
2001 sebagaimana Notulen rapat yang saudara lampirkan dalam 
surat saudara tersebut diatas, sudah sesuai dengan ketentuan 
pasal 68, pasal 69, pasal 73 dan pasal 74 Undang-Undang No. 1 
tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa bukti T-12.TT-12 sama dengan bukti P-11 yakni 
Surat Kejaksaan Agung RI tanggal 19 Nopember 2001 No. B-208/G/Gpk. 11 
11/2001 perihal penyelesaian masalah yang dihadapi PT. ICI Paints Indonesia 
ditujukan kepada Direksi PT. ICI Paints Indonesia telah menjelaskan bahwa RUPS 
kedua yang diselenggarakan oleh PT. ICI Paints Indonesia tanggal 13 Agustus 
2001 sesuai dengan ketentuan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995 secara hukum 
merupakan RUPS yang sah ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-13.TT-13, adalah UU No. 35 Tahun 
1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa bukti T-14.TT-14 adalah Shareholders Agreement 
PT. ICI Paints Indonesia tanggal 9 Januari 1991 Akta No. 5 dibuat dihadapan Ny. 
Susana Zakaria, SH. Notaris di Jakarta sama dengan bukti P-20 ;

Menimbang, bahwa oleh karena RUPS Luar Biasa Kedua Turut 
Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 telah memenuhi kuorum dan sesuai dengan 
Pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995, maka RUPS Luar Biasa tersebut sah dan 
mengikat Pelawan dan Terlawan, dengan demikian petitum ke-3 perlawanan 
Pelawan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua perlawanan, oleh karena 
RUPS Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 sah dan sesuai dengan 
pasal 73 UU No. 1 Tahun 1995, maka Pelawan telah dapat membuktikan 
perlawanannya dan menurut hemat Pengadilan Negeri Pelawan harus dinyatakan 
Pelawan yang baik, dengan demikian petitum kedua perlawanan Pelawan patut 
untuk dikabulkan ;
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Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4, oleh karena Shareholders 
Agreement tanggal 9 Januari 1991 merupakan Perjanjjian Para Pemegang Saham 
yang dibuat dihadapan Pejabat yang ditunjuk dan diangkat pemerintah yakni 
Notaris, maka Akta No. 5 tertanggal 9 Januari 1991 Perjanjian Para Pemegang 
Saham PT. ICI Paints Indonesia, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi 
Pelawan dan Terlawan, dengan demikian petitum ke-4 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai susunan Dirksi PT. ICI Paints 
Indonesia/Turut Terlawan telah diatur dalam pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan 
PT. ICI Paints Indonesia, terdiri dari lima (5) anggota dan paling sedikit 3 (tiga) 
anggota, apabila Direksi terdiri dari 5 (lima) anggota, Imperial Chemical Industries 
PLC akan mencalonkan 3 (tiga) orang dan PT. Dwi Satrya Utama akan 
mencalonkan dua ( 2 ) orang. Jika terdiri dari 3 (tiga) anggoota, maka Imperial 
Chemical Industries PLC akan mencalonkan dua ( 2 ) orang dan PT. Dwi i Satrya 
Utama akan mencalonkan satu ( 1 ) orang, dengan demikian petitum ke-5 patut 
untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 keliru 
dalam menafsirkan RUPS Luar Biasa dengan agenda pembebasan Direktur dan 
pengangkatan Direktur yang ditafsirkan sebagai RUPS Luar Biasa dengan agenda 
PEROBAHAN ANGGARAN DASAR, maka RUPS Luar Biasa KeduaTurut 
Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 yang sah dan memenuhi kuorum, sehingga 
sesuai dengan Pasal 73 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas, maka Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober
2001, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian 
petitum ke-6 sepanjang menyatakan penetapan dimaksud batal demi hukum dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengacu pada potitum ex aequo et 
bono maka petitum ke-6 dikabulkan dengan merubah kata membatalkan dengan 
menyatakan batal demi hukum Penetapan aquo dam hal tersebut menurut hemat 
Majelis tidak sebagai hal yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum perlawanan yang mohon agar 
putusan ini dapal dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding 
maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis mempertimbangkannya sebagai 
berikut :
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- Bahwa telah terbukti bahwa Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. 
tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum, maka perubahan-perubahan sebagaimana diterapkan pada Turut 
Terlawan yang mengacu pada Penetapan No. 235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. 

haruslah dibatalkan dan susunan Direksi harus mengacu pada Keputusan 

RUPS Kedua Turut Terlawan tanggal 13 Agustus 2001 ;

Bahwa Pelawan telah mengajukan bukti-bukti yang othentik sehingga sejalan 
dengan bunyi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan- apa yang dipertimbangkan diatas 
perlawanan Pelawan telah memenuhi syarat Pasal 180 HIR sehingga Majelis 

berkesimpulan bahwa petitum ke-7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diberi tanda P-9, 
P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-24, P-25, P-26 s/d P-39, oleh karena berupa foto 

copy dan tidak relevan diajukan sebagai bukti maka bukti surat tersebut tidak 

dipertimbangkan CiSfl GMesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pe/awan telah berhasil membuktikan 

perlawanannya maka terhadap Turut Terlawan harus pula tunduk pada isi putusan 

ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan berada pada pihak yang 

kalah, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terlawan 

yng sampai kini ditaksir sebesar Rp. 389.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan 
ribu rup ia h );

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan adalah Pelawan yang baik 

dan dapat membuktikan perlawanannya, maka terhadap Putusan Provisi yang 

dijatuhkan pada tanggal 16 Juli 2002 No. 2 4 9 /Pdt.G/2 0 0 2 /PN.Jak.Sel. menurut 

hemat Majelis haruslah dipertahankan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan 

lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI
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M E N G A D I L I

DALAM PROVISI :

- Mengabulkan dan menguatkan Putusan Provisi No. 
249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. tanggal 16 Juli 2002 ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik ;

3. Menyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan tanggal 13 
Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan karena sudah sesuai 
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan dan ketentuan 
Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 ;

4. Menyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 adalah sah dan 
mengikat Pelawan dan Terlawan ;

5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.I. Paints Indonesia (Turut 
Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran Dasar Turut Terlawan, 
terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang diantaranya harus dicalonkan oleh ICI 
Omicron BV (Pelawan) dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT. Dwi Satrya 
Utama (Terlawan);

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 
235/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal demi hukum dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum ;

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu 
walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

8. Menghukum
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8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan in i;

9. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini 
yang sampai kini ditaksir sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh 
sembilan rihu rupiah);

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : SELASA, tanggal 17 

September 2002. oleh kami : SYAMSUL ALI, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, 
dengan didampingi HESMU PURWANTO, SH. dan EFFENDI, SH. masing- 
masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari: K A M I S , 
tanggal 19 September 2002 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh 
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ny. LILIES DJUANINGSIH, SH. 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan dan Turut 
Terlawan ;

HAKIM ANGG0TA, HAI ÎM JjCETUA MAJELIS,

1 HESMU PUI^frVANTO. SH.

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

SYA^MpUL ALI. SH.

PAN PENGGANTI

NY. LILlESlDJUANIhJGSIH. SH.

Biava-biava :
Administrasi

Panggilan
Jumlah

Meterai
Redaksi

Rp. 50.000,- 
Rp. 6.000,-
Rp. 3.000,-
Rp. 330.000,-
Rp. 389.000,-
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I U N IÜK DINAS.)

P U T U S A N  
Nomor : 50/PDT/2003/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili' 
perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan 

putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. DWI 3ATRYA UTAMA.

Beralamat di Tifa Building, Lantai 5 & 11 Jl.Kuningan 
Barat 26, Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili 

kuasanya 1.RUFINUS HOTMAULANA, SH..MM.

2.TARTIB, SH. 3.JUSUF SILETTY, SH. 4.ELEN 

HOTMARIA.SH. 5.LILIK BINTORO TP. SH,MM. 
Pengacara-Pengacara pada Law Offices Rufinus 

tmaulana & Partners, (RHH Law Offices) beralamat 

isma Kodel, Lantai 53, JI.H.R.Rasuna Said Kav. B-4f 
ngan, Jakarta 12920, berdasarkan surat kuasa 

»sus tertanggal 23 September 2002, Selanjutnya 

disebut PEMBANDING I semula TERLAWAN;

^2 . PT. I.C.I PAINTS INDONESIA.
Beralamat di Tifa Building, Lantai 4 Jl.Kuningan Barat 

26, Jakarta 12710, Dalam hal ini diwakili kuasanya 
•l.RUFIMUS HOTMAULANA, SH.,MM. 2.TARTIB, SH.
3.JUSUF SILETTY,. SH. 4.ELEN HOTMARIA,SH.

5.LILIK BINTORO TP, SH,MM. Pengacara-Pengacara 
pada Law Offices Rufinus Hotmaulana & Partners, 

(RHH Law Offices) beralamat di Wisma Kodel, Lantai S, 
JI.H.R.Rasuna Said Kav. B-4, Kuningan, Jakarta 
12920, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23
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September 2002, Selanjutnya disebut PEMBANDING II 
semula TURUT TERLAWAN;

L A W A N

^ I.C . i.  OMICRON B.V.

Suatu Perusahaan yang didirikan dan tunduk pada Hukum 
Belanda, yang dalam hal ini diwakili dan memilih domisili 
Hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya 1.DR.YUSRON 

IHZA, LL.M. 2.ZULFADLI.SH. 3.MUSFADILLAH D AULA Y, 
SH., LL.M. 4.MIFTAHUL *HILMI, SH. 5.1N A Y AHTU L L AH 
ABD, HASYIM, LL.B., LL.M. 6.HARR1ET RIENTUANI 

LUBIS, SH. 7.RIZKY ABDURACHMAN ADIWILAGA, SH. 

8.0KTARID0 FERNANDO HARAHAP,SH., LL.M. Advokat 
an Konsultan Hukum pada kantor IHZA &1HZA Law Firm. 

kantor di Citra Graha Building, lantai 10, Jl.Jend. Gatot 

oto 35-36 Jakarta 12950, berdasarkan surat kuasa 21 
et 2002, selanjutnya disebut TERBANDING semula 

MGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat 
lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai 
duduknya perkara ini, seperti tertera dalam salinan putusan Sela 

(kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 
Juli 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. dalam perkara antara 
kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
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DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan berkenaan 

dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo;
3. Memerintahkan kedua belas pihak untuk melanjutkan 

pemeriksaan perkara;

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; -i

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan 
Permohonan Banding tertanggal 16 Juli 2002, N0.249/PDT.G/ 

2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL.SH.
______ Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan

Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan 
t  \ WNsngajuKan permohonan banding terhadap putusan Seia

\  r r u  \ \  * li
\  f^ j^^o jp iP ffte n s i absolut) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 9 

‘¿00,2, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan 
dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding terhadap 
putusan Sela (kompetensi absolut), tertanggal 20 Juli 2002, yang 
diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 
tanggal 8 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dan memori 

banding terhadap putusan Sela (kompetensi absolut) yang diajukan 
oleh Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan 

tersebut telati diberitahukan dan' diserahkan kepada Terbanding 
semula Pelawan pada tanggal 12 Nopember 2002;
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Memperhatikan dan menerima pula keadaan-keadaan 
mengenai duduknya perkara ini, seperti tertera daiam salinan 

putusan Provisi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 

2002. No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. daiam perkara antara kedua 
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugat Provisi Pelawan sebahagian;
2. Menghukum Terlawan untuk menghentikan perbuatan-

perbuatan apapun yang menggunakan Penetapan

No.235/Pdt.P/2G01/PN.Jak.SeI. tanggal 4 Oktober 2001 sebagai*
alasan, termasuk pemblokiran rekening Turut Terlawan di Bank- 
Bank, dan mengembalikan susunan Pengurus Turut Terlawan 

lalam keadaan sebelum adanya Penetapan No.235/Pdt. 

2001/PN.Jak.Sel. yaitu mereka yang ditunjuk oleh RUPS 
Alt Terlawan tanggal 13 Agustus 2001, sampai dengan 

danya Putusan Pokok dalam perkara a quo;

o. Menangguhkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan 

Permohonan Banding tertanggal 23 Juli 2002, No.249/PDT.G/ 

2002/PN JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. 
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan 

bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan 

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Provisi 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 16 Juli 2002, 

No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Menimbang, bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan 
dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding terhadap 

putusan Provisi, tertanggal 26 Juli 2002, yang diterima

Pembatalan hasil..., Meni Mardiani, FH UI, 2009



d ikepan ite raan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal S 

O k to b e r ‘2002;

M enim bang, bahwa Permohonan banding dan memori 

band ing te rhadap putusan Provisi yang diajukan oleh Pembanding l 

dan II semula Terlaw an dan Turut Terlawan tersebut telah 

d iberitahukan  dan diserahkan Kepada Terbanding semula Pelawan 

pada tanggal 12 Nopem ber 2002;

Serta m em perhatikan dah menerima Keadaan-Keadaan 

m engenai duduknya perKara ini, seperti tertera dalam salinan 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September

2002 , N o.249/P dt.G /2002/P N .Jak.S eI. dalam perKara antara Kedua 

belah p ihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M PRO VIS I :

EKSEPSI :

M enolak Eksepsi Terlawan dan Turut Terlawan;

D ALAM  PO KO K PERKARA :

1. M engabulkan perlawanan Pelawan untuk selutuhnya;

2. M enyatakan sebagai hukum Pelawan adalah Pelawan yang 

baik;

3. M enyatakan bahwa RUPS Luar Biasa Kedua Turut Terlawan 

tangga l 13 Agustus 2001 sah dan mengikat Pelawan dan 

T e rlaw an  karena sudah sesuai dengan ketentuan dalam 

A nggaran  Dasar Turut Terlawan dan Ketentuan Undang- 

Undang No.1 Tahun 1995;

4. M enyatakan Shareholders Agreement tanggal 9 Januari 1991 

adalah sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan;

N 0/249 /P dt.G /20Q 2/P N .Jak.S eL

.Kflsngabulkaii Clan menguatkan Putusan Provisi
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5. Menyatakan bahwa susunan Direksi PT. I.C.l. Paints Indonesia 
(Turut Terlawan) sebagaimana dimaksud di dalam Anggaran 

Dasar Turut Terlawan, terdiri dari 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang 

diantaranya harus dicalonkan oleh ICI Omicron BV (Pelawan) 
dan 2 (dua) orang dicalonkan dari PT.Dwi Satrya Utama 

(Terlawan);

6. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
No.235/Pdt.P/2001 /PN.Jak.Sel. tanggal 4 Oktober 2001 batal 

demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum; *

7. Menyatakan bahwa putusan cfelam perkara ini dapat dijalankan 

terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi 
(uitvoerbaar bij voorraad);

8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk pada putusan ini; 
Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul

am perkara ini yang sampai kini ditaksir sebesar 
89.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Risalah Pernyataan 
•Fmohonan Banding tertanggal 1 Oktober 2002, No.249/PDT.G/ 

2002/PN.JAK.SEL. Yang dibuat oleh RAMADHAN RIZAL,SH. 

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang menerangkan 
bahwa Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan 

telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 September 2002, 
No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel.

Menimbang, bahwa Pembanding l dan II semula Terlawan 
dan Turut Terlawan telah mengajukan memori banding tertanggal 
17 Oktober 2002, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan, pada tanggal 7 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dan memori 

banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Terlawan
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dan Turut Terlaw an telah diberitahukan dan diserahkan kepada 

Terband ing  semula Pelawan pada tanggal 1'2 Nopember 2002;

Menimbang, bahwa Terbanding semula telah mengajukan 

kontra  m em ori banding tertanggal 26 Nopember 2002, yang 

d iterim a dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 

tanggal 17 Desem ber 2002;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;—T

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan 

sela (kom petensi absolut), putusan Provisi dan pokok perkara dari 

Pem banding I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan tersebut 

d ia jukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah 

je n u h i syara t-syara t lainnya yanci ditentukan Undang-Undang, 

perm ohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa 

m em pela jari dengan seksama berkas perkara tersebut, yang 

te rd iri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama, surat- 

sura t bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan 

pe rkara  ini yang diajukan oleh kedua belah pihak, salinan resmi 

putusan Sela (kom petensi absolut) tanggal 9 Juli 2002, putusan 

provis i tanggal 16 Juli 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan tanggal 19 Septem ber 2002, Mo.249/Pdt.G /2002/

PN .Jak.Se l. serta Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding 

I dan II semula Terlawan dan Turut Terlawan dan Kontra Memori 

Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan, maka 

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan 

pertim bangan hukum Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan 

benar menurut hukum. Oleh karenanya segala alasan dan 

pertim bangan hukum Hakim Pertama tersebut diambil alih dan
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dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili 
perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding -  Memori 
Banding yang diajukan oleh Pembanding I dan II semula Terlawan 
dan Turut Terlawan tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat 
melemahkan putusan Sela (kompetensi absolut) tanggal 9 Juli 
2002, putusan provisi tanggal 16 Juli 2002 dan putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 September 2002, 
No.249/Pdt.G/2002/ PN.Jak.Sef: yang dimohonkan banding, oleh 

Karenanya putusan-putusan A quo tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I dan II 
semula Terlawan dan Turut Terlawan berada dipihak yang kalah,

untuk membayar biaya perkara

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II

semula Terlawan dan Turut Terlawan;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

tanggal 19 September 2002, No.249/Pdt.G/2002/PN.Jak.Sel. 
yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding I dan II semula Terlawan dan Turut
Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat 
peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp.150.060,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

/  II Mengingat Undang-undang Mo.20 Tahun 1947 serta 

jm iran hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan 
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: KAMIS, 
tanggal 10 Juli '2003, oleh kami M.RIDWAN NASUTION,SH. Ketua 
Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, I GDE KETUT 
SUKARATAjSH. dan SOEPARMO,SH. Hakim-Hakim Tinggi 
Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing selaku Hakim Anggota., 
yang berdasarkan Surat Penetap'an Ketua Pengadilan Tinggi 
Jakarta tanggal 6 Maret 2003* Nomor: 102/Pen/2QQ3/Q5G/ 

Pdt/2Q03/PT.DKI. telah ditunjuk untuk memeriksa da/Y-»mengadili 

perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan mana diucapkan 

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk 
umum pada hari itu juga., dengan didampingi oleh Hakim-Hakim 
Anggota tersebut seita dibantu oleh ISARAEL SITUMEANG, SH. 

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi 
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang b&rperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS HAKIM,

* f£ 9 £ j< E T U T  SUKARATA,SH. M. RIDWAN NASUTlONsSH.

SOEPARNO, SH.

•nan sesuai  dengan Asl inya Panitera Pengganti,

't?
ISARAEL SITUMEANG,SH.
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Perincian biaya banding :
Meterai .............................Rp. 6.000,-

Redatejssaaas^................ Rp. 3.000,-
M C M ißtraä^c^s...........  Rp. 75.000,-

*/C Tv \̂Vo é r l t ^ n l .A„^.........  Rp. 66.000,-

Mart . ^ d j / ........  Rp. 150.000,-rrfSrSw»*1' /  //  r  ’

JAK

\
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Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar sehingga harus tetap dipenuhi 

kuorum 3/4 (tiga per empat) pemegang saham harus hadir dan terwakili.8

Berkenaan dengan hal tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut perihal apakah 

hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang telah dilaksanakan dapat 

dibatalkan oleh Hakim? Kemudian Persyaratan dan prosedur apa sajakah yang harus 
dipenuhi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut 

berdasarkan ketentuan yang berlaku dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan 

Terbatas? Selanjutnya apakah pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

dipergunakan hakim dalam memutuskan perkara sehingga menghasilkan putusan 

Pengadilan Tinggi Jakarta No. 50/PDT/2003/PT.DKI? Hal ini menarik untuk diteliti 

karena para pemegang saham yang tidak dapat menemukan titik tengah dalam 

pengambilan keputusan dikarenakan tidak terpenuhinya kuorum kehadiran sebagai 

salah satu persyaratan dalam RUPS. Dalam hal ini, penulis mencoba menganalisis 

suatu kasus yang melibatkan I.C.I Omicron B. V. sebagai pemegang 55% (lima puluh 

lima persen) saham dalam Perseroan dan PT Dwi Satiya Utama sebagai pemegang 

45% (empat puluh lima persen) saham dalam Perseroan yang mana keduanya selaku 

pemegang saham dalam Perseroan perihal penetapan kuorum kehadiran dalam RUPS 

kedua yang diadakan oleh Direksi Perseroan dengan agenda pembebasan tugas 

Direktur lama dan pengangkatan Direktur yang baru tertanggal 13 Agustus 2001. 

Setelah sebelumnya diadakan RUPS pertama pada tanggal 24 Juli 2001 yang 

kemudian dibatalkan dengan alasan kuorum tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan 
dalam Pasal 14 ayat (5) Anggaran Dasar PT ICI karena PT Dwi Satrya Utama selaku 

pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 45% (empat puluh lima persen) tidak 

hadir. Selanjutnya Direksi PT ICI mengadakan RUPS kedua pada tanggal 13 

Agustus 2001 dengan pengumuman surat undangannya melalui harian Pos Kota dan 

The Jakarta Post tertanggal 16 Juli 2001 dengan agenda RUPS mengenai 

pembahasan penunjukan 3 (tiga) Direktur baru dan pembebasan tugas Direksi yang 
lama.
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